NOMOR

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

500.12.6 /Kep. 374 -Diskominfo/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Menimbang

Mengingat

BUPATI CIREBON,

bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi dan
pelayanan publik yang berkinerja tinggi, maka diperlukan
arsitektur yang handal untuk melakukan akselerasi
penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

. bahwa dalam rangka pengelolaan peningkatan kualitas

Arsitektur untuk mendukung pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai ketentuan
Pasal 36 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
diperlukan pedoman pelaksanaan Arsitektur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Cirebon tentang Penetapan Arsitektur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



10.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara-
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 182);

. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu

Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 233);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 994);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup
Pemerintah -~ Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12, Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah  Kabupaten Cirebon
Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2022 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Pedoman Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pedoman Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman
proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan
pendayagunaan Arsitektur di dalam Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cirebon.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau sumber lain
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan :

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 aAgustus 2824

Pj. BUPATI CIREBON,

> .

WAHYU MIJAYA

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.6 /Kep. 374 -Diskominfo/2024
TANGGAL : 2 Agustus 2024
TENTANG : PENETAPAN ARSITEKTUR SISTEM

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan Kabupaten Cirebon merupakan salah satu
Pemerintah Daerah yang berakhir pada periode perencanaan jangka
menengah di Tahun 2024 sebagaimana berakhirnya masa jabatan
Bupati dan Wakil Bupati pada periode 2019- 2024. Sementara
berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang
merupakan perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tetang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
mengamanatkan untuk dilaksanakannya pemilihan kepala daerah
serentak secara nasional pada tahun 2024. Konsekuensi regulasi
tersebut terutama bagi daerah yang masa jabatannya berakhir pada
tahun 2023 atau tahun 2024 akan dipimpin oleh penjabat kepala
daerah. Salah satu konsentrasi terbesar di daerah kemudian adalah
penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah yang habis

masa berlakunya seiring habisnya masa jabatan kepala daerah.

Menindaklanjuti konsekuensi regulasi tersebut Menteri Dalam
Negeri mengeluarkan instruksi bagi daerah dengan periode rencana
pembangunan jangka menengah berakhir pada tahun 2024 agar
menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah
tahun 2025-2026 yang kemudian disebut dengan Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026.
Bersamaan dengan itu, kepala perangkat daerah juga diperintahkan
untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD)
Kabupaten /Kota berdasarkan RPD yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian
dokumen arsitektur SPBE yang sebagai landasan penyelenggaraan

pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan Peraturan



Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon
sehingga penyelarasan program dan kegiatan dapat terlaksana
dengan baik dan berkesinambungan antara dokumen pembangunan

dengan dokumen arsitektur SPBE.

Pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 telah dilaksanakan
oleh evaluator eksternal Kemenpan-RB dengan menggunakan
instrumen yang telah ditetapkan sebanyak 47 indikator. Instrumen
ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 pedoman
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang tata cara
pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan
peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sejalan dengan hal tersebut
Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah dilakukan evaluasi SPBE

secara eksternal dengan hasil sebagai berikut.

INDEKS SPBE — PEMERINTAH KAB. CIREBON

Nilal indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Nama Indek s Nilai 2023

sSPEeE 3,07
Domuain Xebijakan SPBE

Kebgakan Internal TOtO Keioka SPBE 320
Domain Tata Kelola SPBE

Ferencanoon SIrateges SP8E £50

Penyelenggara SPEE 250
Domain Manajermen SPRE

PRner SOon MSOgeinan: STeL -

e TiK 2

Domain Layanan SPRE 3.75
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Gambar 1 Hasil Indeks SPBE Tahun 2023 Kabupaten Cirebon



Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 tersebut menjadi
dasar penyusunan arsitektur SPBE 2025-2026. Dokumen ini
merupakan bagian strategi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan
digitalisasi SPBE Kabupaten Cirebon untuk mewujudkan pelayanan
publik dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka
reformasi birokrasi. Implementasi SPBE diharapkan sejalan dengan
visi misi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 tertuang
dalam RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, yang didalamnya
berisi tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Cirebon tentang
kondisi atau situasi yang akan diwujudkan dalam 2 (dua) tahun ke

depan.

Berdasarkan dengan visi tersebut, maka perlu adanya
peningkatan pelayanan publik untuk sektor kesehatan, pendidikan
dan ekonomi kreatif. Saat ini revolusi industri 4.0 sebagai
perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya
pada berbagai sendi kehidupan, penetrasi teknologi yang serba
disruptif, —menjadikan perubahan semakin cepat, sebagai
konsekuensi dari fenomena Internet untuk segalanya (Internet of
Things or IoT), kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat
besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani
atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa
atau aplikasi (Big Data), teknologi yang menjadikan internet sebagai
pusat pengelolaan data dan aplikasi (Cloud Computing), hingga
kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Perubahan pada lanskap
ekonomi politik dan relasi organisasi sebagai konsekuensi revolusi
industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah sebagai
suatu keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup, dan
kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintah ini menjadi
kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi
aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan yang dapat

diimplementasikan pada reformasi di kegiatan pemerintahan.

Penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata
laksana dengan penerapan sistem, proses, prosedur kerja yang
transparan, efektif, efisien dan terukur. Secara umum SPBE juga

mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan



menyeluruh  dalam  pembangunan aparatur negara yang
memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara
dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Selain
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik sebagai dasar regulasi penerapan digitalisasi
pemerintahan, diperlukan juga akselerasi pembangunan aparatur
sipil negara dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan delapan area
perubahan yang melingkupi penataan dan pengelolaan pengawasan,
akuntabilitas kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan
perundang-undangan, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya

kerja.

SPBE merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan
proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan
pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan
birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.
Untuk itu SPBE harus dibangun secara terintegrasi antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama terjadinya

integrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, perlu disusun sebuah dokumen yang
dijadikan sebagai cantolan perencanaan selain dokumen RPJMD,
RPD yang merupakan dokumen utama namun perlu ditunjang oleh
dokumen arsitektur SPBE dimana bertujuan untuk memberikan
panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan
informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE
untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional

dan lingkup sendiri.

1.2 Maksud dan Tujuan
1. Maksud

Maksud penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon
2025-2026 ini adalah



a. Maksud penyusunan Arsitektur SPBE Kab. Cirebon
sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon
dalam mengimplementasikan SPBE di Kabupaten
Cirebon.

b. Proses implementasi SPBE di Kabupaten Cirebon menjadi
lebih terarah dan komprehensif.

c. Serta supaya terciptanya perencanaan dan implementasi
SPBE di Kabupaten Cirebon yang terintegrasi antar
pemangku kepentingan.

2. Tujuan
Tujuan penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon
2025-2026 ini adalah:

a. Menyusun kerangka kerja (framework) tata kelola
pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis
sistem elektronik yang efektif dan efisien;

b. Memberikan arahan strategis pengelolaan dan
pengembangan sistem informasi Kabupaten Cirebon agar
dapat terlaksana secara efektif dan efisien;

c. Arsitektur dijadikan sebagai pengembangan dan

pengelolaan layanan SPBE di Kabupaten Cirebon.
1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara  Republik Indonesia
tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan  Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 233);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 994);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018
Nomor 12, Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2022 Nomor 96).



BAB II

KERANGKA KERJA ARSITEKTUR DAN ARAH KEBIJAKAN
STRATEGIS SPBE

2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten

Cirebon

Bab ini memberikan penjelasan terkait upaya-upaya yang akan
dilakukan berupa strategi yang dipilih dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten
Cirebon serta arah kebijakan dari setiap strategi pembangunan
terpilih. Upaya yang dilakukan dalam bentuk strategi dan arah
kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam
jangka waktu 2 (dua) tahun 2025 - 2026 yang akan datang didukung
oleh program pembangunan daerah yang dirumuskan dari
masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas.
Program prioritas daerah menggambarkan kepaduan program
prioritas terhadap sasaran Pembangunan melalui strategi yang
dipilih.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi
sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan
pelaksanaannya. Strategi pembangunan terdiri dari tema-tema yang
secara simultan dari tahun 2025-2026 memiliki kesinambungan
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan.

Penyusunan tema pembangunan RPD Tahun 2025-2026
dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran RPD,
prioritas pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan, isu
strategis, dan kebijakan nasional serta kebijakan pembangunan
Provinsi Jawa Barat. Adapun fokus atau tema pembangunan
Kabupaten Cirebon setiap tahun selama 2 (dua) tahun periode
RPD 2025-2026 disajikan sebagai berikut:
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Gambar 2 Tema Pembangunan untuk Perwujudan Tujuan dan
Sasaran RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

Tema pembangunan 2025 sampai 2026 menekankan
keberlanjutan pembangunan dari periode sebelumnya yang
dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan
mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang
berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam
rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah,
dengan penjelasan tema dan arah kebijakan tahunan adalah sebagai
berikut:

2.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Fokus Pembangunan tahun 2025 dengan tema “Peningkatan
Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya
Saing” diarahkan untuk melanjutkan fokus pembangunan tahun
sebelumnya dengan lebih meningkatkan intensitas dan optimalisasi
pelayanan dan pengembangan potensi SDM yang berdaya saing
untuk menjawab tantangan perkembangan zaman, peningkatan
sektor ekonomi memiliki nilai strategis tinggi. Pengembangan
ekonomi diarahkan pada sektor-sektor unggulan seperti industri
pengolahan; perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
pertanian, peternakan, dan perikanan. Sektor-sektor unggulan
tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja khususnya tenaga
kerja lokal. Berkembangnya perekonomian daerah yang dibarengi
dengan meningkatnya produktivitas daerah terutama diarahkan



dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah terus

menjadi perhatian pemerintah pada tahun ini, dan diharapkan

mendorong daya saing daerah dan berdampak positif bagi investasi

daerah, dengan arah kebijakan meliputi:

1.

10.

L

12.

Peningkatan kompetensi dan kinerja ASN berdasarkan
kebutuhan organisasi.

Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan.
Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel.
Peningkatan kualitas dan partisipasi Angkatan kerja di
berbagai bidang termasuk bagi penyandang disabilitas
Peningkatan kualitas produksi dan produktivitas sektor
pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan
perikanan serta pariwisata.

Mendorong  peningkatan  persebaran investasi serta
peningkatan pelayanan dan pemberian kemudahan/insentif
penanaman modal di daerah.

Peningkatan kualitas SDM Masyarakat miskin, penguatan
pemberdayaan Masyarakat, pemberian kemudahan akses
usaha dan pasar berbasis potensi lokal serta peningkatan
kualitas layanan dasar kepada Masyarakat miskin.

Penguatan ketersediaan sarana dan prasarana yang
menunjang perbaikan kualitas Pendidikan.

Peningkatan pemerataan dan kualitas akses pelayanan
Kesehatan dengan pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan
jumlah dan distribusi SDM Kesehatan secara bertahap dan
menyeluruh.

Perkuatan jejaring kemitraan dan peran serta Masyarakat
dalam Upaya pencegahan dan penanganan stunting.
Peningkatan keberdayaan dan partisipasi Perempuan dalam
Pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja
formal, termasuk bagi kelompok rentan.

Pemantapan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap

perubahan iklim, Termasuk kelompok rentan, serta



implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan
iklim.

13. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman serta
perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi,

dan kapasitas lembaga demokrasi.

2.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Fokus Pembangunan tahun 2026 dengan tema “Peningkatan
Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan dan Sumberdaya Manusia
Kompetitif” diarahkan dalam rangka pencapaian target akhir
Pembangunan jangka menengah periode 2 tahun. Penekanan
pembangunan masih diberikan pada pemantapan perekonomian
berbasis sektor-sektor  unggulan dengan mengoptimalkan
pemberdayaan SDM serta infrastruktur yang berdaya saing.
Pembangunan pada akhir periode RPD diarahkan pada perwujudan
ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang berarti bahwa
Pembangunan tidak hanya diarahkan untuk pertumbuhan namun
juga pemerataan serta perluasan akses dan kesempatan dengan arah

kebijakan meliputi:

1. Pemantapan manajemen organisasi pemerintahan, kompetensi
dan kinerja ASN.

2. Pemantapan kualitas pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel.

3. Penguatan akses dan kualitas data, informasi dan keterbukaan
informasi publik yang didukung oleh peningkatan informasi
digital.

4. Pemantapan kualitas produktivitas tenaga kerja di berbagai
bidang pembangunan serta kualitas kompetensi tenaga kerja
dengan pemberdayaan angkatan kerja, pelatihan calon tenaga
kerja dan instruktur, serta kompensasi yang layak termasuk
bagi penyandang disabilitas.

S. Peningkatan kualitas produksi dan produktivitas sektor
pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan
perikanan, serta pariwisata dan mendorong akses pemasaran

yang lebih luas.



10.

11.

12.

2.2

- Penguatan kelembagaan mendukung industri yang berbasiskan

teknologi, inovasi; menguatkan kemitraan antara PMA/PMDN
dengan UMKM berbasis sektor unggulan; penguatan Kerjasama
Antar Daerah dalam mendorong penanaman modal yang
berkelanjutan; peningkatan pelayanan dan pemberian

kemudahan /insentif penanaman modal di daerah.

. Pemantapan kapasitas dan kualitas SDM masyarakat miskin

yang mendorong kemandirian yang didukung oleh pemantapan
kualitas layanan dasar bagi masyarakat miskin.
Peningkatan sinergi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten

kota dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan.

. Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standar melalui

peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi dan
digitalisasi.

Peningkatan keberdayaan dan partisipasi perempuan dalam
pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja
formal, termasuk bagi kelompok rentan.

Penguatan koordinasi antar stakeholder dalam upaya adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim termasuk kelompok rentan, serta
implementasi pembangunan rendah karbon berketahanan
iklim.

Pemantapan ketertiban umum dan ketentraman serta
perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi,

dan kapasitas lembaga demokrasi.

Program Prioritas

Program prioritas daerah adalah program strategis daerah yang

dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah

kebijakan untuk mencapai sasaran RPD. Program prioritas daerah

menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran

Pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan, strategi

pembangunan daerah. Mengingat strategis dan pentingnya program

prioritas daerah, maka dalam pelaksanaannya perlu diprioritaskan

dan mendapatkan dukungan penganggaran yang seimbang dengan



target yang akan dicapai. Dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah 2 (dua) tahun kedepan, Pembangunan
Kabupaten Cirebon diprioritaskan pada:

1. Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK.

2. Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau.

3. Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan
pangan.

4. Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta perlindungan sosial.

5. Keamanan, ketertiban dan ketahanan daerah.

6. Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan
kualitas lingkungan hidup.

7. Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan publik.

2.3 Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon

Dalam rangka  melaksanakan  prioritas  agenda
pembangunan (pembangunan sumber daya manusia,
pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi,
penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi) perlu
ditentukan metode pelaksanaan untuk kelima agenda tersebut
secara cepat, tepat dan terukur. Penerapan SPBE dalam
menyelenggarakan pemerintahan diharapkan dapat menjawab
tuntutan tersebut. Pelaksanaan penerapan SPBE tersebut
dilaksanakan sesuai dengan kerangka kerja SPBE sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan
Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon.

Kerangka kerja SPBE pada dasarnya merupakan sebuah
struktur yang didesain sedemikian rupa, sebagai konseptualisasi
atas pelaksanaan tata kelola SPBE, yang digunakan sebagai
panduan dalam melakukan penerapan SPBE, baik di level
nasional, maupun di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan

dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang



berkualitas dan terpercaya diharapkan dapat diwujudkan
melalui tata kelola SPBE. Tata kelola SPBE diterapkan untuk
memastikan penerapan unsur-unsur SPBE di Pemerintah
Kabupaten Cirebon secara terpadu. Unsur-unsur SPBE ini

antara lain:

a) Arsitektur SPBE;

b) Peta Rencana SPBE, memuat rencana SPBE mengenai
penerapan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan
SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan
SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi;

c) Rencana dan Anggaran SPBE;

d) Proses Bisnis;

e) Data dan Informasi;

f) Infrastruktur SPBE,;

g) Aplikasi SPBE;

h) Keamanan SPBE; dan

i) Layanan SPBE.

Salah satu unsur SPBE di atas adalah Arsitektur SPBE
Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang memberikan keterpaduan
dari seluruh Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten

Cirebon yang terdiri dari:

a) Domain Arsitektur Proses Bisnis;

b) Domain Arsitektur Layanan SPBE;

c¢) Domain Arsitektur Data dan Informasi;

d) Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;

e) Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE; dan
f) Domain Arsitektur Keamanan SPBE.

Gambaran keterpaduan seluruh unsur-unsur SPBE di
atas dapat diwujudkan dalam sebuah kerangka kerja SPBE yang
didalamnya memuat Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten
Cirebon. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon
menggambarkan keterpaduan Proses Bisnis, Data dan Informasi,
Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE dan
Keamanan SPBE. Kerangka kerja Arsitektur SPBE Pemerintah



Kabupaten Cirebon dan kedudukannya dalam kerangka kerja
SPBE dapat diilustrasikan pada Gambar di bawah ini.

Tujuan dan Sasaran SPBE

Arsitektur SPBE

Manajemen SPBE

Tata Kelola SPBE

Gambar 3 Kerangka Kerja SPBE

Salah satu komponen utama pada kerangka kerja SPBE
adalah Arsitektur SPBE yang menjadi pedoman integrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dimana melalui Arsitektur SPBE
dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan
menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada

semua area dan tingkatan.

Arsitektur SPBE  Pemerintah  Kabupaten Cirebon
merupakan Arsitektur SPBE yang diterapkan secara menyeluruh
melalui pengintegrasian seluruh penyelenggaraan pemerintahan
secara elektronik, dengan menggambarkan secara terpadu, pada
seluruh domain didalamnya, sehingga memberikan kemudahan
dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan.
Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan
panduan dalam tata kelola SPBE di Perangkat Daerah.
Arsitektur SPBE memiliki pola yang dapat menghasilkan layanan
digital pemerintah terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi
SPBE, dimulai dengan melakukan identifikasi layanan
pemerintah terintegrasi dari domain proses bisnis, domain data
dan informasi, serta domain layanan SPBE, yang selanjutnya
akan didukung oleh aspek teknologi informasi dan komunikasi
melalui domain aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan
keamanan SPBE. Untuk melakukan identifikasi pada setiap
domain, maka pada setiap domain terdapat struktur bertingkat,

yang terbentuk dari berbagai komponen dasar yang disebut



dengan referensi arsitektur, untuk memastikan relasi antar
domain dan keselarasan antara Arsitektur SPBE Nasional dan
Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Kabupaten
Cirebon, yang merupakan deskripsi dari setiap substansi
domain arsitektur SPBE, sebagaimana terlihat pada ilustrasi di

Gambar di bawah ini.

Domain Arsitektur

Visa dan Misi SPRE

Tujusn dan Sesazan SPBE

— — - et

Komponen yang

Arsitekiur SFRE

= . diperiukan dalam proses
pemyvusunan keterpaduan
Q' witektir SPRF. J

Tata Kelola SPBE

Gambar 4 Substansi Kerangka Kerja Arsitektur SPBE

Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Pemerintah
Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan kerangka kerja SPBE
sebagai panduan penerapan dan pengelolaan SPBE nasional dan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan tujuan mewujudkan
keterpaduan antar struktur di dalam Arsitektur SPBE, maka
kerangka kerja Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon
yang akan dijelaskan pada bab ini, menjadi panduan untuk
mengidentifikasi pembentukan layanan pemerintah berbasis
elektronik yang terintegrasi, meniadakan tumpang tindih
pelaksanaan proses bisnis, dan memastikan penerapan data dan
informasi berbagi pakai menjadi Satu Data Kabupaten Cirebon,
melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi berbagi
pakai yang terintegrasi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya
bahwa Arsitektur SPBE terdiri atas Referensi Arsitektur SPBE
dan Domain Arsitektur SPBE. Referensi arsitektur terdiri atas 6

(enam) komponen, yaitu:

a) Referensi Arsitektur Proses Bisnis;
b) Referensi Arsitektur Data dan Informasi;

c) Referensi Arsitektur Layanan SPBE;



d) Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE;
e) Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE; dan

f) Referensi Arsitektur Keamanan SPBE.

Serupa dengan referensi arsitektur, domain arsitektur juga
terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu: a. Domain Arsitektur
Proses Bisnis, b. Domain Arsitektur Data dan Informasi, c.
Domain Arsitektur Layanan SPBE, d. Domain Arsitektur Aplikasi
SPBE, e. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE dan f. Domain
Arsitektur Keamanan SPBE. Secara garis besar keterkaitan
antara semua Referensi Arsitektur SPBE dengan semua domain

arsitekturnya tergambar pada Gambar berikut.

Gambar 5 Keterkaitan Referensi Arsitektur SPBE

Pada ilustrasi kerangka kerja arsitektur dapat dilihat
pengelompokan kegiatan penyelenggaraan SPBE yang terkait
dengan identifikasi Layanan digital terintegrasi (tergambar dalam
kotak bergaris putus-putus berwarna merah) dan identifikasi
dukungan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi yang
diperlukan (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus
berwarna biru). Selanjutnya ilustrasi kerangka kerja Arsitektur
SPBE dapat dimasukkan dalam ilustrasi kerangka kerja SPBE,

sebagaimana pada Gambar berikut.



Domain
SPRE

Domain Keamanan SPBE

Tata Kelola SPBE

Gambar 6 Pengelompokan Penyelenggaraan Arsitektur SPBE

2.4 Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kabupaten CIREBON

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah
kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE,
layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi dan SDM
SPBE.

1. Tata Kelola SPBE

Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi
pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu
di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di

Kabupaten Cirebon.

a. Masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon
perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan
berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem
koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka mewujudkan
SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk
memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan
mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran
dalam pelaksanaan SPBE.

b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas
pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk

membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar



instansi pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon

adalah:

1) melakukan pembentukan dan penguatan tim
koordinasi SPBE;

2) membangun Arsitektur SPBE Pemerintah
Kabupaten Cirebon; dan

3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang
terintegrasi di dalam dan antar instansi pemerintah

daerah Kabupaten Cirebon.

Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu

meliputi:

a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk
melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam
perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang
mencakup kebijakan makro dan kebijakan mikro SPBE.
Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melakukan
perumusan dan  pelaksanaan kebijakan SPBE
hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE
Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang
terpadu.

b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE
yang menyeluruh dan terpadu adalah:

1) meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan
masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan
kebijakan SPBE,;

2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim
Koordinasi SPBE Daerah dan pimpinan perangkat
daerah;

3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

2. Layanan SPBE

Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada
pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi

masyarakat:



a. layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE
dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan
untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam
melayani masyarakat termasuk masyarakat yang
terpencil, terluar dan berkebutuhan khusus, serta untuk
melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan
publik yang akan memberi manfaat sebesar-besamya
bagi masyarakat.

b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE
yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka
ruang partisipasi masyarakat adalah:

1) Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap
layanan SPBE terpenuhi; dan
2) membangun portal pelayanan publik dan administrasi

pemerintahan.

Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara
sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan
efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan

kepuasan kepada pengguna SPBE.

Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas

layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:

a. melakukan integrasi layanan di dalam dan antar instansi
pemerintah daerah Kabupaten Cirebon; dan
b. meneruskan manajemen dan teknologi layanan SPBE

yang tepat guna dan tepat sasaran.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri,
terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi
pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.
1) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat
Data, Jaringan Intra pemerintah dan Sistem

Penghubung Layanan Pemerintah;



2) Peningkatan efektivitas, efisiensi, kesinambungan,
aksesibilitas, dan keamanan dalam penyelenggaraan
infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara:

a) mandiri yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang
meminimalkan ketergantungan kepada pihak-
pihak non pemerintah;

b) terintegrasi yaitu keterhubungan dan pemanfaatan
bersama infrastruktur SPBE antar instansi
pemerintah daerah Kabupaten Cirebon;

c) terstandarisasi yaitu keseragaman aspek teknis
dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan

d) menjangkau semua instansi pemerintah daerah
Kabupaten Cirebon.

3) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam
rangka mendukung kebijakan sentralisasi Pusat Data
di Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon;

4) Strategi untuk mencapai penyelenggaraan
Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi,
terstandarisasi dan menjangkau instansi pemerintah
daerah adalah:

a) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah
tersedia secara optimal; dan

b) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk
aksesibilitas Infrastruktur SPBE.

b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang
terintegrasi dan berbagi pakai dilakukan untuk
meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya
pembangunan SPBE dan memudahkan integrasi umum
proses bisnis pemerintahan. Strategi untuk mencapai
optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang
terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan
menggunakan  teknologi layanan yang mampu
melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti
teknologi terintegrasi.



c. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan
berkualitas:

1)

2)

3)

Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan

berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam

pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan dan

penyusunan program kegiatan.

Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga

keamanan data dan informasi yang bersifat strategis

dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan

informasi pemerintah.

Strategi untuk mencapai penyediaan data dan

informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:

a) menerapkan manajemen data yang terpadu;

b) menerapkan manajemen keamanan informasi yang
terpadu; dan

c) menggunakan teknologi analitik data dan

kecerdasan buatan.

4. Sumber Daya Manusia SPBE

a. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing

instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon:

1)

2)

Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif dan inovatif
sangat menentukan  keberhasilan SPBE  di
masing-masing instansi pemerintah daerah melalui
komitmen, keteladanan dan arahan dari pimpinan.
Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan
mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan
budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan
SPBE.
Strategi untuk mencapai pengembangan
kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi
pemerintah daerah Kabupaten Cirebon adalah:
a) meningkatkan pengetahuan dan penerapan
praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di instansi
pemerintah daerah Kabupaten Cirebon; dan



b) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi
seluruh pegawai ASN.

b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE

1) Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya

2)

untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE,

mengembangkan Kkompetensi teknis SDM SPBE.

mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM

SPBE agar pembangunan, pengembangan,

pengoperasian dan pemberian layanan SPBE dapat

berjalan dengan baik, berkesinambungan dan

memenuhi harapan/ kebutuhan pengguna.

Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM

SPBE adalah:

a) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan

b) membangun kemitraan dengan pihak non
pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis
ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta

pembangunan dan pengembangan SPBE.

Tabel 1 Inisiatif strategis SPBE Perangkat Daerah

Inisiatif Target
No Strategis Keluaran Penanggung Jawab Waktu
A. Tata Kelola SPBE
1. Pembangunan | Arsitektur Diskominfo 2024
Arsitektur SPBE
SPBE
2. | Pembentukan | Tim Diskominfo Setiap
dan Penguatan | Koordinasi Tahun
Kapasitas Tim | SPBE
Koordinasi
SPBE
3. | Penguatan Regulasi per Diskominfo Setiap
Kebijakan tahapan Tahun
SPBE




Inisiatif Target
N
o B indaain Keluaran Penanggung Jawab Walktu
B. Layanan SPBE
4. Survei Survei Diskominfo /Bagian Setiap
Pengguna Kebutuhan Organisasi Tahun
SPBE dan Kepuasan
Pengguna
5. | Portal Integrasi Diskominfo /Bagian 2024
Pelayanan Proses Bisnis | Organisasi
Publik yang Pelayanan
Terintegrasi Publik
Pemerintah
Daerah
Portal
Pelayanan
Publik
Pemerintah
Daerah
6. | Portal Integrasi Diskominfo /Bagian 2024
Pelayanan Proses Bisnis | Organisasi
Administrasi Pelayanan
Pemerintahan | Administasi
yang Pemerintahan
Terintegrasi Pemerintah
Daerah
Portal
Pelayanan
Administasi
Pemerintahan
Pemerintah
Daerah
7. | Penyelenggara | Manajemen Diskominfo 2024
an Manajemen | Layanan
Layanan SPBE
C. Teknologi Informasi dan Komunikasi
8. Penyediaan Pusat Data Diskominfo 2024
Pusat Data ISO
27001
9. | Penyediaan Jaringan Diskominfo 2024
Jaringan Intra | Internet




No slr::::;i:; Keluaran Penanggung Jawab ;a:f::
Pemerintah untuk seluruh
PD dan NOC
10. | Penyediaan Sistem Diskominfo 2024
Sistem Penghubung
Penghubung Layanan
Layanan Pemerintah
Pemerintah
11. | Pengembangan | Cloud Service | Diskominfo 2024
Layanan * Integrasi
Berbasis Kanal
Teknologi Layanan
Layanan * Repositori
Berbagi Pakai | Aplikasi
Umum
* Kajian
Teknologi
Cloud Service
12. | Pembangunan |+ Dukungan Diskominfo 2024
Portal Data TIK Portal
Data
* Integrasi
Data dan
* Pengelolaan
Portal Data
13. | Pembangunan | Manajeman Diskominfo 2024
Sistem Keamanan
Keamanan Informasi
Informasi * Teknologi
Keamanan
Informasi
14. | Pengembangan | Penerapan Big | Diskominfo 2025
Teknologi Data
Kecerdasan Pemerintah
Buatan Untuk
Pengambilan
Keputusan
yang Cepat

dan Akurat




No ;:::::1::; Keluaran Penanggung Jawab :‘::::
D. Sumber Daya Manusia SPBE
15. | Promosi Pelatihan dan | BKPSDM 2024
Literasi SPBE | Sosialisasi
16. | Peningkatan Standar BKPSDM & Bag. 2024
Kapasitas ASN | Kompetensi Organisasi Sekretariat
Penyelenggara | Teknis SPBE | Daerah
SPBE » Jabatan
Fungsional
yang Terkait
SPBE
* Pola
Remunerasi
Bidang SPBE
* Pelatihan
dan Sertifikasi
Kompetensi
17. | Pembangunan | Forum Bappelitbangda & Bag. 2024
Forum Kolaborasi Organisasi Sekretariat
Kolaborasi SPBE Daerah
SPBE antara
Pemerintah

dengan Non
Pemerintah




BAB III

ARSITEKTUR SPBE EKSISTING

3.1. Arsitektur Domain Proses Bisnis

Arsitektur domain proses bisnis menggambarkan kondisi
mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah
sesuai ketugasan dan fungsi berdasarkan dokumen SOTK. Pemetaan
proses bisnis di masing-masing Perangkat Daerah ini selanjutnya
dianalisis untuk dipetakan ke dalam taksonomi Referensi Arsitektur
Proses Bisnis SPBE Nasional. Arsitektur proses bisnis ini terdiri atas

katalog proses bisnis yang ditunjukkan sebagai berikut ini.
3.1.1.Katalog Proses Bisnis

Katalog proses bisnis ini berisi deskripsi mengenai proses yang
dilakukan di masing-masing perangkat daerah untuk mendukung
tercapainya target dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Kabupaten Cirebon 2025-2026. Katalog ini disusun
berdasarkan hasil pemetaan terhadap peta proses bisnis Pemerintah
Kabupaten Cirebon sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 169
Tahun 2023. Sedangkan Level 1,2 dan 3 mengacu pada kodefikasi
arsitektur proses bisnis SPBE nasional dan untuk level 4 hingga level

6 mengacu pada proses bisnis daerah.



Tabel 2 Arsitektur Proses Bisnis SPBE Kabupaten Cirebon

ID Nama Proses ID Nama Sub Prioritas Daerah Nama Program Perangkat RAB LEVEL 1 RAB LEVEL 2 RAB LEVEL 3
Proses Sub Proses RPD 2025-2026 RPD 2025-2026 Daerah
Proses Pengampu
CNB- [Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas RAB.02 RAB.02.01 RAB.02.01.01
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.1 |Pertumbuhan |inklusif dan perencanaan dan |Perdagangan dan |[EKONOMI DAN |INDUSTRI PENINGKATAN
pembangunan wilayah yang ekonomi sektor [berdaya saing serta |pembangunan Perindustrian INDUSTRI DAYA SAING DAN
berkeadilan, berkelanjutan unggulan ketahanan pangan |industri KEMANDIRIAN
dan berwawasan INDUSTRI
lingkungan
CNB- [Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas RAB.02 RAB.02.01 RAB.02.01.02
05 pertumbuhan ekonomi dan [05.1 |Pertumbuhan |inklusif dan penggunaan dan Perdagangan dan |[EKONOMI DAN |[INDUSTRI PENGUATAN
pembangunan wilayah yang ekonomi sektor |berdaya saing serta |pemasaran produk |Perindustrian INDUSTRI IMPLEMENTASI
berkeadilan, berkelanjutan unggulan ketahanan pangan |dalam negeri MAKING
dan berwawasan : INDONESIA 4.0
lingkungan
CNB- [Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas RAB.02 RAB.02.01 RAB.02.01.03
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.1 [Pertumbuhan [inklusif dan pengelolaan sistem |Perdagangan dan |[EKONOMI DAN |INDUSTRI PENINGKATAN
pembangunan wilayah yang ekonomi sektor |berdaya saing serta |informasi industri |Perindustrian INDUSTRI KEMAMPUAN
berkeadilan, berkelanjutan unggulan ketahanan pangan |nasional INDUSTRI
dan berwawasan BARANG DAN
lingkungan JASA SERTA
INDUSTRI HALAL
DALAM NEGERI
CNB- [Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas RAB.02 RAB.02.01 RAB.02.01.04
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.1 |Pertumbuhan [inklusif dan pengelolaan sistem |Perdagangan dan |EKONOMI DAN |INDUSTRI PERLUASAN
pembangunan wilayah yang ekonomi sektor |[berdaya saing serta |informasi industri |Perindustrian INDUSTRI PENGUASAAN
berkeadilan, berkelanjutan unggulan ketahanan pangan |nasional PASAR INDUSTRI
dan berwawasan
lingkungan
CNB- |[Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas RAB.02 RAB.02.01 RAB.02.01.05
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.1 |Pertumbuhan |inklusif dan perencanaan dan |Perdagangan dan [EKONOMI DAN |INDUSTRI PENGUATAN
pembangunan wilayah yang ekonomi sektor |berdaya saing serta |pembangunan Perindustrian INDUSTRI KEWIRAUSAHAAN
berkeadilan, berkelanjutan unggulan ketahanan pangan |industri DAN INDUSTRI
KECIL DAN

dan berwawasan




ID Nama Proses ID Nama Sub Prioritas Daerah Nama Program Perangkat RABLEVEL 1 | RAB LEVEL 2 RAB LEVEL 3
Proses Sub Proses RPD 2025-2026 RPD 2025-2026 Daerah
Proses Pengampu
lingkungan MENENGAH
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas RAB.02 RAB.02.01 RAB.02.01.06
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.1 |Pertumbuhan |inklusif dan pengelolaan sistem |Perdagangan dan |EKONOMI DAN |INDUSTRI PEMERATAAN
pembangunan wilayah yang ekonomi sektor |berdaya saing serta |informasi industri |Perindustrian INDUSTRI PERSEBARAN
berkeadilan, berkelanjutan unggulan ketahanan pangan |nasional INDUSTRI
dan berwawasan
lingkungan
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas RAB.02 RAB.02.01 RAB.02.01.07
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.1 |Pertumbuhan [inklusif dan pengelolaan sistem |Perdagangan dan [EKONOMI DAN |INDUSTRI PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang ekonomi sektor |berdaya saing serta |informasi industri |Perindustrian INDUSTRI INDUSTRI
berkeadilan, berkelanjutan unggulan ketahanan pangan |nasional KREATIF
dan berwawasan
lingkungan
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas RAB.02 RAB.02.02 RAB.02.02.01
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.1 |Pertumbuhan |inklusif dan penggunaan dan Perdagangan dan |EKONOMI DAN |PERDAGANGAN |[PENGUATAN DAN
pembangunan wilayah yang ekonomi sektor |berdaya saing serta | pemasaran produk |Perindustrian INDUSTRI PENGEMBANGAN
berkeadilan, berkelanjutan unggulan ketahanan pangan |dalam negeri PERDAGANGAN
dan berwawasan DALAM NEGERI
lingkungan
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas RAB.02 RAB.02.02 RAB.02.02.02
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.1 |Pertumbuhan |inklusif dan perencanaan dan |Perdagangan dan [EKONOMI DAN (PERDAGANGAN |PENGUATAN
pembangunan wilayah yang ekonomi sektor |berdaya saing serta |pembangunan Perindustrian INDUSTRI PERDAGANGAN
berkeadilan, berkelanjutan unggulan ketahanan pangan |industri LUAR NEGERI
dan berwawasan
lingkungan
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas RAB.02 RAB.02.02 RAB.02.02.03
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.1 |Pertumbuhan |inklusif dan standardisasi dan |Perdagangan dan [EKONOMI DAN |PERDAGANGAN |[PERLINDUNGAN
pembangunan wilayah yang ekonomi sektor [berdaya saing serta |perlindungan Perindustrian INDUSTRI KONSUMEN DAN
berkeadilan, berkelanjutan unggulan ketahanan pangan |konsumen TERTIB NIAGA
dan berwawasan
lingkungan
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas RAB.02 RAB.02.02 RAB.02.02.04




ID Nama Proses ID Nama Sub Prioritas Daerah Nama Program Perangkat RAB LEVEL 1 | RAB LEVEL 2 RAB LEVEL 3
Proses Sub Proses RPD 2025-2026 | RPD 2025-2026 Daerah
Proses Pengampu
05 pertumbuhan ekonomi dan [05.1 [Pertumbuhan |inklusifdan peningkatan Perdagangan dan [EKONOMI DAN |(PERDAGANGAN |OPTIMALISASI
pembangunan wilayah yang ekonomi sektor |berdaya saing serta |sarana distribusi Perindustrian INDUSTRI AKSES PASAR
berkeadilan, berkelanjutan unggulan ketahanan pangan |perdagangan INTERNASIONAL
dan berwawasan MELALUI
lingkungan DIPLOMASI
PERDAGANGAN
CNB- [Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas RAB.02 RAB.02.02 RAB.02.02.05
05 pertumbuhan ekonomi dan [05.1 |Pertumbuhan [inklusif dan peningkatan Perdagangan dan [EKONOMI DAN |PERDAGANGAN |[PENINGKATAN
pembangunan wilayah yang ekonomi sektor |berdaya saing serta |sarana distribusi  |Perindustrian INDUSTRI KINERJA EKSPOR
berkeadilan, berkelanjutan unggulan ketahanan pangan |perdagangan NASIONAL
dan berwawasan
lingkungan
CNB- [Meningkatkan CNB- |[Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas RAB.02 RAB.02.02 RAB.02.02.06
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.1 |Pertumbuhan [inklusif dan peningkatan Perdagangan dan |[EKONOMI DAN |(PERDAGANGAN |OPTIMALISASI
pembangunan wilayah yang ekonomi sektor |berdaya saing serta |sarana distribusi  |Perindustrian INDUSTRI PERANAN PBK,
berkeadilan, berkelanjutan unggulan ketahanan pangan |perdagangan SRG, DAN PLK
dan berwawasan
lingkungan
CNB- [Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas RAB.02 RAB.02.02 RAB.02.02.07
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.1 |Pertumbuhan |inklusif dan standardisasi dan |Perdagangan dan |[EKONOMI DAN |[PERDAGANGAN |OPTIMALISASI
pembangunan wilayah yang ekonomi sektor |berdaya saing serta | perlindungan Perindustrian INDUSTRI REKOMENDASI
berkeadilan, berkelanjutan unggulan ketahanan pangan |konsumen KEBIJAKAN
dan berwawasan .|PERDAGAGAN
lingkungan
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.01
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan peningkatan EKONOMI DAN |PERTANIAN PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |diversifikasi dan INDUSTRI BENIH TANAMAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ketahanan pangan PANGAN DAN
dan berwawasan Masyarakat HORTIKULTURA
lingkungan
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |[RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.02
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan peningkatan EKONOMI DAN |PERTANIAN PENGEMBANGAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |diversifikasi dan INDUSTRI KOMODITAS




ID Nama Proses ID Nama Sub Prioritas Daerah Nama Program Perangkat RABLEVEL 1 | RAB LEVEL 2 RAB LEVEL 3
Proses Sub Proses RPD 2025-2026 | RPD 2025-2026 Daerah
Proses Pengampu
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ketahanan pangan TANAMAN
dan berwawasan Masyarakat PANGAN DAN
lingkungan HORTIKULTURA
CNB- [Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.03
05 pertumbuhan ekonomi dan [05.2 |ketahanan inklusif dan peningkatan EKONOMI DAN |PERTANIAN PERLINDUNGAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |diversifikasi dan INDUSTRI TANAMAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ketahanan pangan PANGAN DAN
dan berwawasan Masyarakat HORTIKULTURA
lingkungan
CNB- [Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.04
05 pertumbuhan ekonomi dan [05.2 |ketahanan inklusif dan pengelolaan dan Dinas EKONOMI DAN |PERTANIAN PENINGKATAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |sumber daya Ketahanan INDUSTRI PENGELOLAAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ekonomi untuk Pangan dan PASCA PANEN
dan berwawasan Kedaulatan dan Perikanan TANAMAN
lingkungan kemandirian PANGAN DAN
pangan HORTIKULTURA
CNB- (Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.05
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan pengelolaan dan Dinas EKONOMI DAN |PERTANIAN PENINGKATAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |sumber daya Ketahanan INDUSTRI PENGOLAHAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ekonomi untuk Pangan dan HASIL
dan berwawasan Kedaulatan dan Perikanan KOMODITAS
lingkungan kemandirian TANAMAN
pangan PANGAN DAN
HORTIKULTURA
CNB- [Meningkatkan CNB- [Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.06
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 [ketahanan inklusif dan pengelolaan dan Dinas EKONOMI DAN |PERTANIAN PENINGKATAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |sumber daya Ketahanan INDUSTRI PEMASARAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ekonomi untuk Pangan dan HASIL
dan berwawasan Kedaulatan dan Perikanan KOMODITAS
lingkungan kemandirian TANAMAN
pangan PANGAN DAN
HORTIKULTURA
CNB- [Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.07




ID Nama Proses ID Nama Sub Prioritas Daerah Nama Program Perangkat RABLEVEL 1 | RAB LEVEL 2 RAB LEVEL 3
Proses Sub Proses RPD 2025-2026 | RPD 2025-2026 Daerah
Proses Pengampu
05 pertumbuhan ekonomi dan [05.2 [ketahanan inklusif dan pengelolaan EKONOMI DAN |PERTANIAN PENGEMBANGAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta | sumber daya INDUSTRI KUALITAS SDM
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ekonomi untuk PERTANIAN
dan berwawasan Kedaulatan dan
lingkungan kemandirian
pangan
CNB- [Meningkatkan CNB- |[Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.08
05 pertumbuhan ekonomi dan [05.2 |ketahanan inklusif dan pengelolaan EKONOMI DAN |PERTANIAN PENGEMBANGAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |sumber daya INDUSTRI KELEMBAGAAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ekonomi untuk PETANI
dan berwawasan Kedaulatan dan
lingkungan kemandirian
pangan
CNB- [Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |[RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.09
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan peningkatan dan Dinas EKONOMI DAN |PERTANIAN PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |diversifikasi dan Ketahanan INDUSTRI STANDARDISASI
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ketahanan pangan |[Pangan dan DAN PENILAIAN
dan berwawasan Masyarakat Perikanan KESESUAIAN
lingkungan KOMODITAS
TANAMAN
PANGAN DAN
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian [RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.10
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan peningkatan dan Dinas EKONOMI DAN |PERTANIAN PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |diversifikasi dan Ketahanan INDUSTRI STANDARDISASI
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan [ketahanan pangan |Pangan dan DAN PENILAIAN
dan berwawasan Masyarakat Perikanan KESESUAIAN
lingkungan PASCA PANEN
TANAMAN
PANGAN DAN
HORTIKULTURA
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.11
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan peningkatan dan Dinas EKONOMI DAN |PERTANIAN PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |diversifikasi dan Ketahanan INDUSTRI STANDARDISASI




ID Nama Proses ID Nama Sub Prioritas Daerah Nama Program Perangkat RAB LEVEL 1 | RAB LEVEL 2 RAB LEVEL 3
Proses Sub Proses RPD 2025-2026 | RPD 2025-2026 Daerah
Proses Pengampu
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ketahanan pangan |Pangan dan DAN PENILAIAN
dan berwawasan Masyarakat Perikanan KESESUAIAN
lingkungan PRASARANA DAN
SARANA
TANAMAN
PANGAN DAN
HORTIKULTURA
CNB- [Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.12
05 pertumbuhan ekonomi dan [05.2 |ketahanan inklusif dan peningkatan dan Dinas EKONOMI DAN |PERTANIAN PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |diversifikasi dan Ketahanan INDUSTRI REKOMENDASI
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ketahanan pangan |Pangan dan KEBIJAKAN
dan berwawasan Masyarakat Perikanan SOSIAL EKONOMI
lingkungan PEMBANGUNAN
TANAMAN
PANGAN DAN
HORTIKULTURA
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.13
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan peningkatan EKONOMI DAN |PERTANIAN PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |diversifikasi dan INDUSTRI LAHAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ketahanan pangan PERTANIAN
dan berwawasan Masyarakat
lingkungan
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.14
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan peningkatan EKONOMI DAN |PERTANIAN PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta | diversifikasi dan INDUSTRI PUPUK DAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ketahanan pangan PESTISIDA
dan berwawasan Masyarakat
lingkungan
CNB- [Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.16
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan pengelolaan EKONOMI DAN |PERTANIAN PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |sumber daya INDUSTRI ALAT DAN MESIN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ekonomi untuk PERTANIAN

dan berwawasan

Kedaulatan dan




ID Nama Proses ID Nama Sub Prioritas Daerah Nama Program Perangkat RAB LEVEL 1 | RAB LEVEL 2 RAB LEVEL 3
Proses Sub Proses RPD 2025-2026 | RPD 2025-2026 Daerah
Proses Pengampu
lingkungan kemandirian
pangan
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.17
05 pertumbuhan ekonomi dan [05.2 |ketahanan inklusif dan pengelolaan EKONOMI DAN |PERTANIAN PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta [sumber daya INDUSTRI PEMBIAYAAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ekonomi untuk TANAMAN
dan berwawasan Kedaulatan dan PANGAN DAN
lingkungan kemandirian HORTIKULTURA
pangan
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.18
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan pengelolaan EKONOMI DAN |PERTANIAN PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta | sumber daya INDUSTRI LAYANAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ekonomi untuk PERIZINAN
dan berwawasan Kedaulatan dan BERUSAHA
lingkungan kemandirian BIDANG
pangan PERTANIAN DAN
PERLINDUNGAN
VARIETAS
TANAMAN
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.19
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan penanganan dan Dinas EKONOMI DAN |PERTANIAN KETERSEDIAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta | kerawanan pangan |Ketahanan INDUSTRI PANGAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan Pangan dan
dan berwawasan Perikanan
lingkungan
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |[Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.20
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan pengawasan dan Dinas EKONOMI DAN |PERTANIAN STABILITAS
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |keamanan pangan |Ketahanan INDUSTRI PASOKAN DAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan Pangan dan HARGA PANGAN
dan berwawasan Perikanan

lingkungan




ID Nama Proses ID Nama Sub Prioritas Daerah Nama Program Perangkat RABLEVEL 1 | RAB LEVEL 2 RAB LEVEL 3
Proses Sub Proses RPD 2025-2026 | RPD 2025-2026 Daerah
Proses i Pengampu
CNB- [Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.21
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan penanganan dan Dinas EKONOMI DAN |PERTANIAN KERAWANAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta | kerawanan pangan |Ketahanan INDUSTRI PANGAN DAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan Pangan dan GIZI
dan berwawasan Perikanan
lingkungan
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.22
05 pertumbuhan ekonomi dan [05.2 |ketahanan inklusif dan pengawasan dan Dinas EKONOMI DAN |PERTANIAN KEAMANAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |keamanan pangan |Ketahanan INDUSTRI PANGAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan Pangan dan
dan berwawasan Perikanan
lingkungan
CNB- |Meningkatkan CNB- [Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.03 RAB.02.03.23
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan peningkatan dan Dinas EKONOMI DAN |PERTANIAN PENGANEKARAG
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |diversifikasi dan Ketahanan INDUSTRI AMAN KONSUMSI
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ketahanan pangan |Pangan dan PANGAN
dan berwawasan Masyarakat Perikanan
lingkungan
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.05 RAB.02.05.01
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan peningkatan EKONOMI DAN |PETERNAKAN [(PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |diversifikasi dan INDUSTRI BENIH/ BIBIT
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ketahanan pangan TERNAK
dan berwawasan Masyarakat
lingkungan
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.05 RAB.02.05.02
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 [ketahanan inklusif dan peningkatan EKONOMI DAN (PETERNAKAN |PENGEMBANGAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |diversifikasi dan INDUSTRI KOMODITAS
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ketahanan pangan PETERNAKAN
dan berwawasan Masyarakat
lingkungan
CNB- |Meningkatkan CNB- [Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.05 RAB.02.05.03
05 pertumbuhan ekonomi dan [05.2 |ketahanan inklusif dan peningkatan EKONOMI DAN |(PETERNAKAN |(PENGELOLAAN




ID Nama Proses ID Nama Sub Prioritas Daerah Nama Program Perangkat RABLEVEL 1 | RAB LEVEL 2 RAB LEVEL 3
Proses Sub Proses RPD 2025-2026 | RPD 2025-2026 Daerah
Proses Pengampu
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |diversifikasi dan INDUSTRI PAKAN TERNAK
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ketahanan pangan
dan berwawasan Masyarakat
lingkungan
CNB- [Meningkatkan CNB- [Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.05 RAB.02.05.04
05 pertumbuhan ekonomi dan [05.2 |ketahanan inklusif dan peningkatan EKONOMI DAN |PETERNAKAN PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |diversifikasi dan INDUSTRI KESEHATAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ketahanan pangan HEWAN
dan berwawasan Masyarakat
lingkungan
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.05 RAB.02.05.05
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan peningkatan EKONOMI DAN |PETERNAKAN |PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |diversifikasi dan INDUSTRI KESEHATAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ketahanan pangan MASYARAKAT
dan berwawasan Masyarakat VETERINER
lingkungan
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.05 RAB.02.05.06
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan peningkatan EKONOMI DAN |PETERNAKAN |PENINGKATAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |diversifikasi dan INDUSTRI PENGELOLAAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ketahanan pangan PASCA PANEN
dan berwawasan Masyarakat PETERNAKAN
lingkungan
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.05 RAB.02.05.07
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan pengelolaan EKONOMI DAN |PETERNAKAN |PENINGKATAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta | sumber daya INDUSTRI PENGOLAHAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ekonomi untuk HASIL
dan berwawasan Kedaulatan dan KOMODITAS
lingkungan kemandirian PETERNAKAN
pangan
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.05 RAB.02.05.08
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 [ketahanan inklusif dan pengelolaan EKONOMI DAN |PETERNAKAN PENINGKATAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta | sumber daya INDUSTRI PEMASARAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ekonomi untuk HASIL




ID Nama Proses ID Nama Sub Prioritas Daerah Nama Program Perangkat RAB LEVEL 1 | RAB LEVEL 2 RAB LEVEL 3
Proses Sub Proses RPD 2025-2026 | RPD 2025-2026 Daerah
Proses Pengampu
dan berwawasan Kedaulatan dan KOMODITAS
lingkungan kemandirian PETERNAKAN
pangan
CNB- |Meningkatkan CNB- [Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.05 RAB.02.05.09
05 pertumbuhan ekonomi dan [05.2 |ketahanan inklusif dan pengelolaan EKONOMI DAN (PETERNAKAN |PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta [sumber daya INDUSTRI STANDARDISASI
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ekonomi untuk DAN PENILAIAN
dan berwawasan Kedaulatan dan KESESUAIAN
lingkungan kemandirian KOMODITAS
pangan PETERNAKAN
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.05 RAB.02.05.10
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan pengelolaan EKONOMI DAN |PETERNAKAN |PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |sumber daya INDUSTRI STANDARDISASI
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ekonomi untuk DAN PENILAIAN
dan berwawasan Kedaulatan dan KESESUAIAN
lingkungan kemandirian PASCA PANEN
pangan PETERNAKAN
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.05 RAB.02.05.11
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan pengelolaan EKONOMI DAN |PETERNAKAN [(PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |sumber daya INDUSTRI STANDARDISASI
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ekonomi untuk DAN PENILAIAN
dan berwawasan Kedaulatan dan KESESUAIAN
lingkungan kemandirian PRASARANA DAN
pangan SARANA
PETERNAKAN
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Pertanian |RAB.02 RAB.02.05 RAB.02.05.12
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan pengelolaan EKONOMI DAN |(PETERNAKAN |PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |sumber daya INDUSTRI . REKOMENDASI
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |ekonomi untuk KEBIJAKAN
dan berwawasan Kedaulatan dan SOSIAL EKONOMI
lingkungan kemandirian PEMBANGUNAN
pangan PETERNAKAN
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Ketahanan |RAB.02 RAB.02.06 RAB.02.06.01




ID Nama Proses ID Nama Sub Prioritas Daerah Nama Program Perangkat RAB LEVEL 1 | RAB LEVEL 2 RAB LEVEL 3
Proses Sub Proses RPD 2025-2026 | RPD 2025-2026 Daerah
Proses Pengampu
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan pengelolaan Pangan dan EKONOMI DAN |PERIKANAN PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta |perikanan tangkap |Perikanan INDUSTRI PERIKANAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan TANGKAP
dan berwawasan
lingkungan
CNB- |Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Ketahanan |RAB.02 RAB.02.06 RAB.02.06.02
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan pengelolaan Pangan dan EKONOMI DAN |PERIKANAN PENGELOLAAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta | perikanan Perikanan INDUSTRI PERIKANAN BUDI
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |budidaya DAYA
dan berwawasan
lingkungan
CNB- [Meningkatkan CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program Dinas Ketahanan |RAB.02 RAB.02.06 RAB.02.06.03
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan pengolahan dan Pangan dan EKONOMI DAN |PERIKANAN PENGUATAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta | pemasaran hasil Perikanan INDUSTRI DAYA SAING
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |perikanan PRODUK
dan berwawasan PERIKANAN
lingkungan
CNB- |Meningkatkan CNB- [Meningkatkan [Perekonomian Program Dinas Ketahanan |RAB.02 RAB.02.06 RAB.02.06.04
05 pertumbuhan ekonomi dan |05.2 |ketahanan inklusif dan pengawasan Pangan dan EKONOMI DAN |(PERIKANAN PENGAWASAN
pembangunan wilayah yang pangan berdaya saing serta [sumberdaya Perikanan INDUSTRI PENGELOLAAN
berkeadilan, berkelanjutan masyarakat ketahanan pangan |kelautan dan SUMBER DAYA
dan berwawasan perikanan PERIKANAN
lingkungan
CNB- [Mewujudkan Kesejahteraan |CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program DPMPTSP RAB.02 RAB.02.08 RAB.02.08.01
03 Sosial 03.2 |daya Saing inklusif dan pengembangan EKONOMI DAN |[INVESTASI PENGEMBANGAN
Angkatan Kerja|berdaya saing serta |iklim penanaman INDUSTRI IKLIM
ketahanan pangan |modal PENANAMAN
MODAL
CNB- |Mewujudkan Kesejahteraan |[CNB- |Meningkatkan |Perekonomian Program pelayanan | DPMPTSP RAB.02 RAB.02.08 RAB.02.08.02
03 Sosial 03.2 |daya Saing inklusif dan penanaman modal EKONOMI DAN |[INVESTASI KERJA SAMA
Angkatan Kerja |berdaya saing serta INDUSTRI PENANAMAN
MODAL

ketahanan pangan




3.1.2. Analisis Proses Bisnis
Berikut beberapa analisa singkat terhadap proses bisnis
eksisting berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan bersama

dengan Perangkat Daerah (PD) terkait.

RAB 02 EKONOMI DAN B
INDUSTRI 3

RAB 03 PEMBANGUNAN St
KEWILAYAHAN

RAB.04 PERLINDUNGAN SIS
SOSIAL DAN KESEHATAN |

RAB 05 KETERTIBAN .
UMUM DAN
KESELAMATAN

RAB 06 PENDIDIKAN DAN
TENAGA KERJA

RAB 07 LINGKUNGAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

RAE 08 BUDAYA DAN
AGAMA

RAB.09 PEMERINTAHAN
UMum

0 20 40 50

Gambar 7 RAB level 1 Nasional

Berdasarkan Grafik diatas terlihat bahwa sebagian besar
proses bisnis yang terinventarisir masuk pada kategori RAB 02
Ekonomi dan Industri, diikuti dengan RAB 03 Pembangunan
Kewilayahan dan RAB 04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan.
Adapun kondisi ini tentu bisa terus bergerak dan berubah sesuai
dengan perkembangan daftar metadata probis yang terus
dikembangkan dan diinovasikan di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Cirebon.
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Gambar 8 RAB level 2 Nasional

Berdasarkan informasi yang tertuang pada grafik RAB level 2 RAB
nasional diatas, dari 204 Proses Bisnis Eksisting, RAB masuk dalam
3 besar terbanyak terdapat pada, RAB.02.03 Pertanian dengan
jumlah 22 probis, diikuti dengan RAB.03.05 Pembangunan kawasan
atau daerah tertinggal dan RAB.02.05 Peternakan dengan jumlah 12
probis. Sedangkan urutan untuk RAB lainnya dilanjutkan oleh
RAB.03.06 Pertanahan dan RAB.04.01 Kesehatan dengan jumlah 8
probis, Selain itu, terdapat pula RAB yang hanya memiliki 1 probis
yakni pada RAB.03.02 Transmigrasi, RAB.05.01 Hukum, RAB.09.04
Komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa dari 45 Referensi
Arsitektur Bisnis Nasional di Pemerintah Kabupaten Cirebon hanya
mencakup 35 Referensi Arsitektur Bisnis Nasional. Adapun kondisi
ini tentu dapat terus bergerak dan berubah sesuai dengan aktivitas

meng-update arsitektur proses bisnis secara berkelanjutan.



Disperindag |
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Gambar 9 Jumlah Proses Bisnis Perangkat Daerah

Mengacu pada diatas terkait kepemilikan proses bisnis di masing-
masing Perangkat Daerah (PD), grafik tersebut menunjukkan bahwa
kepemilikan proses bisnis terbagi di setiap PD dengan beberapa
proses bisnis yang dimiliki. Dinas Pertanian merupakan PD yang
memiliki proses bisnis terbanyak dengan jumlah 22 proses bisnis,
diikuti dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15 proses
bisnis, dan Disperindag dengan jumlah 14 proses bisnis.
Berdasarkan hasil grafik tersebut, dapat diungkapkan bahwa
kepemilikan proses bisnis di masing-masing PD sangat beragam dan
tergantung pada karakteristik dan tanggung jawab masing-masing
PD. Selain itu, berdasarkan hasil survei yang diberikan terkait proses
bisnis masih belum mencakup seluruh bidang di PD. Adapun kondisi
ini tentu dapat terus bergerak dan berubah sesuai dengan

mengupdate arsitektur proses bisnis secara berkelanjutan.



3.2 Arsitektur Domain Proses Layanan
3.2.1. Katalog Layanan

Layanan dalam Arsitektur SPBE Nasional merupakan sebuah
proses pemerintahan yang memiliki pelanggan (customer), baik itu
internal (PD, ASN) maupun eksternal (instansi luar, swasta dan
masyarakat). Berikut ini dijelaskan mengenai katalog layanan dari
seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Cirebon, dimana Level 1 & 2
mengacu pada modifikasi referensi arsitektur layanan SPBE nasional.
Selanjutnya untuk level 3 mengacu pada layanan yang ada di seluruh
PD. Berdasarkan hasil survei telah terinventarisir sejumlah 29
layanan dimana terdapat 20 layanan yang terdigitalisasi sehingga
bisa disimpulkan bahwa digitalisasi di Pemerintah Kabupaten
Cirebon sudah berjalan 68,97%.



ALLVHIN
[4LSNANI NVVIOTIDNAd
L0'S0O'T0"IVYH

[ALSNANI NVIVHASIAd
NVVLVIINEd
90°'S0'10"IVY

HVONENHN

NVA TIOHEX I4LSNANI
NVd NVVHVSNVIIMTN
NVIVNONHd S0'SO° 101V

[4.LSNANI

JVSVd NVVSVNONIJ
NVSVNTIHEd +0°S0°' 10 TV
[IADIN WVIVA

TVIVH [4ISNANI VINES
VSV NVA DNVIVE
[ALSNANI NVAdINVYINE
NV.LVIDNINAd
€0'SO0'T0"IVA

0’ VISEHNOANI

ONIMIVIN ISV.ININH TdINI
NVIVADNH 20°S0' 10"V
[ILSNANI

NVIMIANVINEY NVA DNIVS
VAV NV.LVIONINEJ
10°SO'T0"IVY

€ TIAFIT TV

T[ALSNANI
SO'T0"IVA

[ALSNANI
SO'TO"IVA

[4LSNANI
SO'T0"IVY

[ALSNANI

SO'T0"IVY

T[4.LSNANI

SO'T0"IVY

RILSNANI
SO'TO"IVY

[4LSNANI
SO'T0"IVY

C TIAJT TV

Artdand
NVNVAVT 10”1V

ArTdnd
NVNVAVT 10"IVd

ArTdnd
NVNVAVT 10"IVY

Artand

NVNVAVT 10”1V

Artdand

NVNVAVT 10"IVY

Ar'tdand
NVNVAVT 10"IVY

Artand
NVNVAVT 10”1V

T TIATT TV

NVONVOVAIAd
ISVINJOUNI
INHLSIS

NVONVOVAIAd
ISVINJOUNI
NHLSIS

NVONVOVAIHd
ISVINJONI
NH.LSIS

NVONVOVAIdd
ISVINIOHNI
NHLSIS

NVONVOVAJEd
ISVINJOUNI
WHLSIS

NVONVOVAIHd
ISVINJOUNI
IWHLSIS

NVONVOVAIHd

ISVINIOUNI
WH.LSIS

ISVAI'IdV

ISB)SoAU]

reIN uep elray
edeus], ‘Lysnpuj
ueSuequaiIo]
ere(

msnpuj
UBBUESNIS]
gerume eyeq
ISeISsaAU]

reqIN uep efioy
edeus], ‘tysnpuj
ueguequIasIog
ere(

LSNPUJ ISB)SaAU]
Te[IN eyeq
snpuj 1s3inpoad

sejisedey] eje(

LISNpU] ISB)S9AU]
Te[IN ereq

1SNpoIg
Te[IN V.LVA

ViVq eweN

11989\

urere ynpotd
UBIBSBUWIDJ

uep ueeuns3usd
agaN

urere ynpoid
UBIBSBUIo]

uep ueeundguag

[euo1day Lusnpuj
ueeulquiaj

msnpuy
ueunguequUIdJ
Uep UBBURIUIS]

Teuorday Lusnpuj
ueeUulquag

BEXETN

urere(J ynpo.id
ueeundduag

snpuy

ueunguequoj
uep UBBUBOULISJ

ady weifoxg

NVIJLSNANIIHd
Nvd
NVONVOVAIHEd
SVNIA
NVIJLSNANIdHd
Nvd
NVONVOVAIHd
SVNId

NVIdLSNANIIHAd
NVd
NVONVDVAIH
SVNId
NVIF.LSNANIYAd
Nva
NVONVOVAIHd
SYNIA

NVIILSNANIdd
NVa
NVONVOVAIH
SVNIA
NVIFLSNANIJdd
NVa
NVONVOVAdHEd
SVYNId
NVILSNANIIdd
Nvd
NVONVOVAIAL
SVNIA

VOYday LINO

uoqaar) ustednqey] yejuLewad HgdS UeueAe] JnIalIsly € [9qel

msnpuj
ueunguequad
uep UBBUBOUAIS]
ueuele]

msnpuj
ueunduequag
uep UBBUBIUIS]
ueueAe]

Hsnpuj
ueungueqUI]
uep UBBUBOUAIS]
ueueie]

msnpuy
ueunduequag
uep ueBUBOIUIIS]
ueueie]

msnpuy
ueunguequUag
uep URBUBOURIIJ
ueuele]
[BUOISEU LI}SNpUT
ISEULIOJUT WIJJSTS
ueeropduad
ueuele]

msnpuj
ueunguequiad
Uep URBUBOIUISN]
ueuele]

NVNVAVI VINVN

€00
- AV

€00
- AV

€00
- AV

€00
- AV

€00
- AV1

200
- AV

100

- AV1
NVN

VAV1



HINHL NVVTIOTIONAd
10°L0°T0"IVA
NVONVOVAIAd
NVIVLIgEN
ISVANHNONHY
ISVSI'TVINLLAO
£0'90°T0"IVY

MId NVA ‘DIS “Mdd
NVNVIHd ISVSI'TVINLLIO
90°90°'10"IVY

TVNOISVN d0dS3d
VOIANIDT NV.LVIONINAd
S0'90°T0"IVY
NVONVOVAJEd
ISVINOIdIA INTVTIN
TVNOISVNIH.LNI ¥VSVd
SUSMV ISVSI'TVINLLIO
+0'90°'10"IVY

VOVIN

HILIIL NVT NHNNSNO3
NVONNANITIAd
€0'90°10"IVd

[IHIDEAN
dVNT NVONVOVAIE
NVILVNDNHd €0°'90° 10 1V

[[IADEN

WVIVA NVONVOVAIAd
NVONVHNIONHAd NVA
NVIVADONHd 1090101V

€ TIATT TV

NVINV.ILIdd
L0°'T0"IVA

NVONVOVAIEd
90°' 101V

NVONVOVAIdd
9010V

NVONVOVAJIAd
90'10"IVd

NVONVOVAIHd
90'T0"IVd

NVONVOVAJHd
90°'10"IVd

NVONVODVAdAd
90°'T0"IVd

NVONVOVAIAd
9010”1V

< TAAFT TVY

Artdand
NVNVAVT 10”1V

Artand
NVNVAVT 10"IVd

AI'Tdnd
NVNVAVT 10”1V

Al'tdnd
NVNVAVT 10"IVY

Al'rdnd
NVNVAVT 10"IVd

Artdnd
NVNVAVT 10"IVY

Al'tdnd
NVNVAVT 10”1V

ArTand
NVNVAVT 10"IVd

T TIAST TV

uerue)Ia
seul(] a1sqam

NVONVOVAdHdd
ISVINJOUNI
NHLSIS

NVONVOVAIAd
ISVINJOUNI
WHLSIS

NVONVOVAIHd
ISVINJOANI
NHLSIS

NVONVOVAIAd
ISVINJOUNI
WHLSIS

NVONVOVAIHd
ISVINJOANI
NHLSIS

NVONVOVAIHd
ISVINJOUNI
WHLSIS

NVONVOVAIAd
ISVINJOUNI
INH.LSIS

ISVHI'TdV

uaued uep

ureue ], seny eye(]
ISB)SaAU]

reqiN uep elroy]
efeua, ‘Lysnpujp
ueduequIasIag
eje(

uesemedusg
uejerdoy|
yeunp eyeq

TouULIa)
Jods3{y refiN ere(

10ULId)

Jodssg refiN ere(
1SB)S9AU]

reqiN uep elroy]
edeua], ‘ysnpuy
uefuequasIog
el

ISBIS9AU]

reIN uep elray]
efeus], ‘ysnpug
uefuequIasIog
ere(

ISBISAU]

reNIN uep elroy
efeus [, ‘Lysnpup
ueduequasjIod
ereq

V.1vQ eweyN

Is3npold
uejesdurusag

ueduefepiog
ueeo[adua]

ueduedeprod
ISNQLISIP BUBIES
uejesdurusg

ueduedeprad
ISNQLISIP BURIES
ueleguruag

ueuedeprod
ISNQLISTP BUBIES
uejesduruag

ueduefepiog
ueelopdusad

ueduefepiag
ueeloRduad

ueduedepiog
ueejopduag

ady weidoxg

NVINV.LIHd SVNIA

NVIALSNANIddd
NVd
NVONVOVAIHd
SVNIA
NVIdLSNANIIdd
Nvd
NVONVOVAIHd
SVNIA
NVIALSNANIYdd
NVd
NVONVOVAIId
SYNIA

NVIALSNANIYdd
NvVd
NVONVOVAIHd
SVNIA

NVIILSNANIIdd
Nva
NVONVOVAIAd
SVYNIA

NVIILSNANIIdd
NVa
NVONVOVAIdd
SVNId

NVIdLSNANINdd
NvVa
NVONVDOVAIHd
SVNIA

VOaaA LINO

Suel ueruejrad
BURIES UBUBART]

msnpu]
ueunguequag
uep UeBURIUISJ
ueueie]
msnpuj
ueunIuequag
uep UBRUBOULISJ
ueuele]

msnpuj
ueunguequIa]
uep UBBUBOUAIOJ
ueueie]

msnpu]
ueunguequIag
uep UBBUBIUAIOJ
ueuele]

msnpu]
ueunguequIag
uep UBBUBOUSIOJ
ueueie]

Hsnpup
ueunguequiag
uep UBBUBIUIS]
ueuele]

msnpuj
ueunguequiad
Uep URBURIUIISJ
ueuele]

NVNVAVI VINVN

+00
- AV

€00
- AV1

€00
- AVI

€00
- AV

€00
- AV

€00
- AV1

€00
- AV

€00

- AV
NVN

VAV1



VINLTNILLIOH

NVd NVDNVd
NVINVNV.L SY.LIAONO3
TISVH NVHVTODNHd
NV.ILVIONINHd
S0'L0'T0"IVY
VIANLINMLLIOH NVd
NVONVd NVINVNV.L NINVd
VOSVd NVVIOTEONHEd
NVIVDNINHd
+0°L0°T0"IVY
VINLINMILIOH

NVJ NVONVd NVINVNV.L
NVONNANITIHEd
€0°L0°'T0"IVY
VINLINALLIOH

NVd NVONVd
NVIVNV.L SV.LIAONO
NVONVHNADNHI
¢0’L0'T0"IVY
VINLINMILLIOH

NVd NVDNVd NVINVNV.L
HINHE NVVIOTIDNHd
10°L0°TO"IVYA
VINLINALLIOH

NVA NVONVd NVINVNV.L
HINHE NVVTOTIDNHI
10°L0°T0"IVYH
VINLINAILIOH

NVd NVONVd NVINVNV.L
HINHE NVVIOTADNHd
10°L0°T0"IVY
VANLINMLLIOH

NVAd NVDNVd NVINVNV.L

€ TIATT TV

NVINV.LIdd
L0'T0"IVA

NVINVIJ3dd
L0'T0"IVA

NVINV.LIAd
L0'TO"IVA

NVINV.IJHd
LO'TO0"IVYH

NVINV.I13dd
L0'TO"IVA

NVINV.LIHd
LO'T0"IVYH

NVINVIIdd
L0'TO"IVA

€ THAFT TV

Altdand
NVNVAVT 10"IVd

Arigand
NVNVAVT 10"IVd

Artand
NVNVAVT 10"IVd

Artand
NVNVAVT 10TV

Artdnd
NVNVAVT 10"IVd

A1Tdnd
NVNVAVT 10”1V

Artand
NVNVAVT 10"IVd

I TIATT TV

ueIURIag
Seur(] 2ISqa M

uerueID g
seur(] 23ISqa M

ueruelra
seur(] 29I1SqaM

ueruelra
seur( 911sqaM

ueruelIad
seurq asqam

ueruelrad
Seur(] 931Sqa M

ueruelIad
seul( 91sqaM

ISVI'IdV

uoueq Uep
weue], Ssen’| eye(

uaueq Uep
weue ], sen| eye(

uaued uep
wreue ], sen| eye(

uaure uep
ureue ], sen| eye(

uouRJ Uep
ureue |, sen’y eye(]

uaueq Uep
weue], sen| eye(

uoueJ uep
weue ], sen| ere(

VIVQ eweN

UeTUe}Ia g
Isnpold
uejesgurusg

UeTelIs g
ISynpoig
uejesduruag

ueruelIag

Isynpold
uejexdurusg

ueruelIad
synpold
uejesguruag

uertuelIad
Isynpoid
uejesguruag

uBIUR}Io]

wynpold
uejesduruag

UeTUR}I]
Isynpoiq

uejesduruag

uBTUR}INg

ady weidoxg

NVINV.LIHd SVYNIA

NVINVILIHd SYNIA

NVINV.LIHd SVNIA

NVINV.LIHd SYNIA

NVINV.LIHd SVNIA

NVINV.LIHd SVNIA

NVINVILIHd SVNIA

Iepuejs

renseas ueruelrad
ueuelerad
ueueAe]

Iepuejs

renseas ueruejlrad
ueuelerad
ueueAe]
Iepuejs

rensas ueruejrad
ueuelerod
ueuele]

Iepuels

renses ueruelrod
ueuelejod
ueuele]
Iepuejls

rensas ueruejrad
ueuelerad
ueuele]

ped ureue)
sen| ueuele]
(e83uepy yruag)
ues{Fuequarp
Suel ueruejrad
eueIes ueuele]
(tped yruag)
ueguequadIp

L00
- AV1

L00
- AV

L00
- AV

L00
- AVI

L00
- AV1

900
- AV

S00
- AV1

NVN
VAV

vraad LING NVNVAVIVINVN QI



VINLINMAILIOH

NVJ NVONVd NVINVNV.L
VNVIVS NVA VNVIVSVad
NVIVASHSHM NVIVIINEd
NVd ISVSIAIVANV.LS
NVVIOTEDNHd
IT°20°T0"IVd
VINLINMILIOH

NVd NVONVd

NVIVNV.L NENVd VOSVd
NVIVASHSHM NVIVTINAd
NV ISVSIQIVANV.LS
NVVIOTEDONHd
0T°L0°'T0"IVY
VINLINMALLIOH

NVd NVONVd

NVINVNV.L SV.LIAONO
NVIVASHSHY NVIVIINGd
NVA ISVSIAIVANVY.LS
NVVIOTEDNAd
60°L0°T0"IVY

INVLAd NVVOVENITIN
NVONVHNIDNIJ
80°L0'T0"IVY
NVINV.LIHd

NAsSs sviITvni
NVONVENIDNIJ
L0'L0'TO0"IVA
VINLINMILIOH

NVd NVODNVd
NVIAVNV.L SVLIAOWOX
TISVH NVIVSVINAd
NV.IVONINHd
90°L0°10"IVY

€ TIATT TV

NVINVIIdd
LO'TO"IVA

NVINV.LIHdd
LO'T0"IVA

NVINVLIdd
LO'TOVIVA

NVINV.LIHd
LO'TO"IVYH

NVINV.LIHd

L0'T0"IVd

NVINV.LIdd

LO'TO"IVYA

¢ TAAJT TVY

Artdand
NVNVAVT 10"IVY

Artand
NVNVAVT 10”1V

Arand
NVNVAVT 10"IVd

Artand
NVNVAVT 10"IVd

Artand

NVNVAVT 10"IVd

Artand

NVNVAVT 10”1V

T TIAFT TV

uerue}ro
seur(] 91sqaM

uerue}I9 g
seur( aysqom

uerue)Iag
SBeuUI(] 93ISqo M

ueruelIdd
seul( 91sqa M

werue}Iag

seul( 9IsqaM

ueruelIad

seurq a3sqoM

ISVI'IdV

uaureJ uep
ureue], Sen’y eye(q

uaued UEp
wreue ], sen’ eye(]

uoue Uep
ureue J, sen’ eye(q

e ], sjoduwoay]
gerump eyeqg

e ], sjodwoay]
yerwnp eyeq
uaued uep

wreue ], Sen| eye((

VIVQ eweN

Teuoiday|
uetuelLI g
ueeulquag

[euoiBay
uerue}Iod
ueeuIqUIag

[euorgay
ueruelrod
ueeUIqUa]

ueIURLISJ
ueynniusag

UeIUe)I9q
ueynnAusg

ueIuelLIg
Isynpoid
uejesguruag

ady wreadoxg

NVINV.LIHd SVNIA

NVINV.LIdd SVNIA

NVINV.LIHd SYNIA

NVINVLIHd SYNIA

NVINV.LIHd SVNIA

NVINVILIHd SVNIA

Iepuejs

rensas ueruelrad
ueuelerad
ueueie]

Iepuels

rensas ueruelrad
ueuelerad
ueueie]

Iepueils

rensas ueruelrad
ueuelerad
ueuele]
ueruelsad (NAS)
eISNuR\ eAe(

1aqung sejisedes]

ueuele]

ueruelrad (NAS)
eIsnuey edeq

Iaquing sejisedesy

ueuele]

Iepuels

rensos ueruejrad
ueuelerod
ueuele]

VOuay LIND NVNVAVTI VINVN

600
- AV

600
- AV

600
- AV1

800
- AV

800
- AV1

L00

- AV1
NVN

VAV1



NVINVNV.L SVLHIEVA
NVONNANITIHd

NVA NVINV.LIHd DNVAId
VHVSNAIHI NVNIZIddd
NVNVAVT NVVIOTEDNHd
81°L0°T0"IVYH
VINLINALLIOH

NVd NVONVd

NVINVNV.L NVVAVIHNHd
NVVIOTEDNHd
LT°LO'TO"IVA

NVINV.LIHd NISHIN

NVd LVIV NVVIOTEDONHd
91°L0'T0"IVY

dNdIiH
NVONNMONITNVA dIV
ISVAYESNOY ‘NVINV.LIAd
ISVOIII NVVIOTHONHd
ST°L0'TO0"IVY

VAISILS3d NVd
JAINdNd NVVIOTIDNHd
v1°LO'TO"IVA

NVINV.LIdd

NVHVT NVVIOTIONHd
€1°L0°'T0"IVY
VINLINMILIOH

NVd NVONVd NVINVNV.L
NVNNONVHNHd INONOMH
TVISOS NVIVLIdHEM
ISVANHNONHY
NVVIOTHDNHd
¢1°L0°T0"IVA

€ TIAFT TV

NVINV.ILIHd
LO'TO"IVY

NVINV.ILIHd
LO'T0"IVYH

NVINV.IJHd
LO'TO"IVY

NVINV.LIHd
LO'TO"IVY

NVINVLIHd
LO'TOVIVA

NVINVILIHd
LO'TO"IVA

NVINVLIHd
LO'T0"IVYH

¢ TAAFT TV

Ar1and
NVNVAVT 10”1V

Ariand
NVNVAVT 10”1V

Artdnd
NVNVAVT 10"IVd

Artand
NVNVAVT 10"IVd

Al'Tdnd
NVNVAVT 10"IVd

Al'tdnd
NVNVAVT 10TV

Artand
NVNVAVT 10"IVd

T THAFT TV

uerue}Iag
seul( 91sqaM

uerue}ra g
seul( 21sqaM

ueruelIs g
seur( 91sqa M

uerue)Ioq
seurq 9Isqam

uerue)ra
seur( a1sqa M

ueTURLId g
seur( M1sqam

uerueliad
seur( 231Sqa M

ISVII'IdV

ueTuIelIo
eyES() UIZ] Ue[nsn
yequnp eyeq

JejurLowad
uenjuedq
se[mrdesiay
Teye( ereq

uejursty
uenjueqg BWLIdUdJ
uereqeg ere(

I9ISI9 ], ISedLI]
ueInes eye(

syndng uvemnedusad

ISesITeay]
yerump ereq

uareJ uep
ureue J, Sen’y eye(

uaured uep
weue ], sen ere(

V.VQ eweN

ueruelIod
Isynpolq
uejesduIusg

ueruelIod
wsAnpold
uejesduruag

uerue}Iag

Isynpold
uejesdurusg

ueruelIs
BURIESEI]
uep euereg
ueeIpaAUd]
uerue}Ia
euURIESEI]
uep euereg
ueeIpaAusd
ueruelIs
euRIEBSEI]
uep euereg
ueerpaiusad

reuorday
ueruelIag
ueeUIqUIog

ady weidosrg

NVINVIJ3dd SVNIA

NVINV.IJdd SVNIA

NVINV.ILJHd SVNIA

NVINVILIHd SYNIA

NVINV.ILIdd SVNIA

NVINV.IIHd SVNIA

NVINV.ILIHd SVNIA

Vraday LIND

Iepuejs

rensas ueruejrod
ueuelerad
ueuefe]

Iepuejs

rensas ueruelrad
ueuelerad
ueueke]
Iepuels

renses ueruejrad
ueuelerad
ueueAe]

SISOU00Z
uerpefoy ueuele]

SISOU00Z

uerpeloy ueuele]
Iepuels

rensas ueruelrad
ueueierad
ueueke]

Iepuels

rensos ueruejrad
ueueierad
ueuele]

NVNVAVT VINVN

110
-AVI

110
- AVI

110
- AV

010
- AV1

010
- AV

600
- AV

600
- AV
NVN
VAV



NVONVd ISWNSNOM
NVINVOVIVIANVDONHI
€C°L0'T0"IVA

NVONVd
NVNVIAVHM Z22°L0'T0"IVY

IZID NVAd
NVONVd NVNVMVITN
12°L0°T0"IVY

NVONVd
VDAVH NVA NVIOSVd
SVIITIV.LS 02°L0°T0"IVA

NVONVd NVIAEASIHALIN
61°L0°T0"IVH

€ TIATT TV

NVINV.ILIHd
LO'TO"IVA

NVINVLIHd
LO'TOVIVY

NVINV.LIHd
LO'TO"IVY

NVINVLIHd
LO0'TO"IVA

NVINV.LIHd
LO'TO"IVY

¢ TAAFT TVY

Ar1dand
NVNVAVT 10"IVY

Ar'tdnd
NVNVAVT 10"IVd

Arrdnd
NVNVAVT 10"TVY

Al'rdnd
NVNVAVT 10”1V

Aridand
NVNVAVT 10”1V

T TIAFT TV

(VAINOMIS)
NVONVd VOIVH
SYILIAONOM
ISYINJOANI
INALSIS

(VAINOMIS)
NVOHNVd VOIVH
SV.ILIAOINON
ISVINNOANI
WALSIS

(VdINOMIS)
NVDNVd VOIVH
SV.LIAONOX
ISVINJOJNI
INALSIS

uerue}Id
seurq a3sqa M

ueruelIs g
seur( 911sqom

ISVHI'IdV

B1ouy
UBRIPISIAY]
ueduequIaxIod
ereq

uedue]
ueuRyeR)Ia)]
SYpU] TefIN ere(

uedued
ueURYRIOY
SHapU] refIN ereq

ueIUelLIo
uep uedueq
teye ejeq

uerue}Iag

uep uedueq
ueye] eyeq

V.VQ sweN

ueTUR}IS]

Is3npold
uejesduruag

uerUR}Iog

s3mpold
uejes(gurusag

ueTURLIg

Isinpoad
uejeqdurusag

ueTURLISJ

s3npold
uejesydurusad

UeIue}Id g

Isynpoid
uejesduruag

ady weidoxg

NVNVIIIdd
NVd NVDNVd
NVNVHV.LIY
SVNId

NVNVIIIdd
NVd NVDNVd
NVNVHV.LIX
SVYNIA

NVNVIIIHd
NVd NVONVd
NVNVHV.LIX
SYNIA

NVINV.ILIdd SYNIA

NVINV.LIHd SVNIA

VOaai LINN

seurq rp
ueruelIad Jueprg
UeYejULIOWSJ
uesnIn
ueereggduareluad
B[o]a3] B1e)
sejensy ueueie]
uerue)Ia g

seulq mp
ueruelad Jueprg
URRJULISWO]
uesnIn
ueeredguseduad
e[o]a e1e)
sejiens] ueuele]
uerue)I9d

seuiq p
ueruelad suepig
URYRJULIOWSJ
uesnIn
ueeregduspeiuad
[0 B1e)
sejensy ueueie|
uerue)rad

sewq p
ueruelrad Sueprg
URRJULIOW]
uesnIn
ueeregguaeluad
e[o[3Y] BIR)
sejeny ueuele|
Iepueils

rensas ueruejrad
ueuelerod
ueuele]

NVNVAVI VINVN

210
- AV

c10
- AV1

10
- AV

10
- AV

110

- AV
NVN
VAV1



SV.ILIAONOX

TISVH NVIVSVINHd
NV.LVONINHd
80°'60°'10"IVY
NVIVNIHLEd
SVILIAONOM

TISVH NVHVTODNHd
NV.ILVIDNINHd
L0'60°'TO"IVY
NVIVNIHLAd NINVd
VOSVd NYVIOTIDNHd
NV.LVIDNINHd
90°60°T0"IVY
JUNIIHLIA LVIVIVASVIN
NVILVHASHI
NVVIOTEDNHd
S0'60°T0"TVY

NVMHIH NV.LVHASHM
NVVIOTEDNHd
¥0°60°'T0"IVA

AVNIHL

NVIVd NVVTOTIDNAd
€0'60°'T0"IVH
NVIVNIHLAd
SV.LIAONOM
NVONVHNIDNId
20'60°'10"IVY

JVNAHL Lidid

/HINTLG NVVIOTIDNA
10°'60°'T0"IVY

€ TIATT TV

NVIVNIH.LAd
60'T0"IVH

NVIVNIHLAd
60°T0"IVY

NVIVNIHLAd
60°'T10"IVd

NVIVNIH.LAd
60'T0"IVA

NVIVNIHLAd
60°'T0"IVA

NVIVNIHLAd
60°T0"IVYd

NVIVNIHLAd
60°'T0"IVA

NVIVNIHLAd
60'T0"IVY

¢ TIAFT TV

Ar1and
NVNVAVT 10"IVd

Ardnd
NVNVAVT 10TV

Ar1dand
NVNVAVT 10"IVd

Ariand
NVNVAVT 10”1V

Al'Tdnd
NVNVAVT 10"IVY

Artand
NVNVAVT 10”1V

Artdnd
NVNVAVT 10"IVd

Artdand
NVNVAVT 10"IVd

T TIAFT TV

ueruelrad
Seurp 931sqam

ueruelrad
Seurp 931sqam

ueruelrad
SBeUIp 9]Isqam

ueruelrad
SeuIp 931Isqom

ueruelrad
SBUIp 9)Isqam

ueruelrad
SeuIp 9]Isqam

ueruelrad
Seurp 911sqam

ueruelred
seurp 9j1sqam

ISVAI'IdV

sreura [, iseyndod
yeruny ereq

seuls ], ise[ndod
qerane eye(]

eura], isendog
qerune eyeq

sreura ], isendod
gepun, eyeq

sreura ], iseyndod
yerump eyeq

sreura ], iseindog
Yerwnp eyeq

seura ], isendod
Yejunp eyeq

seura |, iseyndod
Jejunp eyeq

V.IVQ eweN

ueruelIo
ISINpoIq
uejeqduTuSg

ueruR}Ia g
BInpoId
uejesduruag

ueruelIa
|ynpolq
uejesduruad

ueruelro
sAnpold
uejeqduruag

ueruelrad
synpold
uejexdurusg

uerelId g
1s3npold
uejes{durusg

ueruelIo

1ISNpoid
uejesduruag

UeTUe}Id

Isynpold
uejesjguruag

ady mweiSoxg

NVINV.LIHd SYNIA

NVINV.LIHd SVNIA

NVINVLIHd SVNIA

NVINV.IIHd SYNIA

NVINV.LIHd SVNIA

NVINV.ILIHd SYNIA

NVINV.LIHd SVNIA

NVINV.LIHd SYNIA

ueseuralad
sgjeny
uejesduruad
ueuele]

ueeuIalod
sejenyy
uejesdurusg
ueuele]
ueyeuIalad
sejmeny
uejes{durusg
ueuele]
ueNeuIa)oq
sejreny
uejeyduruag
ueuele]
ueyeuIalad
sejeny
uejesguruag
ueuele]
ueeuIa)ad
sejrensy
uejesguruag
ueuele]
ueeuralad
sejeny
uejesdurusg
ueueie]
ueseuIaod
sejensy
uejesduruag
ueueie]

uerue}Id g

VOaad LIND NVNVAVI VINVN

€10
- AV1

€10
- AV1

€10
- AVI

€10
- AV

€10
- AV1

€10
- AV1

€10
- AV1

€10
- AV

NVN
VAV



dVIDNV.L NVNVITIHd
NVVIOTIDNHd
T0°0T°TO"IVY
NVIVNIHLHd
NVVAVIHNAd
NVVIOTHDNHEd
€1°'60'T0"IVY
NVIVNIHLAd
NVNNONVHNHAd INONOXH
TVISOS NIV IgH3
ISVANHNOMHYA
NVVIOTEDNHd
¢1'60'10"IVd
NVIVNAHLEd

VNVIVS NVA VNVIVSVId
NVIVASHSHM NVIVTINAd
NVA ISVSIAIVANV.LS
NVVIOTEONHd
I1°60°'T0"IVA
NVIVNIH.LAd

NUNVd VOSVd
NVIVOASHSHM NVIVIINAd
NVd ISVSIQIVANY.LS
NVVIOTADNHd
0T°'60°T0"IVY
NVIVNIH.LAd
SVIIAONOX
NVIVASHSHY NVIVIINHd
NV ISVSIIVANV.LS
NVVIOTEONHd
60°60°'T0"IVH
NVIVNIHLAd

€ TIATT TV

NVNVMIdHd
0T 10"IVd

NVIVNIH.LId
60°T0"IVY

NVIVNIHLA
60°T0"IVY

NVIVNIHLAd
60°'T0"IVA

NVIVNIILAd
60°'T0"IVY

NVIVNIHLAd
60°T0"IVY

< TAAFT TVY

Ariand
NVNVAVT 10"IVY

Artand
NVNVAVT 10”1V

Artand
NVNVAVT 10”1V

Artand
NVNVAVT 10”1V

Al'rdnd
NVNVAVT 10”1V

AITdnd
NVNVAVT 10"IV

T TIAFT TV

(uveuesLiag
uep uedueg
ueueyelay
seul(]) dddd

seu[( 931SqaM

ueruelrad
SBUIp 931Sqam

ueruelrod
seurp a11sqom

weruelrad
SBUIp 91ISqaMm

ueruelrad
seurp 911sqam

ueruelrad
SeuIp 931sqam

ISVAI'TdV

dexdue],
ueueod
s3npold eyeq

seura [, iseyndod
yeunp eye(]

seura ], iseyndog
yerwnp eye(|

seura], iIsendog
gerunp eyeq

yeura], iseyndog
gerunp eye(

seura ], isendog
yeunp eyeq

VIVQ eweN

dexy3ue],
ueURILId]
uee[o[eduad

ueruelI
s3npold
uejesduruag

uerUelIS g

Isynpold
uejesduruag

uerue}Ia
s3npoid
ueyesdurusg

uerue}Iad
Isynpold
uejesduruag

UeruelIad

s npold
uejesuruag

ady weidoxg

NVNVIIdd
NVd NVDNVd
NVNVHV.LEX
SVNIA

NVINV.LIHd SVNIA

NVINV.LIHd SVNIA

NVINV.LIHd SVNIA

NVINV.LIHd SVNIA

NVINV.LIHd SVNIA

Vraas LINO

desgue)
ueuetrod
1synpoxd ueuele]
ueyeuIa)ad
sejensy
uejesdurusad
ueueAie]

ueyeuIalad
sejeny
uejesguruag
ueuele]

ueyeuIalad
sejenyy
uejesdurusag
ueuele]

ueyeuIalad
sejeny
uejesdurusg
ueueAe]

ueyeuralad
sejens
uejesguruag
ueuele]

NVNVAVI VINVN

+10
- AV1

€10
- AV1

€10
- AVI

€10
- AV

€10
- AV1

€10
- AV1

NVN
VAVI



TVAOW NVINVNVNId
ISONOJd €0°CT° T0"IVY

TVAOIN
NVINVNVNHd VINVS
VIOIHEY ¢0°CT°10"IVY

TVAOI NVINVNVNHd
WITII NVONVEINIONHd
10°CT'T0"IVY

NVNVIIIHd VAVA
JHINNS NVVTOTIDNAd
NVSVMVODNHd

00T 10"IVYH

NVNVIIIHd
JANAOAd DNIVS VAVA
NVILVNONHd €0°0T T0 "IV

VAVA IdNg NVNVIINAd

NVVIOTADONHL .

¢0'0T'T0"IVA

€ TIATT TVd

ISV.LSHANI
¢I'10"IVd

ISVILSHANI
¢1'107"IVd

ISV.LSHANI
¢I'10"IVd

NVNVIIIdd
OT'T0"IVYH

NVNVIIdHd
0T'TO"IVd

NVNVIIIHd

OT'TO"IVY

¢ TAAFT TV

Artand
NVNVAVT 10"TVd

Artand
NVNVAVT 10"IVd

Artand
NVNVAVT 10”1V

Artdand
NVNVAVT 101V

Artdand
NVNVAVT 1071V

Artdand
NVNVAVT 10"TVd

T TIATT TV

NOdHddIO
NHLVINIVI
HINI'INO
NVNIZISdd

NOFHIIO
NHLYdNIVX
INIINO
NVNIZIddd

NOFHIIO
NHLVdNgVi
HNI'INO
NVNIZTJdd

(ureuesLag
uep uedue]
ueueyRIIY
seul() dddd
seu[( 2115qaM
(urewresLag
uep uegued
ueURYRIDY
seul() ddd
Seuj[( 29I1Sqapm
(wretres{rrag
uep uedue]
ueueyeloy|
seul() dddd
seuj(J 21I1SqgaM

ISVHAI'TdV

JI03S2AU]
gejwnp eyeq

J0IS9AU]
yerwnp eye(

UelurzLiadg
ueuele[ad
stuap e

eleppng
UeUeILIa]
efdue |, yewny
Jerunp eyeq

ueUeNLIS]
IsAnpoid
Te[IN ®ereq

elepipng
ueueiLad

1S3Npoid ereq

Viva eweN

epPoN
uBwWeuUBUdJ
ueueieod

[ePON
uewWRUBUdJ
ueBUESYR[3]
ueepusguag

TePON
Ueureueuaj
ueeURS R[]
ueepuaguad

dexygue],
UBURNLIS]
ueeloeduag

UBUeLIa]

[1Isey ueejopedusd

edepipng
ueueLIa]
ueeo[eduag

ady weidoxg

NLVS NAvdadd.L
NVNVAVTHd
NVd TVAON
NVINVNVNHd

SVYNIA
N.INId

NLvVS NAavdyad.L
NVNVAVTHd
NVd TVAON
NVINVNVNHd

SVNId
N.INId

NILVS NAvdydd.L
NVNVAVTId
NVd TVAON
NVINVNVNHd

SVYNIA

NVNVIIIHd
NVd NVONVd
NVNVHV.LIX
SVYNIA

NVNVIIIdd
NVd NVONVd
NVNVHV.LAX
SVYNIA

NVNVIIIHd
NVd NVONVd
NVNVHV.LEM

uexjedepuaw
Suel
(NaWd/VINd)
eyesn

nye[ad ueueler]

uoqaIr)
uajednqgey]

P (NaNd/VIAd)
eyes

nyerad ueueie]

uoqaIr)
udjednqgey]

P (Nad/VIAd)
eyesn)

nyered ueuele]
ueuexLad

uep uejneray
edlep oquns
uejeejuewad

urerep ueuesrrod
eyesn ueynjyedayy

asejuasord
ueuele]

ueueyLrod

[isey ueresewad

uep ueyejoduad

synpoxd ueueke]

edeprpnq
ueuesLrod

SVNIQ ISynpoig ueuele]

VOuaA LINO NVNVAVI VINVN

020
- AV

610
- AV

610
- AV1

L10
- AV

910
- AV

S10
- AV1
NVN
VAV



NVIVSVINEd NVA
ISNAOAd NVVIOTIDNHI
CO'CT'10"IVY

ISVIHIdOX
NVVNIEGINHEd TO'€T T0IVY

OMISIY sIsvaydd
VHVSNITI NVNIZIdAd
NVVIOTIDNHd
90°CT'10"IVd

SIDHULVALS ISV.LSHANI
ISVSIAITIH S0°CT 10"IVY

TVAOW NVINVNVNHd
NVVNVSIVTHd
NVI'TVANEDNHd
+0'CT'T0"IVY

€ TIAFT TV

ISVIddOX
€I'10"IVd

ISVIHdOM
€1°'T0"IVA

ISV.ISHANI
¢r'10"IVyd

ISV.ILSHANI
¢ 10"IVy

ISV.LSHANI
¢I'10"IVy

¢ TIAFT TV

Al'tdnd
NVNVAVT 10"IVY

Artand
NVNVAVT 10"IVd

Ariand
NVNVAVT 10”1V

Arrand
NVNVAVT 10”1V

Artand
NVNVAVT 10”1V

T TdATT TV

NVVIVANHd
ISVINJOUNI
WHLSIS

(INSNAALIS)
NMINN
NVV.LVANA
ISYINJOANI
INALSIS

NOHHIIO
NALYdNIVY
INIINO
NVNIZIddd

NOHHAIO
NHLYdNIVY
HNIINO
NVNIZIddd

NOdHAIO
NALVdNIV
INI'INO
NVNIZIgdd

ISVI'TdV

nnyduow

guef seradoy]
geunp eyeq

ueynerad

uep ueyIppuad
nnyBuaw
Sues seradoy]
gerwnp eyeq

uewzLiad
ueuele[od
STUa L BYR(]

JojsaAu]
yerump ereq

repow ueureueuad

uep uesemeduad
ueredepuswx
ueeyesnrad
yerunp ereq

V.VQ eweN

1sexadoy]
ueeferqua uep
ueelepIraquia]

seradoy]

uedunpurIad uwe(

ueeAepIaquUID]

eyesn
ueIE}RpUS]
uep ueurzrad

TePON
ueureueud
ueurzLad
uawafeuepy

ePoON
ueureueus
UBuIZLIad
uaura feuey

ady weiSoxg

HVONININ NVA
TIOUM VHVSN NVd
ISVIHIdOX SVNIA

HYDNHINHN NVA
TIOWY VHVSN NVd
ISVIddOX SVYNIA

N.INId

NnLvs Navdadl
NVNVAVTAd
NVd TVAON
NVINVNVNHd
SVYNIA

NINId

NLVS NAavdad.l
NVNVAVTHd
NVd TVAON
NVINVNVNHAd
SVYNIA

N.LNId

NLVS NAvdadL
NVNVAVTId
NVd TVAON
NVINVNVNHd
SVYNId

NINId

eJo[a)]

eje ], uejensuad
ueueAle]
1serodoy]

Smun wesme[p

Buel uesemeduad

uep ueesyuowad
‘sexadoy]
ueefequa[ay]
B

ele | uejendusg
ueuele]

UBUIZLId] UON
uep UBUIZLISJ
ueuele[od
ueueie]

uoqaIr)
usjednqgey]
P (NAINd /VINd)

eyesn
nyeed ueuele]

repowr
ueweueuad

I013{9s

urerep ueynjeday]

yesdun ueuele]
uoqaIr)
uazednqey]
ISBISQAU]
Fuenjad uep
ISU9)0J ISeULIOJU]

VOuad LIND NVNVAVI VINVN

¥c0
- AV

+co
- AVI

€20
- AV

(44
- AVI

120
- AV

NVN
VAV



HVONANIN NVd TIDEM TIDEM VHVSN

VHVSN 20°v1°'107IVA

OANIN
VHVSN 10 +T°10"IVA

OAMIN
VHVSN 10°vT°10"IVA

ISVIIdOM NVSYMVONHJ
tO'€T'T0"IVY

ISVIHEd O NVVAVIHNEd
NV NVVAVAI TGN A
€0'€T'T0"IVY

ISVIHdOM .

€ TIAAT TV

t1'10"IVY

HVONINHIN
Nvd

TIOUY VHVSN

I T0"IVY

HVONININ
NVa

TIOHUY VHVSN

I T0"IVY

ISVIHdOM
€1°'T0"IVY

ISVIHdOM
€T'T0"IVA

¢ TAAHT TVY

Artdand
NVNVAVT 10"IVY

Artdnd
NVNVAVT 10"IVY

Al'Tdnd
NVNVAVT 10”IVY

Artand
NVNVAVT 10”1V

ArTdnd
NVNVAVT 10”1V

T TIAGT TV

ISYINFIOANI
WALSIS

(INSNAALIS)
NDINN
NVV.LVANAd
ISYINIOANI
INALSIS

(INSNAALIS)
ININN
NVV.LVANAd
ISYINNOANI
INALSIS

(INSNJALIS)
ADINN
NVVIVANAd
ISYINJOJANI
INALSIS
(INSNJALIS)
NN
NVV.IVANAd
ISVINMOJNI
INALSIS

(INSNJALIS)
NN

ISVII'IdV

OIIN BYes()
Yeump eye(

OD{IN eYEs()
Yeump eyeq

OIIA ByEsS()
yerwnp eye(

seradoy]
gerunp eyeq

urefurg
uedurrg eyesn
uZ] uejrqiauad
gequnp eyeqg

ueyne[ed
uep UeyIpIpuag

V.vQa eweN

ueresewsd TIOHM VHVSN NVd
ISVIHd O SVNIA

uep ueeunsdusg

OIN eyes()
ue( ‘Trd)] eyesn
‘qedususy eyesn

ueeleploquad

yeduauay

uep ‘[roay
‘oI eyesn
ueeleiqua uep
ueeleproquad

seradoy]
uefunpurre we(
ueeleproquag

1seradoy]
ueeferquad uep
ueeleploquag

ady weidoig

HVONINHN NVA
TIOHUM VHVSN NvVd
ISVIHIdOX SVYNIA

HVONHENHAN NVA
TIOHEX VHVSN NVd
ISVIHd O SYNIA

HYDNANIN NVA
TIOHM VHVSN NVd
ISVIHEdOX SYNIA

HVONENIN NVA
TIOHEM VHVSN NvVd
ISVIHdOX SYNIA

VOaay LINN

ueeleploquod
ueuele]

133

eyes( peluspy
eyes() ereysg
uejesFuruag
ISBJUSLIO

ueduap oI
eyeS) UBURAR]
(ADIAN)

OINIA BYyes()

uep ‘9] eyes
‘qeSusuay eyes
ueelepiaquiag
ueuele]
sexodoy]

Jmun uexnerp
Suef uvesemeduad
uep ueesyLowad
‘iserodoy]
ueefequIa[oy]
eJo[a)]

eje ], uejenduad
ueuele]

eyesn
uejesduruad
rurere8uawr Juek
1serodoy ueueAe]
seradoy]

Jmun uexnerp
guef uesemefuad
uep ueesyLewad
‘iseradoy]
ueefequaey]

NVNVAVI VINVN

620
- AVI

820
- AV1

L20
- AV1

920
- AV

Sco

- AV

NVN
VAV1



[4LSNANI €0°ST T0"IVY

V.ILVSIMIIVd

ISVNILSHd ¢0°'ST'10"IVY
V.LVSIMIIVd
NVVOVENETEN

NVd VAVAQIdgnns
TO'ST'T0"IVH

NVVHVSNVIIMEA

€0'vI'T10"IVH

NVVHVSNVIIMEA

€0 vT'10IVY

HVONININ NVA TIDIA
VHVSN 20 +T°T0"IVY

€ TIAJT TV

ST'T0IVA

VIVSIMIAVd

ST'T0"IVA

V.LVSIMIAVd
ST'TO"IVA

HVONININ
Nva

TIOWM VHVSN

+I'T0"IVY

HYODNININ
Nva

TIOHX VHVSN

+1'10"IVY

HVONININ
Nvd

TIOHEX VHVSN

P1'T0"IVA

HYODNINHTN
NVd

< TAAHAT TV

NVNVAVT 10”IVd

Ariand
NVNVAVT 10"IVd

ArTand
NVNVAVT 10”1V

Aridand
NVNVAVT 10"IVY

Arigand
NVNVAVT 10"IVY

Artdnd
NVNVAVT 107IVY

T TIATT TV

seur( 23Isqam

(redpngsiq)
BlesmLIBd

uep ueelepnqoy]
seur(] 21ISqa M
(redpngsi()
elesmLed

uep ueelepnqay]
seur(] 911Sqa M\

(INSNAALIS)
WINN
NVV.LVANAJ
ISVINIOANI
INALSIS

(INSNJYALIS)
NMINN
NVVIVANAd
ISYINJOJNI
INALSIS

(INSNJALIS)
DINN
NVV.IVANAd
ISYINJOJNI
NALSIS

(INSNAALIS)

IN3INN
NVV.ILVANHd

ISVII'IdV

yequnp eye(

eresim lqo
gerump eyeq

elesimrred
el1oy] eSeua],
gequnp eyeq

eyesneIp
weynquInIag

yerump ereq

eyesneIr |
yerump ereq

On{IN BYes
yerumnp eyeq

VI1V(Q eweN

UBRUIQUIO]

eresmrred Lre)
eAep uejesdurusg
JOeaIs] ruouosfe
uep eyesmrred
elep roquns
uefuequaguag

L1a8aN urere(
eyes) ‘qedusuay
Anpold
UBIEeSeWwa]

uep ueeungduad

1a8aN wrere(q
eyes ‘qeSususy
Anpoid
UBIeSBWaJ

uep ueeungdusg

8o urere(
eyes ‘qeSuauay
Anpoid
UBIBSBUISJ

uep ueeunddusg

LradaN urere(q

eyes() ‘qeSuduay
Anpoid

ady wexdoig

V.LVSIMIAdVd
NVA NVVAVANgHd

HVONHINHN NVA
TIOWEM VHVSN NVd
ISVIHdOX SVNIA

HYONINHN NVd
TIOHM VHVSN Nvd
ISVIHdOX SYNIA

Jo IR UeURAR]
%01

Sejerp ejesi
yire], ke 2490
epe uedunfunyy
ueynquIniIog
ueuele]

SVNIA

SVNIA

VIVSIMIbVd
Z<D z<<><ob.mmv~ JeNljIIes.Iog /ISESLIBpUB]SIS |,

Bued jyeary] wouoyy uep
BlesIMLIE NYB[9] UBUBAET]

133

eyes( pefuspy
eyes() erexs
uejesduruag
ISBIUaLIO
ueduap OININ
eyes ueueier]
(nInn)

O Byes()
uep 9y eyes()

SVNIA

HYONANIN NVA ‘yeSuaus|y eyes(
TIOUY VHVSN NVd
ISVIHdOX SVYNIA

ueefeploquiag
ueueie]

193]

eyes() pefusy
eyes() erexs
uejesduruag
IsejuatQ
ueSuap OINIA
ByES) UBURAR]
(W3Iwn)

O eyes()
uep o9y eyesn

HYDNININ NVA ‘yeSusus|y eyes

VOouad LIND NVNVAVI VINVN

- AV

+€0
- AV1

€€0
- AV

(4]
- AV1

1€0
- AVI

0€0
- AV

NVN
VAV1



€0°LT'TO"IVA

ddNd ONvdIid
AILLVILSININAY NVNVAVT
NVAd IDOTONMHL
NVVSVAVIHIHAd
NVVIOTEDNHd
¢O0’LT'TO"IVYH

ddnd

DNVAIF dNILINALSVIANI
NVNNONVEHNHEd
NVVIOTADONHd
T0°LT°T0"IVY

VIVSIMIRIVd SIDALVILS
NVIVCIEHN 90°ST 101V
(SINIAH) NVLVIDEI

NYVIVOONITIANAd
SO'ST'TO"IVA

V.IVSIMIIVd
NVIVSVINId +0'ST 10"V

V.LVSIMIdVd

€ TAAFT TV

LT'T0"IVA

NNAN
NVVCIENEd
LT°T0"IVA

NN
NVVLIEHad
LT'10"IVA

V.LVSIMIdVd
ST'T0"IVY

VIVSIMIIVd
ST'T0"IVA

VILVSIMIAVd
ST'T0"IVH

VLVSIMIIVd

¢ TAAFT TVY

NVNVAVT 10"IVY

Aridand
NVNVAVT 10”1V

Artdand
NVNVAVT 10”1V

Artdnd
NVNVAVT 101V

Artand
NVNVAVT 10”1V

Ar'tdnd
NVNVAVT 10”1V

Artand

T TIAFT TV

seur( o3sqa M

Sueny

®elRJ], UBp WNuI
ueel1axeg
Seur(] 93ISqoM

Sueny

®je [, UBp WINu
ueel1axog

Seur( a1I1sqam
(redpngs1)
elesmLred

uep ueelepnqoy]
seur( sisqam
(redpngsi()
ejesmLred

uep ueelepnqgayf
SBUI( S11sqam

(redpngsi()
BjesmLed

uep ueelepnqay]
SBUI(] 31ISqam

(redpngsi()
elesmired
uep ueelepngoy|

ISVAI'IdV

yerunp eyeq

sguny
Are] yexygnlag
yerunp eyeq

uerep
Suelueq ereq

ejesIMLIe]
eyes( reye( ereq

uemejesTp
wegunfuny eyeq

ueMelesTM
uwegunfuny ereq

eresip 32fqo

VIVQ eweN

uee[oedus]

sejrodsueny,
BUBIESEI]
uep euereg
ueeopdusg

uerep
ueeref3useiusg

[euorday

ejesmLed
ueeUIqUIa]

eyesimired yure)
elep ueresydurusg

ejesimired syLre)
efep uejeyduruag

reuorday

SVNIA

DNVNA

VIVL NV WNNAN
NVVLIINAd
SVNId

DNVNA

VIVL NV NNAN
NVVLIINAd
SVNIA

VILVSIMIAVd

NVd NVVAVANddy

SVYNIJ

VILVSIMIAVd

NVd NVVAVANdd

SYNIA

VLVSIMIIVd

NVd NVVAVANddd

SVNIA

V.ILVSIMIAVd

elesmmied NVAd NVVAVANIHN

ady weidosrg

VOaaA LIND

sejirens] ueueke]

ALNdd veuelerad
sejieny ueuele]

dLNda ueuelerad
sejeny ueuele]

JeXIJ1I98Ia¢ /18RS LIBpPUB]SIa,
Bued jreasy| jwouoyy uep
BIESIMLIB] N}B[ad UetRiE]
uexduequIayp
Suel

JHean] ruouoyy
DIH ueuele]
Jereq

BME[ ISUIAOI]
uwefunfuny]
depeyia], uoqair)
uajednqey]
ejesiaLIed
uedunfuny] areys
Jo¥Iey ueuele]
Jereq

eME ISUIAOI]
wedunfuny]
depeyia], uoqar)
uajednqey]
elesiLed
uedunfuny areyg

NVNVAVI VINVN

- AV1

8€0
- AV1

8€0
- AV

L€O
- AVI

9¢€0
- AV1

S€0
- AV1

Se0
NVN
VAV1



ISVIJOdSNVIL
SV.LIALLYINOX

NVd SV.IITIdISdSIV
+0'61°'10"IVA
ISVLIOdSNVI.L
VNVIVSVId NVA
VNVIVS NVVIOTIDNHd
€0'61°'T0"IVd
ISVILIOdSNVIL
NVNVINVHEN

NVA NV.LVIAVTESEM
NVVIOTHDNHd
¢0'6T'T0"IVA

ISVIJOdSNVIL
NVNVAVTHd T0°6T°T0"TVA

ISVIJIOdSNVI.L
NVNVAVTHd TO'6T TO0IVA
ddNnd DNvdIid

HVIEVA INILANALSVIANI
ISVLITISVA
NVVIOTIDNHd
SO'LT'TO"IVY

ddnd

DNVAId dNIMNALSVIANI
NVVAVIGNId NVA VIAVS
VIIdN NVVIOTIDNEd
Y0'LT'TO0"IVA

ddnd

DNVAIF VISONVIN VAVA
JHIINNS NVVIOTIDNHI

€ TIAFT TVd

ISVIAOdSNVL
61°T0"IVd

ISVIIOdSNV.L
61 TO"IVA

ISVLIOdSNVIL
6110V

ISV.IRIOdSNV.L
61° 10"V

ISV.LIOdSNVIL
61°'10"IVd

NNNN
NVVCIENHd
L1'TO"IVH

NNAN
NVVLIHEAd
LT'TO"IVA

NN
NVVLIENEd

T TaATT TV

Arand
NVNVAVT 10"IVd

Aartdnd
NVNVAVT 10"1Vd

Artand
NVNVAVT 1071V

Artdnd
NVNVAVT 10"IVd

ArTdnd
NVNVAVT 10"IVY

Ar1and
NVNVAVT 10”1V

Artand
NVNVAVT 10"IVd

Artdand

T THAFT TV

uegungnyrag
SBUI(] 93ISqam

uedunqnyrag
SeuI( SiISqaM

wedunqnyrad
seul( {1sqam

uedunqnyIad
SBUI( 3)ISGaM

uefunqnyrad
seur(] asqam

Sueny

®elR], UBp WnuIf
ueel1axad
Seul( 1Isqam

Sueny

elEe [, UBp WNuIn
ueel1a3o]
seur( {3Isqam
Sueny

elR], UBp WnuIn
ueel1ayog

ISVAI'ldV

uejnsduy
ueeIepuay|
ey eye(q
sejur] nyeq
eueIEsEl] BUBIES
ueduesewad

yerunp ereq

In
qifem ueerepuay]
yerunp eyeq

uensguy
gerump eyeq

weInBuy
yerump ereq

uerep
Buelued e1eq

1s8unyg
JreT yexynlag
gerump ereq

sguny
Hre] 1exyniag

V.iva eweyN

VT
uerep ueinsyguy
ue(] sejury neq

ueered3useAusg

Y1)
uerep uejnyguy
ue(] sejur] nreq

ueeredguaeAu]

rvTI)

uere ueynyduy

ue(] sejury nre|

ueeredduaeiusg
VT

uepep ueinyduy

ue(] sejury nreg

ueereg3useiusg
V11

uerep uensguy

ue(] sejury nre|

ueeredduaeiusg

1sejrodsuelr],
euBIESRI]
uep eueIeg
ueejopduag

1sejrodsuel],
eURIESRIJ
uep euereg
ueejojeduag
1sejrodsueny,
eueIeselj
uep euereg

ady weidoxg

NVONNINHIHd
SVNIA

NVONNINHIAd
SVNIA

NVONNINHIH
SVNIQ

NVONNINHIAd
SVNIA

NVONNINHIHd
SVNId

DNVNA

VIVL NVA NNAN
NVVLIENHEd
SVYNIA

DNVNA

VIVLI NV WNAN
NVVLIANEd
SVYNIA

DNVNY

VIVL NV WNNAN
NVVLIENAd

VOoudEy LINO

uedunqgnyrad
10)3[9S e[o[oxeIe]
ueueie]

uerep
uedesdusliog
UBBIPISIaRY
ueuele]

wnuwn uejngue
n qrfem /A1
ueyruadoy]
ueuele]

uerep
uedesy3ua[iod
UBBIPISIAY
ueuele]

weSunqgnyrad
10339 elo[axeIR)
ueueie]

ALNdq weuelerad
sejens] ueuele]

ALNdq veuelerad
sejens] ueuele]

ALNda veuelerod

NVNVAVI VINVN

Lv0
- AV

9+0
- AV1

S¥0
- AV1

0
- AV1

€+0
- AV1

8€0
- AV1

8€0
- AV

8€0
NVN
VAV



3.2.2 Analisis Diagram Layanan
Berdasarkan dari katalog layanan diatas, analisa terhadap kondisi

Layanan eksisting dapat dijabarkan sebagai berikut:

an RAL LEVEL 1

| |
i o
E
|
|
T 1

RAL O1 LAYANAN PUBLIX

Gambar 10 Persentase Arsitektur Layanan Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Referensi Arsitektur SPBE Nasional terdapat 211
layanan yang dibagi menjadi 2 jenis layanan yaitu Layanan Publik
dan Layanan Administrasi Pemerintahan. Untuk referensi arsitektur
Layanan Publik sebanyak 183 layanan sedangkan layanan
Administrasi Pemerintahan berjumlah 28 Layanan. Atas dasar
tersebut, referensi layanan Nasional harus dijadikan acuan
Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan penyesuaian
dengan layanan daerah terutama untuk menciptakan layanan
publik yang maksimal dan layanan pemerintahan yang terintegrasi,

efisien dan transparan.
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RALOL.13 KOPERAS! fummmssmns
RAL Q1 15 PARIWISATA
RALOL1.15 TRANSPORT
RAL 0121 PEMBANGU...
RAL Q123 KEPENDUD
RAL D126 508iAL
RALOI 28 HUKUM jm
RALOI 31 PENDIDIKAN
RAL 01.33 ILMU PENG__
RALO135 OLAHRAGA

RALOL 42 KEBUDATAAN pemme—————

Il

k.

RAL D144 KOMUNIKAS! puem

RALO02 .02 KEUANGAN jemssmssrsmny
RALD2.04 AP23ATUR

|

30

Jumiah RAL LEVEL 2

Gambar 11 Referensi Arsitektur Layanan Kabupaten Cirebon

Grafik ini menunjukkan jumlah layanan di Pemerintah
Kabupaten Cirebon. Data dibagi menjadi dua tingkat: Level RAL 1
dan Level RAL 2. Setiap arsitektur Layanan diwakili oleh kode
RAL.01 untuk urusan pemerintahan. Sedangkan di diagram batang
menjelaskan banyaknya fungsi layanan Pemerintahan/Perangkat
daerah sesuai urusan Pemerintahan. Data Level RAL Level 2
menunjukkan jumlah total 17 Urusan Pemerintahan sesuai
referensi arsitektur layanan Nasional, dengan fungsi layanan
Pemerintahan terbanyak berada pada urusan Pertanian dengan
jumlah fungsi sebanyak 26 fungsi layanan. Sebaliknya, bidang
Hukum memiliki jumlah fungsi layanan paling sedikit, yaitu 1
layanan. Selain itu, berdasarkan hasil survei yang diberikan terkait
layanan masih belum mencakup seluruh bidang di Perangkat
Daerah. Adapun kondisi ini tentu dapat terus bergerak dan berubah
sesuai dengan meng-update arsitektur layanan secara

berkelanjutan.



3.3 Arsitektur Domain Data dan Informasi
3.3.1. Katalog Data dan Informasi

Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan
kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di
pemerintahan yang sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur
data dan informasi. Domain arsitektur data dan informasi digunakan
untuk mengetahui data apa saja yang digunakan dalam proses
bisnis, ataupun layanan SPBE yang sifatnya berdiri sendiri, serta
dengan prinsip yang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai
Satu Data Indonesia. Data dan informasi mencakup semua jenis data
dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha,
dan/atau pihak lain. Kerangka kerja dari arsitektur data dan
informasi terdiri atas referensi arsitektur data dan informasi serta

domain arsitektur data dan informasi.
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3.3.2 Analisis Diagram Data dan Informasi
Analisa terhadap kondisi data dan informasi eksisting dapat

dijabarkan sebagai berikut

RAD cEvEL S
FAD 02 INFORMAS
ECONOME DAN INOU

FAD D3 INFORMAS
PEMBANGLUNAN XE

RAD OQ INFORMAYL
PERLINDUNGAN 3051

RAD 05 INFORMAS
RETERTIBAN CMUM

RAD 06 INFORMAS
PENDIC-KAN DAN TE

RAD O7 INFORMAS
LUNGKUNGAN DAN S

|
BAD OF INEOEA2 A G E—
BuDAvA 0AN Acava TR

RAD 08 INFORMAS
PEMESINTAMAN UM

4,“
I
|
|

Gambar 12 Diagam RAD Level 1

Berdasarkan Referensi Arsitektur SPBE Pemerintah
Kabupaten Cirebon terdapat 119 arsitektur data. Atas dasar tersebut,
referensi data Nasional harus dijadikan acuan Pemerintah Kabupaten
Cirebon untuk melakukan penyesuaian dengan layanan daerah
terutama untuk menciptakan data publik yang maksimal dan layanan

pemerintahan yang terintegrasi, efisien dan transparan.

Gambar 13 Diagram RAD Level 2



Grafik ini menunjukkan jumlah Data di Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Data dibagi menjadi 35 (tiga puluh lima) bagian dari Level RAD 02.01
sampai dengan Level RAD 09.05. Setiap arsitektur Data diwakili oleh
kode RAD.02.0luntuk urusan pemerintahan. Sedangkan di diagram
batang menjelaskan banyaknya fungsi Data Pemerintahan/Perangkat
daerah sesuai urusan Pemerintahan Data Level RAD Level 2
menunjukkan jumlah total 119. Urusan data Pertanian merupakan yang
terbanyak dengan jumlah 11 fungsi data. Sebaliknya, data terkait
Informasi Hukum memiliki jumlah fungsi data paling sedikit, yaitu 1
data. Selain itu, berdasarkan hasil survey yang diberikan terkait data
masih belum mencakup seluruh bidang di Perangkat Daerah. Adapun
kondisi ini tentu dapat terus bergerak dan berubah sesuai dengan

meng-update arsitektur data secara berkelanjutan.

Gambar 14 Diagram RAD Level 3

Berdasarkan grafik di atas terdapat jumlah data yang terbanyak ada
pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Pertanian (10
Data) dan paling sedikit ada di Dinas PUTR, BPBD, SETDA, Disdukcapil
dan BKPSDM. Untuk saat ini keadaan kondisi tersebut harus
dilaksanakan evaluasi dan inventarisasi apakah Data pada Perangkat

daerah terebut sudah sesuai.
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Cirebon

CRBKAB- SISTEM Sistem RAL.01.43.02.01 Data Jumlah WEB  MONGO DINAS RAA.02 RAA.02.02 PEMERINTAH KABUPATEN
DAA INFORMASI Pendataan = LAYANAN Koperasi yang  BASED DB KOPERASI APLIKASI APLIKASI  CIREBON
01.01.28 PENDATAAN Umkm Di DAFTA mengikuti DAN USAHA KHUSUS KHUSUS
UMKM Kabupaten = TERBUKA Pendidikan KECIL DAN FUNGSI
(SITERUSMI) Cirebon dan Pelatihan MENENGAH TERTENTU
CRBKAB- SISTEM Sistem RAL.01.25.04 Data SDM WEB  POSTGR DINAS RAA.02 RAA.02.02 PEMERINTAH KABUPATEN
DAA INFORMASI Informasi PENGELOLAAN  Kesehatan BASED = ESSQL KESEHATA APLIKASI = APLIKASI CIREBON
01.01.29 MANAJEMEN Manajemen PELAYANAN DAN KHUSUS KHUSUS
OBAT (SIMO) = Obat KESEHATAN PUSKESMAS FUNGSI
TERTENTU
CRBKAB- SUPER APP Aplikasi RAL.01.43.02 Jumlah MOBILE | SQL DINAS RAA.02 RAA.02.02 = PEMERINTAH KABUPATEN
DAA Pelayanan Mwmﬁwﬂrogz Aplikasi KOMUNIKASI ' APLIKASI APLIKASI  CIREBON
01.01.30 Sath PInfa | rbpssartics Perangkat roRMATIKs | KHUSUS | KHUSUS
Daerah di FUNGSI
Kabupaten TERTENTU



3.4.2 Analisis Diagram Aplikasi Eksisting

Kondisi aplikasi eksisting di atas dapat digambarkan dengan

diagram lingkaran berikut:

APLIKAS| KHUSUS

Gambar 15 Diagram RAA LEVEL 1

Gambar 16 Diagram RAA LEVEL 2

Berdasarkan grafik diatas pada RAA level 1 yang merupakan
bagian dari Arsitektur SPBE Nasional dari total 30 aplikasi. 90 % (27
Aplikasi) merupakan RAA.02 Apikasi khusus, sedangkan RAA 01
Aplikasi umum. Pada grafik sebelah kanan menggambarkan ada 22
Aplikasi yang termasuk RAA Aplikasi Fungsi Khusus tertentu dan
ada 5 aplikasi pada RAA 02.01 Apikasi khusus Misi Tertentu.
Sedangkan RAA 01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
ada 2 data aplikasi eksisting. Dari. grafik diatas kita dapat

menyimpulkan bahwa Aplikasi khusus yang paling banyak



digunakan di Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk pengelolaan

interoperabilitas data baik internal maupun eksternal.

Basis Data :
sau VAL

POSTGRESSOL

MONGODB

Gambar 17 Diagram Basis Data

Basis Aplikasi

WEB BASED

Gambar 18 Diagram Basis Apikasi

Pada grafik di atas terdapat aplikasi terbanyak ada pada
aplikasi berbasis Web yang terdapat dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon dengan 26 aplikasi (86,7 %) oleh karena itu
jumlah web Programmer di Pemerintah Kabupaten Cirebon harus
dapat mengakomodir pemeliharaan aplikasi yang telah dibangun.
Untuk Grafik sebelah kanan terdapat grafik Basis Data yang
digunakan untuk membangun aplikasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon dengan mayoritas menggunakan Basis Data
Mongo DB yaitu 25 Aplikasi sedangkan SQL dan Postgressql paling
sedikit yang menggunakan basis data tersebut yakni 1 aplikasi. Hal



ini menunjukkan bahwa aplikasi yang dibangun sudah mengikuti

kondisi teknologi saat ini.

DINAS KESEHATA Dal FUSKES
DINAS KOPERASI DAN USAHA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

; - DINAS KOMURIKAS! DAN INFO_
& \ -
DINAS SOSIAL 2 !
DINAS PENANAMAN MODAN.

BADAN PERINCANSAN PEME DINAS EARSISAN DAN PERSL

3ADAN KEPEGAWAIAN DAN PE

Gambar 19 Diagram Unit Operasional Pengampu

Berdasarkan grafik di atas bahwa ada 10 aplikasi yang
dikelola di Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan
aplikasi pengelola terbanyak di Pemerintah Kabupaten Cirebon
diikuti dengan 4 aplikasi yang dikelola oleh BKPSDM. Sedangkan
untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Dinas Koperasi dan UKM,
Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan serta Dinas Penanaman
Modal hanya mengelola 1 aplikasi. Dari data tersebut dapat kita
simpulkan bahwa Diskominfo merupakan Dinas terkait untuk
pengembangan dan pengelolaan aplikasi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Cirebon.

Arsitektur Infrastruktur

Infrastruktur SPBE yang terdapat di Dinas Komunikasi dan
Informatika Pemerintah Kabupaten Cirebon antara lain Ruang Pusat
Data beserta fasilitas pendukung, Jaringan intra pemerintah,
Jaringan LAN OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Pusat komputasi
atau Server dan infrastruktur pendukung. Berikut ini adalah uraian

dari komponen infrastruktur SPBE.



3.5.1 Fasilitasi Komputasi

3.5.1.1 Pusat Komputasi

Ruang pusat data difungsikan sebagai tempat untuk menaruh
aset elektronik penting seperti: perangkat jaringan, server, media
penyimpanan, aplikasi, database dan perangkat pendukung ruang

pusat data. Adapun detailnya sebagai berikut:

1) Layout Ruang Pusat Data

Ruang Pusat Data terdiri dari ruang server, dan ruang kelistrikan.

Di dalam ruang server terdapat 13 (tiga belas) unit rack server.

M WRIERRRERER
B O

ggggg

Gambar 20
Topologi Ruang Puat Data Diskominfo
Kabupaten Cirebon

2) Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung Pusat Data terdiri dari:

Rak server;

Sistem pendingin (wall mount AC);

Sistem kelistrikan (UPS dan generator);

Cable Management (Cable Tray, Wire management);

Raised Floor; dan

aa s LR &

Alat pemadam api ringan



3)

4)

S)

Rak Server

Terdapat 13 rak yang digunakan untuk menyimpan storage dan
server, dan 4 rak yang digunakan untuk menaruh perangkat

jaringan.

Gambar 21
Kondisi Rack Server di Ruang Pusat Data

Sistem Pendingin

Sistem pendingin ruang pusat data menggunakan AC Dinding
merk Sharp dan Polytron AC ini sebagai pendingin utama di
ruang pusat data. Suhu ruang terjaga antara 16 sampai dengan
28 °C, tetapi untuk kelembaban udara belum memiliki alat

pengukur.

Gambar 22.
Kondisi Pendingin di Ruang Pusat Data

Sistem Kelistrikan

Sebagai upaya menyediakan ketersediaan tinggi pada data center,
telah disediakan cadangan sumber listrik yaitu generator dan
UPS. Generator akan otomatis hidup dan menyuplai listrik dalam
hitungan kurang lebih 10 detik dari listrik PLN mati. Rentang
proses perpindahan suplai listrik dari PLN ke genset, listrik
ditangani oleh UPS. UPS mampu menyuplai listrik selama kurang
lebih 10 menit



Gambar 23
Kondisi Catu Daya Listrik Cadangan (UPS dan Genset)
6) Manajemen Kabel

Kondisi saat ini terdapat jalur kabel data antar server yang

berada di atas rack server dengan menggunakan cable tray

Gambar 24 Kabel tray untuk Jalur Kabel Data antar Rack

7) Lantai yang Ditinggikan (Raised Floor)

Ruang Pusat Data sudah menggunakan lantai yang ditinggikan
(raised floor) seperti ditunjukkan gambar di bawah ini.

Gambar 25 Raised Floor



8)

9)

Sistem Pemadam

Sistem pemadam ruang pusat data menggunakan alat
pemadam api ringan (APAR). Alat pemadam ini berfungsi secara

manual, membutuhkan operator untuk mengfungsikannya

Gambar 26 APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

Sistem Keamanan Data Center

Sistem keamanan akses data center masih menggunakan
kunci tunggal yaitu kunci manual pada pintu. Pembatasan
akses telah diterapkan dengan mendaftarkan personil data
center, selain orang yang telah terdaftar maka orang tersebut
tidak dapat masuk ke ruang data center. Area di sekitar ruang
pusat data juga telah disediakan CCTV untuk memantau
aktivitas yang terjadi.

Gambar 27 Sistem pengaman akses ke ruang data center
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ID

CRBKAB-
DAI.09.02.01.01

CRBKAB-
DAI.09.02.01.02

CRBKAB-
DAI09.02.01.03

CRBKAB-
DAI09.02.01.04

CRBKAB-
DAI.09.02.01.05

CRBKAB-
DAI09.02.01.06

CRBKAB-
DAI09.02.01.07

CRBKAB-
DAI.09.02.01.08

Nama Jaringan

JARINGAN DISKOMINFO
- SEKRETARIAT
DAERAH

JARINGAN DISKOMINFO
- DPRD

JARINGAN DISKOMINFO
- INSPEKTORAT

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS PENDIDIKAN

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS KESEHATAN

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA
RUANG

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN

Tabel 6 Arsitekur Jaringan Intra Pemerintah

Deskripsi Jaringan

JARINGAN DISKOMINFO
- SEKRETARIAT
DAERAH

JARINGAN DISKOMINFO
- DPRD

JARINGAN DISKOMINFO
- INSPEKTORAT

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS PENDIDIKAN

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS KESEHATAN

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA
RUANG

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN

Jenis
Jaringan

INTERNET SENDIRI

Kepemilikan

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

Nama
Pemilik

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

Unit Kerja
Pengelola
Jaringan

DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA

DINAS
KOMUNIKASI
DAN

Bandwidth 1iP¢ Media
Jaringan
100 MBPS FIBER OPTIC
50 MBPS FIBER OPTIC
50 MBPS FIBER OPTIC
50 MBPS FIBER OPTIC
50 MBPS FIBER OPTIC
50 MBPS GELOMBANG
RADIO

50 MBPS FIBER OPTIC
50 MBPS FIBER OPTIC

— RAI Level — RAI Level
1 2
(Dependency) (Dependency)

RAI.O2 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.O2 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.O02 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.02 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAIL.O2 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.O2 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.O2 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.02 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
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CRBKAB-
DAI09.02.01.09

CRBKAB-
DAI.09.02.01.10

CRBKAB-

DAI09.02.01.11

CRBKAB-
DAI.09.02.01.12

CRBKAB-
DAI.09.02.01.13

CRBKAB-

DAI09.02.01.14

CRBKAB-
DAI.09.02.01.15

Nama Jaringan

PENYELAMATAN
JARINGAN DISKOMINFO
- SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS SOSIAL

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS
KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGRASI -
JL.
CIPTOMANGUNKUSUMO
JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS
KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGRASI -
KESENDEN

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS
KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGRASI -
UPT BLK

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS LINGKUNGAN

Deskripsi Jaringan

PENYELAMATAN
JARINGAN DISKOMINFO
- SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS SOSIAL

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS
KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGRASI -
JL.
CIPTOMANGUNKUSUMO
JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS
KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGRASI -
KESENDEN

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS
KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGRASI -
UPT BLK

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS LINGKUNGAN

Jenis

Jaringan Kepemilikan

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

Nama
Pemilik

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.

Unit Kerja

Pengelola Bandwidth

Jaringan

INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA

50 MBPS

50 MBPS

50 MBPS

DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA

50 MBPS

DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA

50 MBPS

DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA

50 MBPS

DINAS 50 MBPS

KOMUNIKASI

Tipe Media
Jaringan

FIBER OPTIC

FIBER OPTIC

GELOMBANG
RADIO

GELOMBANG
RADIO

GELOMBANG
RADIO

FIBER OPTIC

GELOMBANG
RADIO

— RAI Level

1

— RAI Level
2

(Dependency) (Dependency)

RAI.O2
SISTEM
INTEGRASI

RAI.O2
SISTEM
INTEGRASI

RAI.O2
SISTEM
INTEGRASI

RAIL.02
SISTEM
INTEGRASI

RAIL.02
SISTEM
INTEGRASI

RAI.O2
SISTEM
INTEGRASI

RAI.O2
SISTEM

PEMERINTAH
RAI.02.01
JARINGAN
INTRA
PEMERINTAH
RAI.02.01
JARINGAN
INTRA
PEMERINTAH
RAI.02.01
JARINGAN
INTRA
PEMERINTAH

RAI02.01
JARINGAN
INTRA
PEMERINTAH

RAI.02.01
JARINGAN
INTRA
PEMERINTAH

RAI.02.01
JARINGAN
INTRA
PEMERINTAH

RAI.02.01
JARINGAN



ID

CRBKAB-
DAI.09.02

CRBKAB-
DAI09.02.01.17

CRBKAB-
DAI.09.02.01.18

CRBKAB-
DAI09.02.01.19

CRBKAB-
DAI09.02.01.20

CRBKAB-
DAI09.02.01.21

CRBKAB-
DAI09.02.01.22

CRBKAB-
DAI09.02.01.23

Nama Jaringan
HIDUP

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS PERHUBUNGAN

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA

CRBKAB-
DAI.09.02.01.19
JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS PERTANIAN

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERIKANAN

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN
MENENGAH

Deskripsi Jaringan
HIDUP

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS PERHUBUNGAN

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS PERTANIAN

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN
PERIKANAN

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN
MENENGAH

Jenis

Jaringan Bepon 5

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

Nama
Pemilik

CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

Unit Kerja

Pengelola

Jaringan
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA

DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA

Bandwidth

50 MBPS

50 MBPS

50 MBPS

50 MBPS

50 MBPS

50 MBPS

50 MBPS

50 MBPS

Tipe Media
Jaringan

FIBER OPTIC
GELOMBANG
RADIO

FIBER OPTIC

FIBER OPTIC

FIBER OPTIC

FIBER OPTIC

FIBER OPTIC

FIBER OPTIC

— RAI Level — RAI Level
1 2
(Dependency) (Dependency)

INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.O2 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAIL.O2 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAILO2 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAIL.02 RAI02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.O2 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.O02 RAI02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAIL.O2 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAIL.O2 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
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CRBKAB-
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CRBKAB-
DAI09.02.01.28

CRBKAB-
DAI09.02.01.29

CRBKAB-
DAI09.02.01.30

CRBKAB-

Nama Jaringan

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA

JARINGAN DISKOMINFO
- BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA

JARINGAN DISKOMINFO
- BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH

JARINGAN DISKOMINFO
- BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

JARINGAN DISKOMINFO
- BADAN PENDAPATAN
DAERAH

JARINGAN DISKOMINFO

Deskripsi Jaringan

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

JARINGAN DISKOMINFO
- DINAS :
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA

JARINGAN DISKOMINFO
- BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA

JARINGAN DISKOMINFO
- BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH

JARINGAN DISKOMINFO
- BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

JARINGAN DISKOMINFO
- BADAN PENDAPATAN
DAERAH

JARINGAN DISKOMINFO

Jenis

Jaringan Kepemilikan

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

Nama
Pemilik

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH

Unit Kerja
Pengelola
Jaringan

DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA

DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA

DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA

DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA

DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS

Bandwidth

50 MBPS

50 MBPS

50 MBPS

50 MBPS

50 MBPS

50 MBPS

50 MBPS

50 MBPS

Tipe Media
Jaringan

FIBER OPTIC

FIBER OPTIC

FIBER OPTIC

FIBER OPTIC

FIBER OPTIC

FIBER OPTIC

FIBER OPTIC

FIBER OPTIC

— RAI Level — RAI Level
1 2
(Dependency) (Dependency)

RAI.02 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAIL.O2 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.O2 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.O02 RAI02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.O2 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.02 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.O2 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.O2 RAI.02.01
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DAI.09.02.01.31

CRBKAB-
DAI09.02.01.32

CRBKAB-
DAI09.02.01.33

CRBKAB-
DAIL09.02.01.34

CRBKAB-
DAI.09.02.01.35

CRBKAB-
DAI09.02.01.36

CRBKAB-
DAI09.02.01.37

CRBKAB-
DAI09.02.01.38

CRBKAB-
DAI.09.02.01.39

Nama Jaringan

- BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

JARINGAN DISKOMINFO
- BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
JARINGAN DISKOMINFO
- RSUD
ARJAWINANGUN

JARINGAN DISKOMINFO
- RSUD WALED

JARINGAN DISKOMINFO
- KECAMATAN
ARJAWINANGUN

JARINGAN DISKOMINFO
- KECAMATAN
ASTANAJAPURA

JARINGAN DISKOMINFO
- KECAMATAN
BABAKAN

JARINGAN DISKOMINFO
- KECAMATAN BEBER

JARINGAN DISKOMINFO
- KECAMATAN CILEDUG

Deskripsi Jaringan

- BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

JARINGAN DISKOMINFO
- BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
JARINGAN DISKOMINFO
- RSUD
ARJAWINANGUN

JARINGAN DISKOMINFO
- RSUD WALED

JARINGAN DISKOMINFO
- KECAMATAN
ARJAWINANGUN

JARINGAN DISKOMINFO
- KECAMATAN
ASTANAJAPURA

JARINGAN DISKOMINFO
- KECAMATAN
BABAKAN

JARINGAN DISKOMINFO
- KECAMATAN BEBER

JARINGAN DISKOMINFO
- KECAMATAN CILEDUG

Jenis

Jaringan ReEpraican

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

INTERNET SENDIRI

Nama
Pemilik

KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

PEMERINTAH
KAB.
CIREBON

Unit Kerja
Pengelola
Jaringan

KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
DINAS
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA

Bandwidth

50 MBPS

50 MBPS

50 MBPS

50 MBPS

30 MBPS

30 MBPS

30 MBPS

30 MBPS

Tipe Media
Jaringan

FIBER OPTIC

FIBER OPTIC

GELOMBANG
RADIO

GELOMBANG
RADIO

GELOMBANG
RADIO

GELOMBANG
RADIO

GELOMBANG
RADIO

GELOMBANG
RADIO

— RAI Level — RAI Level
1 2
(Dependency) (Dependency)

SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.O2 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.O02 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.02 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.O2 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.02 RAI02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.O2 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.02 RAI02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH
RAI.O2 RAI.02.01
SISTEM JARINGAN
INTEGRASI INTRA
PEMERINTAH



3.5.1.6 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Kondisi saat ini, Diskominfo Kabupaten Cirebon telah
memiliki APl Manager untuk pengelolaan API dalam rangka
pertukaran data antar aplikasi internal di Pemerintah Kabupaten
Cirebon, maupun eksternal. Untuk platform pertukaran data
Kabupaten Cirebon menggunakan SPLP milik Kementerian
Komunikasi dan Informatika sesuai dengan arahan Pemerintah
Pusat. Platform SPL yang digunakan yakni SPLP (Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah) Integrasi dan Pertukaran Data),
program SPLP menjembatani pertukaran data antar instansi
pemerintah meskipun berbeda Database, Aplikasi maupun Sistem
Operasinya. Aplikasi SPLP dapat difungsikan sebagai GSB
(Government Service Bus) dan Web-API (Application Programming

Interface).

Gambar 29 arsitektur SPLP nasional

Dalam pelaksanaan kegiatan SPLP Pemerintah Kabupaten
Cirebon dengan menggunakan platform SPLP nasional, Kabupaten
Cirebon telah menyimpan 4 (empat) APl (Application Programming
Interface) aplikasi khusus Kabupaten Cirebon dan sudah
mendapatkan akses aplikasi umum layanan pengaduan lapor.go.id.
Berikut adalah gambar proses integrasi SPLP dengan API

management.
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Gambar 30 Intergrasi SPLP Nasional dengan APl management



3.5.1.7 Katalog Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Katalog Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang ada saat ini disusun berdasarkan Surat edaran KeMenPANRB No 18

Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Atribut

metadata yang digunakan sebagai berikut:

Nama Sistem
Penghubung Layanan
ID Pemerintah
SPLP - SPLP Layanan
CRBKAB- Kementerian Komunikasi

01 dan Informatika

Deskripsi Sistem

Penghubung

Sistem
Manajemen
Integrasi dan
Pertukaran

Data

Tabel 7 Katalog SPLP

Jenis Sistem Penghubung
Sistem Penghubung

Pemerintah

Status
Kepemilikan
Instansi
Pemerintah

Pusat

Nama Pemilik
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika
Republik

Indonesia

— Jaringan Intra Pemerintah
(Dependency)

CRB-01 FO DISKOMINFO
CIREBON



3.5.1.8 Katalog Perangkat Keras Jaringan

Perangkat keras jaringan merupakan perangkat yang digunakan untuk proses routing, switching dan keamanan pada jaringan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Katalog perangkat keras jaringan yang ada saat ini disusun berdasarkan Surat
edaran KeMenPANRB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE
dan Peta Rencana SPBE. Atribut metadata yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 8 Katalog Perangkat Keras Jaringan

Unit — RAI Level

Deskripsi Status Nama Pengelola 1
ID Nama Network Network Tipe Network Kepemilikan Pemilik Network (Dependency) — RAI Level 2 (Dependency)
CRBKAB- ROUTERI1 ROUTER IIX ROUTER SENDIRI DISKOMINFO DISKOMINFO RAI.03 RAIL03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAI03.03.01.01 PLATFORM  DAN APLIKASI
CRBKAB- ROUTER2 ROUTER IX ROUTER SENDIRI DISKOMINFO DISKOMINFO RAI.O3 RAIL03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAI.03.03.01.02 PLATFORM DAN APLIKASI
CRBKAB- ROUTER3 MAIN ROUTER = ROUTER SENDIRI DISKOMINFO DISKOMINFO RAI.O3 RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAI03.03.01.03 PLATFORM  DAN APLIKASI
CRBKAB- ROUTER4 ROUTER ROUTER SENDIRI DISKOMINFO DISKOMINFO RAI.O3 RAIL.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAI.03.03.01.04 INTERNAL PLATFORM DAN APLIKASI

DISKOMINFO
CRBKAB- ROUTERS ROUTER SKPD ROUTER SENDIRI DISKOMINFO DISKOMINFO RAI.O3 RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAI.03.03.01.05 PLATFORM DAN APLIKASI
CRBKAB- ROUTERG6 ROUTER ROUTER SENDIRI DISKOMINFO DISKOMINFO RAI.O3 RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAI.03.03.01.06 DISTRIBUSI PLATFORM DAN APLIKASI



CRBKAB-
DAI.03.03.01.07
CRBKAB-
DAI.03.03.01.08
CRBKAB-
DAI.03.03.01.09
CRBKAB-
DAI03.03.01.10
CRBKAB-
DAI.03.03.01.11
CRBKAB-
DAI.03.03.01.12
CRBKAB-
DAI.03.03.01.13
CRBKAB-
DAI.03.03.01.14
CRBKAB-
DAILO03.03.01.15
CRBKAB-
DAI.03.03.01.16

Nama Network

ROUTER7

ROUTERS

SWITCH1

SWITCH2

SWITCH3

SWITCH4

SWITCHS

SWITCH6

FO CONVERTER

ODU

Deskripsi Status
Network Tipe Network Kepemilikan
KECAMATAN

ROUTER ROUTER SENDIRI
SERVER

ROUTER IP ROUTER SENDIRI
PUBLIK

SWITCH SWITCH L3 SENDIRI
MANAGEABLE

SWITCH UNIFI SWITCH L2 SENDIRI
SWITCH UNIFI SWITCH L2 SENDIRI
SWITCH TP- SWITCH L2 SENDIRI
LINK 24 PORT

CLOUDCORE SWITCH L3 SENDIRI
SWITCH

CLOUDCORE SWITCH L3 SENDIRI
SWITCH

HTB FO TRANSMISSION SENDIRI
CONVERTER EQUIPMENT

OPTICAL TRANSMISSION SENDIRI

DISTRIBUTION EQUIPMENT
UNIT

Nama
Pemilik

DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

Unit

Pengelola

Network

DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

— RAI Level
1
(Dependency)

RAI.O3
PLATFORM
RAI.O3
PLATFORM
RAI.O3
PLATFORM
RAI.O3
PLATFORM
RAI.O3
PLATFORM
RAI.O3
PLATFORM
RAI.O3
PLATFORM
RAI.O3
PLATFORM
RAI.O3
PLATFORM
RAIO3
PLATFORM

— RAI Level 2 (Dependency)

RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI
RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI
RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI
RAI03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI
RAI03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI
RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI
RAIL.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI
RAI03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI
RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI
RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI



ID

CRBKAB-
DAIL.03.03.01.17
CRBKAB-
DAI.03.03.01.18
CRBKAB-
DAI.03.03.01.19
CRBKAB-
DAI.03.03.01.20

CRBKAB-
DAIL03.03.01.21

Nama Network
ACCESS POINT

UTP

FIBER OPTIC

ANTENA
SEKTORAL

ANTENA TX RX

Nama

DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

Deskripsi Status

Network Tipe Network Kepemilikan Pemilik

UBIQUITY WIRELESS SENDIRI
EQUIPMENT

KABEL UTP TRANSMISSION SENDIRI
EQUIPMENT

KABEL FIBER TRANSMISSION SENDIRI

OPTIC EQUIPMENT

PERANGKAT TRANSMISSION SENDIRI

PENGIRIMAN EQUIPMENT

DENGAN BW

YANG BESAR

PERANGKAT TRANSMISSION SENDIRI

PENGIRIM DAN EQUIPMENT
PENERIMA
BANDWIDTH

DISKOMINFO

Unit
Pengelola
Network
DISKOMINFO
DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

DISKOMINFO

— RAI Level
1
(Dependency)
RAIL.O3
PLATFORM
RAI.O3
PLATFORM
RAI.O3
PLATFORM
RAI.O3
PLATFORM

RAIL.O3
PLATFORM

— RAI Level 2 (Dependency)

RAIL.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI

RAIL03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI

RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI

RAI03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI

RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI



3.5.1.9 Katalog Perangkat Keras Keamanan

Perangkat keras keamanan merupakan perangkat yang digunakan untuk melindungi jaringan, aplikasi, dan pengguna di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Katalog perangkat keras keamanan yang ada saat ini disusun berdasarkan
Surat edaran KeMenPANRB Nomor 18Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur
SPBE dan Peta Rencana SPBE. Atribut metadata yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 9 Katalog Perangkat Keras Keamanan

Tipe
Nama Perangkat Deskripsi Security Status Nama Unit Pengelola — RAI Level 1 — RAI Level 2
ID Keamanan Security Device Device Kepemilikan Pemilik Security Device (Dependency) (Dependency)
CRBKAB- FORTINET FORTINET FIREWALL SENDIRI DISKOMINFO DISKOMINFO RAI.O3 RAI.03.01 KERANGKA
DAI.04.03.01.01 FIREWALL FIREWALL PLATFORM INFRASTRUKTUR DAN
APLIKASI
CRBKAB- HP FIREWALL HP FIREWALL FIREWALL SENDIRI DISKOMINFO DISKOMINFO RAI.O3 RAI.03.01 KERANGKA
DAI.04.03.01.02 CIREBONKAB CIREBONKAB PLATFORM INFRASTRUKTUR DAN
APLIKASI
CRBKAB- FIREWALL FIREWALL FIREWALL SENDIRI DISKOMINFO DISKOMINFO RAI.O3 RAI.03.01 KERANGKA
DAL04.03.01.03  UNTANGEL - 225 UNTANGEL - 225 PLATFORM INFRASTRUKTUR DAN
APLIKASI
CRBKAB- FIREWALL - 248 FIREWALL - 248 FIREWALL SENDIRI DISKOMINFO DISKOMINFO RAIL.O3 RAI.03.01 KERANGKA
DAI.04.03.01.04 PLATFORM INFRASTRUKTUR DAN

APLIKASI



3.5.1.10 Katalog Perangkat Keras Media Penyimpanan

Perangkat keras media penyimpanan merupakan perangkat yang difungsikan untuk menyimpan data, informasi, database,
aplikasi, file virtual machine di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Katalog perangkat keras media penyimpanan
yang ada saat ini disusun berdasarkan Surat edaran KeMenPANRB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital
Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Atribut metadata yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 10 Katalog Perangkat Keras Keamanan

Jenis Perangkat Kapasitas
Nama Data Status Unit Lokasi Kapsitas Tenik
i Storage Deskclp Berver Penggnnag Kepemilikan Pengelola Perangkat Letnk Boﬂb.oq Penytmpans Penyimpanan
n Platform n

SERVER BPBD MERK

MP-1 | Storage A DELL File Server BPBD BPBD DC Diskominfo Debian 64 Gb 996 Gb Raid 1
Server perencanaan

MP-1 | Storage A BKAD File Server Bappelitbangda Bappelitbangda | DC Diskominfo Ubuntu 64 Gb 1 TiB Raid 1

MP-1 | Storage A Simonek.cirebonkab.go.id | File Server Bappelitbangda Bappelitbangda | DC Diskominfo Ubuntu 32 Gb 1 TiB Raid 1
SERVER VPS MERK

MP-2 | Storage B | DELL EMC File Server Diskominfo Diskominfo DC Diskominfo Proxmox 32 Gb 1 TiB Raid 1
SERVER SLRT MERK

MP-2 | Storage B DELL EMC File Server Diskominfo Diskominfo DC Diskominfo Proxmox 96 gb 1 TiB Raid 1
SERVERV
DASHBOARD MAIL
CIREBONKAB MERK

MP-2 | Storage B | DELL EMC File Server Diskominfo Diskominfo DC Diskominfo Debian 128G 1 TiB Raid 1
SERVER OPM -
BACKUP MERK DELL

MP-2 | Storage B EMC File Server Diskominfo Diskominfo DC Diskominfo OVM 96 gb 1 TiB Raid 1
SERVER VIRTUAL - 6

MP-2 | Storage B MERK DELL EMC File Server Diskominfo Diskominfo DC Diskominfo Proxmox 96 gb 1 TiB Raid 1

MP-2 | Storage B SERVER BMD File Server BKAD BKAD DC Diskominfo Debian 64 Gb 1 TiB Raid 1




Jenis

Perangkat

Kapasitas

Nama Data Status Unit Lokasi Kapsitas Tenik
ne Storage Neskaty Rocvor Fenggvnsa Kepemilikan Pengelola Perangkat kit memory Peyhupsnn Penyimpanan
n Platform n

MEREK DELL EMC
FIREWALL MERK

MP-2 | Storage B | FORTINET Security Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Frorti OS 1 TiB Raid 1
SERVER BKAD MERK

MP-3 | Storage C | SUPERMICRO File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Proxmox 64 Gb 1 TiB Raid 1
SERVER ARSIP MERK

MP-3 | Storage C SUPERMICRO File Server Disarpus Disarpus DC Diskominfo Proxmox 32 Gb 1 TiB Raid 1
SERVER DPPKB i Windows

MP-3 | Storage C | MERK SUPERMICRO | File Server DPPBKP3A DPPBKP3A | DC Diskominfo Server 8 gb 5.46 TiB Raid 1
SERVER PERIJINAN

MP-3 | Storage C | MERK SUPERMICRO | File Server DPMPTSP DPMPTSP DC Diskominfo Proxmox 96 gb 1 TiB Raid 1
SERVER VIRTUAL

MP-3 | Storage C | MERK SUPERMICRO | File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Proxmox 96 gb 1 TiB Raid 1
SERVER VIRTUAL
SIRUP MERK

MP-3 | Storage C | SUPERMICRO File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Proxmox 96 gb 1 TiB Raid 1
SERVER DINSOS

MP-3 | Storage C | MERK SUPERMICRO | File Server Dinsos Dinsos DC Diskominfo Debian 32 Gb 1 TiB Raid 1
SERVER
DISPERDAGIN MERK

MP-4 | Storage D DELL EMC OS Debian | File Server Disperindag Disperindag | DC Diskominfo Ubuntu 32 Gb 1 TiB Raid 1
SERVER EKINERJA
MERK DELL EMC- OS

MP-4 | Storage D | UBUNTU File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo ubuntu 32 Gb 1 TiB Raid 1
SERVER SSO MERK
DELL EMC OS

MP-4 | Storage D | Ubuntu File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Ubuntu 32 Gb 1 TiB Raid 1
SERVER VIRTUAL
MERK DELL EMC OS

MP-4 | Storage D | VPS File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Proxmox 96 gb 1 TiB Raid 1
SERVER VIRTUAL

MP-4 | Storage D | MERK DELL EMC File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Proxmox 96 gb 1 TiB Raid 1




Jenis Perangkat Kapasitas
Nama Data Status Unit Lokasi Kapsitas Tenik
e Storage Neskrly Sorvex PengEvnan Kepemilikan Pengelola Perangkat R memory Fenyiogam. Penyimpanan
n Platform n

SERVER
INSPEKKTORAT

MP-4 | Storage D MERK DELL EMC File Server Inspektorat Inspektorat | DC Diskominfo Debian 96 gb 1 TiB Raid 1
VIRTUAL SERVER -

MP-4 | Storage D | VIII 160 File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Proxmox 128G 1 TiB Raid 1
SERVER VIRTUAL
MERK DELL OS

MP-5 | Storage E | PROXMOX File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Proxmox 128G 1 TiB Raid 1
SERVER E - SURAT

MP-5 | Storage E MERK DELL DEBIAN | File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Debian 128G 1 TiB Raid 1
SERVER HMS MERK

MP-5 | Storage E | DELL OS DEBIAN File Server BKAD BKAD DC Diskominfo Debian 128G 1 TiB Raid 1
SERVER BMD -1
MERK DELL OS

MP-5 | Storage E | DEBIAN File Server BKAD BKAD DC Diskominfo Debian 128G 1 TiB Raid 1
SERVER BMD-2
MERK DELL OS

MP-5 | Storage E | DEBIAN File Server BKAD BKAD DC Diskominfo Debian 128G 1 TiB Raid 1
SERVER RSUD
ARJAWINANGUN
MERK DELL OS

MP-5 | Storage E | DEBIAN File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Debian 128G 1 TiB Raid 1
CACHE / DNS
CIREBONKAB MERK | Domain

MP-6 | Storage F | HP Name Sever | Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Debian 32 Gb 1 TiB Raid 1
SERVER VIRTUAL

MP-6 | Storage F | MERK HP File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Proxmox 128G 1 TiB Raid 1
SERVER VMEET
MERK HP-VMEET Windows

MP-6 | Storage F | WINDOWS SERVER File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Server 64 Gb 1 TiB Raid 1
SERVER SIGI MERK

MP-6 | Storage F HP OS UBUNTU File Server Bappelitbangda Bapplitbangda DC Diskominfo Ubuntu 64 Gb 1 TiB Raid 1

MP-7 | Storage G | SERVER File Server Disperindag Disperindag | DC Diskominfo Centos 32 Gb 1 TiB Raid 1




Jenis Perangkat Kapasitas
Nama Data Status Unit Lokasi Kapsitas Tenik
e Storage eskiin Sorven Pengeunns Kepemilikan Pengelola Perangkat i memory Peuylmpeny Penyimpanan
n Platform n

DISPERDAGIN MERK
SUPERMICRO OS
CENTOS LOCALHOST
SERVER DISDIK Dinas Dinas

MP-7 | Storage G | MERK SUPERMICRO | File Server Pendidikan Pendidikan | DC Diskominfo Proxmox 96 gb 1 TiB Raid 1
SERVER DPMPTSP

MP-7 | Storage G | MERK SUPERMICRO | File Server DPMPTSP DPMPTSP DC Diskominfo Debian 96 gb 1 TiB Raid 1
SERVER DINKES Dinas Dinas Windows

MP-7 | Storage G | MERK SUPERMICRO File Server Kesehatan Kesehatan DC Diskominfo Server 32 Gb 1 TiB Raid 1
SERVER UB-1 MERK
DELL
Master

MP-8 | Storage H | Cirebonkab.go.id File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Debian 128G 1 TiB Raid 1
SERVER UB - 4

MP-8 | Storage H | MERK DELL File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Debian 128G 1 TiB Raid 1
SERVER UB - 3

MP-8 | Storage H | MERK DELL File Server Diskominfo Diskominfo DC Diskominfo Debian 128G 1 TiB Raid 1
SERVER UB - 2

MP-8 | Storage H | MERK DELL File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Debian 128G 1 TiB Raid 1
SERVER UB - 1

MP-8 | Storage H | MERK DELL File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Debian 128G 1 TiB Raid 1
SERVER DPRD MERK

MP-8 | Storage H | DELL File Server DPRD DPRD DC Diskominfo Debian 128G 1 TiB Raid 1
SERVER ATISISBADA

MP-9 | Storage I MERK IBM File Server BKAD BKAD DC Diskominfo Debian 128G 1 TiB Raid 1
SERVER BKPSDM - 1

MP-9 | Storage I MERK IBM File Server BKPSDM BKPSDM DC Diskominfo Ubuntu 32 Gb 1 TiB Raid 1
SERVER BKPSDM

MP-9 | Storage I MERK DELL File Server BKPSDM BKPSDM DC Diskominfo Ubuntu 32 Gb 1 TiB Raid 1
SERVER BKPSDM -3

MP-9 | Storage I MERK DELL EMC File Server BKPSDM BKPSDM DC Diskominfo Ubuntu 32 Gb 1 TiB Raid 1
SERVER DESA Desa Lebak Desa Lebak

MP-9 | Storage I LEBAKMEKAR MERK | File Server mekar mekar DC Diskominfo Ubuntu 16 gb 1 TiB Raid 1




Jenis Perangkat Kapasitas
Nama Data kri Status Unit Lokasi P Kapsitas Tenik
- Storage 0 P fetves e NM g Kepemilikan Pengelola Perangkat !—Mnmouuu memory wabﬁm-nv e Penyimpanan
IBM
SERVER LPSE LAMA
DAN ULP LAMA Bagian
MP-9 | Storage I MERK RAIVER File Server Bagian Barjas Barjas DC Diskominfo Debian 32 Gb 1 TiB Raid 1
SERVER KOPERASI
MERK HP PROLIANT Dinas
MP-9 | Storage I ML110 File Server Dinas Koperasi | Koperasi DC Diskominfo Ubuntu 8 gb 1 TiB Raid 1
SERVER DPPKBP3A
MP-9 | Storage I MEREK PC HP File Server DPPKBP3A DPPKBP3A DC Diskominfo Ubuntu 8 gh 1 TiB Raid 1
MP- Bagian
10 Storage J Server SPSE File Server Bagian Barjas Barjas DC Diskominfo Ubuntu 16 gb 1 TiB Raid 1
MP- Server LPSE Merk Bagian
10 Storage J Supermicro File Server Bagian Barjas Barjas DC Diskominfo Ubuntu 64 Gb 1 TiB Raid 1
SERVER
GOVERMENT
MP- SERVICE BASE
11 Storage K | MERK DELL EMC File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Debian 128G 1 TiB Raid 1
MP- SERVER
11 Storage K CIREBONKAB File Server Diskominfo Diskominfo DC Diskominfo Debian 32 Gb 1 TiB Raid 1
MP-
11 Storage K | SERVER CLOUD File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Debian 128G 1 TiB Raid 1
MP- Windows
12 Storage L Server Service BKAD File Server BKAD BKAD DC Diskominfo Server 32 Gb 1 TiB Raid 1
Server Siraos, lokal
MP- routing ke Windows
12 Storage L 103.212.211.29 File Server BKAD BKAD DC Diskominfo Server 32 Gb 1 TiB Raid 1
MP- Server Siraos dan Web Windows
12 Storage L BKAD File Server BKAD BKAD DC Diskominfo Server 32 Gb 1 TiB Raid 1
MP- Server SIPKD lama Windows
12 Storage L routing ke 252 File Server BKAD BKAD DC Diskominfo Server 32 Gb 1 TiB Raid 1
MP- Server Verifikasi Windows
12 Storage L BKAD File Server BKAD BKAD DC Diskominfo Server 32 Gb 1 TiB Raid 1




Jenis Perangkat Kapasitas
Nama Data kri ; Status Unit Lokasi Kapsitas Tenik
i Storage v § fetver Pengpunne Kepemilikan Pengelola Perangkat Bk memory Pongtepany Penyimpanan
n Platform n
MP- Server Nagios merk
12 Storage L Dell tower File Server Diskominfo Diskominfo | DC Diskominfo Debian 16 gb 1 TiB Raid 1
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3.5.1.12 Katalog Perangkat Keras Server

ID

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.01

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.02

Perangkat keras server difungsikan sebagai tempat untuk instalasi sistem operasi, layanan server web server,

DNS Server, mail server, database, aplikasi, file server, active directory dan lain sebagainya. Katalog perangkat keras

server yang ada saat ini disusun berdasarkan Surat edaran KeMenPANRB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan

Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Atribut metadata yang

digunakan sebagai berikut:

Tabel 12 Katalog Perangkat Keras Server

Nama Deskripsi Status Nama
Server Server Kepemilikan Pemilik
CRBKAB- Rack 1 - Sendiri Dinas
DAI7.03.01 Server MHE%E
.01 Server BMD DELL P A—
BMD DELL EMC
EMC
CRBKAB- Rack 1 - Sendiri Dinas
DAI7.03.01 Server M“Eag
.02 Server Dashboard Informatike

Dashboard Mail
Mail Cirebonka
Cirebonka b DELL

Unit
Pengelola
Server

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Lokasi

Perangkat  Kapasitas
Lunak Memori
Server

Data Center 128 GB
Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Data Center 128 GB
Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Jenis Jumlah

Teknolo Kapasitas
Prosesor n

High 9 TB Raid 1
End

High 9 TB Raid 1
End

Telknik — RAI Level 1

gi Penyimpana vouﬁ—.n (Dependency)

RAI.O3 Platform

RAI.O3 Platform

— RAI Level 2 (Dependency)

RAIL.03.01
Kerangka Infrastruktur dan

Aplikasi

RAI03.01
Kerangka Infrastruktur dan
Aplikasi



CRBKAB-
DAI7.03.0
1.03

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.04

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.05

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.06

Nama
Server

Deskripsi
Server

b DELL EMC
EMC

CRBKAB- Rack 1 - Sendiri
DAI7.03.01 Server

.03 Server OPM

OPM Backup

Backup DELL EMC

DELL EMC

CRBKAB- Rack 1 - Sendiri

DAI7.08.01 Server
.04 Server SLRT DELL
SLRT DELL EMC

EMC

CRBKAB- Rack 1 - Sendiri
DAI7.03.01 Server VPS

.05 Server 5 DELL

VPS 5 EMC

DELL EMC

CRBKAB- Rack 1 - Sendiri
DAI7.03.01 Server VPS

.06 Server 6 DELL

VPS 6 EMC

DELL EMC

Status
Kepemilikan Pemilik

Nama

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Unit
Pengelola
Server

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Lokasi
Perangkat
Lunak
Server

Kapasitas
Memori

Data Center 128 GB

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Data Center 128 GB

Dinas
Komunikasi
dan
Iformatika

Data Center 128 GB

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Data Center 128 GB

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Jenis
Teknolo

Prosesor n

High 9TB

End

High 9TB

End

High 9TB

End

High 9TB

End

Jumlah
Kapasitas
gi Penyimpana

Teknik
Penyimpa
nan

Raid 1

Raid 1

Raid 1

Raid 1

— RAI Level 1
(Dependency)

RAI.O3 Platform

RAI O3 Platform

RAI.O3 Platform

RAI.03 Platform

— RAI Level 2 (Dependency)

RAI.03.01
Kerangka Infrastruktur dan
Aplikasi

RAI.03.01
Kerangka Infrastruktur dan

Aplikasi

RAIL.03.01
Kerangka Infrastruktur dan

Aplikasi

RAI.03.01
Kerangka Infrastruktur dan
Aplikasi



D

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.07

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.08

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.09

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.10

Nama

Server
CRBKAB-
DAI7.03.01
.07 Server
Arsip
Supermicr
0
CRBKAB-
DAI7.03.01
.08 Server
BKAD/SE
MAR
Supermicr
o
CRBKAB-
DAI7.03.01
.09 Server
Dinsos
Supermicr
o
CRBKAB-
DAI7.03.01
.10 Server
DPMPTSP/

Deskripsi Status

Server

Rack 2
Server Arsip

- Sendiri

Supermicro

Rack 2
Server
BKAD/SEM
AR

Supermicro

- Sendiri

Rack 2

Server

- Sendiri

Dinsos

Supermicro

Rack 2
Server

DPMPTSP/V
PS 174

- Sendiri

Nama

Kepemilikan Pemilik

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Dinas
Sosial

Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu

Unit
Pengelola
Server

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Lokasi

Perangkat Kapasitas
Lunak Memori
Server

Data Center 64 GB
Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Data Center 64 GB
Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Data Center 64 GB
Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Data Center 64 GB
Dinas
Komunikasi

dan

Jenis Jumlah
Teknolo Kapasitas
gi Penyimpana
Prosesor n
High 2 TB
End
High 2TB
End
High 1TB
End
High 2 TB
End

Teknik
Penyimpa
nan

Raid 1

Raid 1

Raid 1

Raid 1

— RAI Level 1
(Dependency)

RAI.O3 Platform

RAI.O3 Platform

RAI 03 Platform

RAI.03 Platform

— RAI Level 2 (Dependency)

RAI.03.01
Kerangka
Aplikasi

RAI.03.01

Kerangka
Aplikasi

RAI.03.01
Kerangka
Aplikasi

RAIL03.01
Kerangka
Aplikasi

Infrastruktur dan

Infrastruktur dan

Infrastruktur dan

Infrastruktur dan



Lokasi Jenis Jumlah

Unit Teknik
Nama Deskripsi Status Nama Perangkat  Kapasitas Teknolo Kapasitas — RAI Level 1
0 Server Server Kepemilikan Pemilik Vnmnn&o; Lunak Memori gi Penyimpana Fenyhapn (Dependency) =+ AR Level 3 (Dupendancy)
- Server Prosesor n _—
VPS 174 Supermicro Satu Pintu Informatika
Supermicr
o
CRBKAB- CRBKAB- Rack 2 - Sendiri Dinas Dinas Data Center 64 GB High 2TB Raid 1 RAI.O3 Platform RAI.03.01
Pengendalian Pengendalian :
DAI7.03.0 DAI7.03.01 Server Penduduk,  Penduduk, ~ DinAs End Kerangka Infrastruktur dan
1.11 11 Server DPPKB e e Ramundkesl Aplikasi
o . S . Berencana, Berencana, d P
DPPKB Upermicro Pemberdayaan Pemberdayaan an
. Perempuan Perempuan Informatika
Supermicr dan dan
Perlingungan Perlingungan
e Anak Anak
CRBKAB- CRBKAB- Rack 2 - Sendiri Dinas Dinas Data Center 64 GB High 2,4TB Raid 1 RAI.O3 Platform RAI.03.01
ikasi K ikasi .
DAI7.03.0 DAI7.03.01 Server VPS Moacaxs_ LAY Dinas End Kerangka Infrastruktur dan
an s 3
1.12 .12 Server 75 . Informatika nformatika Eomnnileasi Aplikasi
VPS 175 Supermicro dan
g | Informatika
upermicr
(o]
CRBKAB- CRBKAB- Rack 2 - Sendiri Dinas Dinas Data Center 64 GB High 2,4 TB Raid 1 RAI.O3 Platform RAI.03.01
I flemed | s
DAI7.03.0 DAI7.03.01 Server VPS 3 ”oacaxg i End Kerangka Infrastruktur dan
. an . .
1.13 .13 Server Supermicro Informatika nformatika Eomunikasi Aplikasi
d
VPS 3 i
i . Informatika
upermicr
o
CRBKAB- CRBKAB- Rack 3 - Sendiri Dinas Dinas Data Center 16 GB High 1TB Raid 1 RAI.O3 Platform RAI.03.01
Perindustrian Perindustri a
DAI7.03.0 DAI7.03.01 Server ’ T Dinas End Kerangka Infrastruktur dan

dan dan



1.14

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.15

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.16

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.17

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.18

Nama
Server

Deskripsi
Server
.14 Server Diperdagin
Diperdagin DELL EMC
DELL EMC

CRBKAB- Rack 3 -
DAI7.03.01 Server

.15 Server Ekinerja
Ekinerja DELL EMC
DELL EMC

CRBKAB- Rack 3 -
DAI7.03.01 Server

.16 Server Inspektorat
Inspektorat DELL EMC
DELL EMC

CRBKAB- Rack 3 -
DAI7.03.01 Server SSO
.17 Server DELL EMC
SSO DELL

EMC

CRBKAB- Rack 3 -
DAI7.03.01 Server VPS
.18 Server Bappelitba
VPS 205
Bappelitba DELL EMC

ngda

Status

Nama

Kepemilikan Pemilik

Sendiri

Sendiri

Sendiri

Sendiri

Perdagangan

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Inspektorat

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Unit
Pengelola
Server

Perdagangan

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Lokasi
Perangkat
Lunak
Server

Komunikasi
dan

Informatika

Data Center
Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Data Center
Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Data Center
Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Data Center
Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Kapasitas

Memori

48 GB

128 GB

16 GB

16 GB

Jenis
Teknolo

gl

Prosesor

High
End

High
End

High
End

High
End

Jumlah

Kapasitas
Penyimpana

4 TB

2TB

4 TB

4 TB

Teknik
Penyimpa
nan

Raid 1

Raid 1

Raid 1

Raid 1

— RAI Level 1

(Dependency)

RAI.O3 Platform

RAI.O3 Platform

RAI.O3 Platform

— RAI Level 2 (Dependency)

Aplikasi

RAI.03.01
Kerangka Infrastruktur dan

Aplikasi

RAI.03.01
Kerangka Infrastruktur dan
Aplikasi

RAI.03.01
Kerangka Infrastruktur dan

Aplikasi



CRBKAB-
DAI7.03.0
1.19

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.20

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.21

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.22

Nama
Server

Deskripsi
Server
ngda 205

DELL EMC

CRBKAB- Rack 3
DAI7.03.01 Server VPS

.19 Server VII 144

VPS VII DELL EMC

144 DELL

EMC

CRBKAB- Rack 3 - Sendiri
DAI7.03.01 Server VPS

.20 Server VIII 160

VPS  VII DELL EMC

160 DELL

EMC

CRBKAB- Rack 4
DAI7.03.01 Server
.21 Server BMD-1
BMD-1 DELL
DELL

CRBKAB- Rack 4
DAI7.03.01 Server
.22 Server BMD-2
BMD-2 DELL

- Sendiri

- Sendiri

- Sendiri

Status
Kepemilikan Pemilik

Nama

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Unit
Pengelola
Server

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Lokasi

Perangkat  Kapasitas
Lunak Memori
Server

Data Center 128 GB
Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Data Center 128 GB
Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Data Center 128 GB
Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Data Center 128 GB
Dinas
Komunikasi

dan

Jenis
Teknolo

gl

Prosesor

High
End

High
End

High
End

High
End

Jumlah
Kapasitas
Penyimpana

4TB

4 TB

4 TB

4TB

Teknik
Penyimpa
nan

Raid 1

Raid 1

Raid 1

Raid 1

— RAI Level 1
(Dependency)

RAI.O3 Platform

RAI 03 Platform

RAI.O3 Platform

RAI.O3 Platform

— RAI Level 2 (Dependency)

RAIL03.01
Kerangka Infrastruktur dan
Aplikasi

RAI03.01
Kerangka Infrastruktur dan
Aplikasi

RAI.03.01
Kerangka Infrastruktur dan

Aplikasi

RAI03.01
Kerangka Infrastruktur dan

Aplikasi



CRBKAB-
DAI7.03.0
1.23

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.24

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.25

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.26

CRBKAB-

Deskripsi
Server

Nama

Server
DELL
CRBKAB- Rack 4 - Sendiri
DAI7.03.01 Server E-
.23 Server Surat
E-Surat DELL
DELL
CRBKAB- Rack 4
DAI7.03.01 Server
.24 Server HMS
HMS 139 DELL
DELL
CRBKAB- Rack 4
DAI7.03.01 Server
.25 Server RSUD
RSUD
Arjawinang un DELL
un DELL
CRBKAB- Rack 4
DAI7.03.01 Server VPS
.26 Server 02 DELL
VPS 02
DELL
CRBKAB-

- Sendiri

139

- Sendiri

Arjawinang

- Sendiri

Rack 5 - Sendiri

Status
Kepemilikan Pemilik

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Dinas

Unit
Pengelola
Server

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Dinas
Komunikasi
dan
[nformatika

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Dinas

Lokasi
Perangkat
Lunak
Server

Informatika
Data Center
Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Data Center
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Data Center
Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Data Center
Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Data Center

Kapasitas
Memori

128 GB

128 GB

128 GB

64 GB

4 GB

Jenis
Teknolo

gl

Prosesor

High
End

High
End

High
End

High
End

High

Jumlah
Kapasitas
Penyimpana

n

4 TB

4TB

4 TB

3TB

500 GB

Teknik
Penyimpa
nan

Raid 1

Raid 1

Raid 1

Raid 1

Raid 1

— RAI Level 1
(Dependency)

RAI.O3 Platform

RAI.O3 Platform

RAI.O3 Platform

RAI.03 Platform

RAI.O3 Platform

— RAI Level 2 (Dependency)

RAI.03.01
Kerangka Infrastruktur dan
Aplikasi

RAI.03.01
Kerangka Infrastruktur dan
Aplikasi

RAI.03.01
Kerangka Infrastruktur dan
Aplikasi

RAI.03.01
Kerangka Infrastruktur dan
Aplikasi

RAI03.01



D

DAI7.03.0
1.27

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.28

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.29

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.30

CRBKAB-
DAI7.03.0
1.31

Nama
Server

Deskripsi
Server

DAI7.03.01 Server

.27 Server Cache/DN

Cache/DN S HP

S HP

CRBKAB- Rack 5 - Sendiri
DAI7.03.01 Server SIGI

.28 Server HP

SIGI HP

CRBKAB- Rack 5 - Sendiri
DAI7.03.01 Server

.29 Server VMEET HP

VMEET HP

CRBKAB- Rack 5 - Sendiri
DAI7.03.01 Server VPS

.30 Server 223 HP

VPS 223

HP

CRBKAB- Rack 6 - Sendiri
DAI7.03.01. Server

31 Server Dinkes

Dinkes Supermicro

Supermicro

Status
Kepemilikan Pemilik

Nama

Komunikasi
dan

Informatika

Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Unit
Pengelola
Server

Komunikasi
dan
Informatika

Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian  dan
Pengembangan
Daerah

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Dinas
Komunikasi
dan

Informatika

Lokasi
Perangkat
Lunak
Server

Kapasitas
Memori

Dinas
Komunikasi
dan
Informatika

Data Center 64 GB
Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Data Center 8 GB
Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Data Center 64 GB
Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Data Center 64 GB
Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

Jenis
Teknolo

gl

Prosesor

End

High
End

High
End

High
End

High
End

Jumlah
Kapasitas
Penyimpana

2TB

1TB

1TB

2TB

Teknik
Penyimpa
nan

Raid 1

Raid 1

Raid 1

Raid 1

— RAI Level 1
(Dependency)

RAI.03 Platform

RAI.03 Platform

RAI.O3 Platform

RAI.O3 Platform

— RAI Level 2 (Dependency)

Kerangka Infrastruktur dan
Aplikasi

RAI03.01

Kerangka Infrastruktur dan

Aplikasi

RAIL03.01Kerangka
Infrastruktur dan Aplikasi

RAIL.03.01
Kerangka Infrastruktur dan
Aplikasi

RAI.03.01
Kerangka Infrastruktur dan
Aplikasi



3.5.1.13 2. Katalog Perangkat Lunak Platform

Perangkat lunak platform merupakan sistem operasi yang diterapkan (diinstal) pada perangkat keras server

milik Pemda Kabupaten Cirebon. Katalog perangkat lunak platform yang ada saat ini disusun berdasarkan Surat edaran

KeMenPANRB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE

dan Peta Rencana SPBE. Atribut metadata yang digunakan sebagai berikut:
Tabel 13 Katalog Perangkat Lunak Platform

CRBKAB-

DAI08.01.03.01

CRBKAB-

DAI.08.01.03.02

CRBKAB-

DAI.08.01.03.03

CRBKAB-

CRBKAB-

DAI08.01.03.04

CRBKAB-

DAI08.01.03.05

Deskripsi Perangkat

ZOOM MEETING

Sistem operasi
lengkap berbasis
Linux, tersedia
secara bebas
berbasis teks

DAL08.01.03.02 FIREWALL FIREWALL

VIRTUAL MACHNINE

ANTIVIRUS NOD32

Tipe

Perangkat

Lunak

SISTEM
UTILITAS
SISTEM
OPERASI

SISTEM
OPERASI

SISTEM
OPERASI
SISTEM

DATABASE

Sistem
Utilitas

Jenis Sistem

NETWORKING

Jenis Sistem
Utilitas (diisi
jika tipe Jenis — RAI Level 1
perangkat lunak Lisensi (Dependency)
adalah sistem
utilitas)
VIDEO :
CONFERENCE PERIODIK RAI.03 PLATFORM
SISTEM
SRERAST PERIODIK RAIL.03 PLATFORM
Kode
SISTEM OPERSI Sumber RAI03 PLATFORM
Tebuka
PLATFORM PERIODIK RAI03 PLATFORM
VIRTUAL
MACHINE PERIODIK RAI.O3 PLATFORM
ANTIVIRUS PERIODIK RAI.O3 PLATFORM

— RAI Level 2 (Dependency)

RAIL03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN
APLIKASI
RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN
APLIKASI

RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN
APLIKASI

RAIL.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN
APLIKASI
RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN
APLIKASI
RAIL.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN
APLIKASI



3.6. Arsitektur Keamanan

Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan,
ketersediaan, keaslian sumber daya terkait data dan informasi,
Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan
dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan
akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan
dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan
dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan
keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan
validasi. Penjaminan dilakukan melalui penerapan tanda tangan
digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan
sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar
teknis dan prosedur keamanan. Komponen Arsitektur Keamanan
SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon terdiri dari standar keamanan,

penerapan keamanan, dan kelaikan keamanan.

e 0N

At
e

Gambar 31
Komponen arsitektur Keamanan SPBE Kabupaten Cirebon

3.6.1. Standar Keamanan

Standar keamanan merupakan acuan persyaratan minimal
keamanan dalam bentuk regulasi seperti Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati, maupun standar teknis dan prosedur dalam
bentuk SOP yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Cirebon seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 14 Jenis SOP Keamanan

SOP- VStéblndar Operasionsal S an a; Nas:ional‘ N Prakﬁk Dinaé
01 Prosedur (SOP) Permohonan | dan/atau standar Komunikasi dan
Pelayanan Digital Forensik Peraturan melakukan | Informatika Kab
Terkait Teknis digital Cirebon
dan forensik
Prosedur untuk satu
Keamanan website
SPBE
SOP- | Standar Operasional Standar Nasional | Praktik Dinas
02 Prosedur (SOP) Permohonan | dan/atau standar Komunikasi dan
Pelayanan Penetration Peraturan melakukan | Informatika Kab
Testing Terkait Teknis Tes standar | Cirebon
dan Keamanan
Prosedur
Keamanan
SPBE

3.6.2 Penerapan Keamanan

Penerapan keamanan merupakan serangkaian proses dalam
bentuk program kerja Keamanan SPBE yang telah dilaksanakan
sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE.
Program kerja Keamanan SPBE disusun berdasarkan kategori risiko
terhadap aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur dari setiap
IPPD masing-masing. Program kerja Keamanan SPBE yang telah
diterapkan meliputi:

1. Edukasi kesadaran keamanan SPBE;

2. Penilaian kerentanan keamanan SPBE;

3. Peningkatan keamanan SPBE;

4. Penanganan insiden keamanan SPBE; dan

5. Audit Keamanan SPBE.
3.6.2.1. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

Edukasi kesadaran Keamanan SPBE memiliki tujuan untuk
meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan
keahlian dalam penerapan keamanan aplikasi dan keamanan
infrastruktur TIK. Kegiatan yang telah dilaksanakan yakni sosialisasi
dan verifikasi Faktual TTE bagi Kepala Desa se- Kebupaten Cirebon.



Tabel 15 Kegiatan Literasi Keamanan SPBE

Sosialisasi dan Output kegiatan ini

Verifikasi TadTg‘llallzedlil,;l:ﬁkannya
Faktual TTE e Dinas Komunikasi
EDU- . dilaksanakan oleh ;
bagi Kepala . . dan Informatika
01 Diskominfo Kabupaten s
Desa se . gy Kabupaten Cirebon
Cirebon dan ditujukan
Kabupaten
. untuk Kepala Desa
Cirebon

seKebupaten Cirebon

3.6.2.2. Penilaian kerentanan Keamanan SPBE
Penilaian kerentanan Keamanan SPBE dilaksanakan melalui
kegiatan untuk mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap

aset aplikasi web melalui vulnerability assesment (VA) antara lain:

1. Penetration Test Aplikasi CirebonKab;

2. Penetration Test Aplikasi Opendata;
3. Penetration Test Aplikasi Visualisasi Data.
Tabel 16 Kegiatan Identifikasi Kerentanan SPBE

|  NamaKegiatan {egiatan -
L ermiveane bl .
Pelaksanaan
Penetration Test Penetration Test . :
giK_ Aplikasi untuk Identifikasi g;sbkcc)rirrl:ir;t:n
Opendata Kerentanan Aplikasi
Opendata
Pelaksanaan
IKK- Penetration Test FERCEEE fl‘est . Diskominfo
S untuk Identifikasi .
02 Aplikasi CirebonKab; A Kab Cirebon
Kerentanan Aplikasi
CirebonKab
Pelaksanaan
KK- Pen.etra.tio.n Tes.t ' Penetration jI‘est . Diskomints
02 Aplikasi Visualisasi untuk Identifikasi Kab Cirebon
Data Kerentanan Aplikasi
Visualisasi Data




3.6.2.3. Peningkatan Keamanan SPBE
Peningkatan Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan hasil
dari penilaian kerentanan keamanan. Kegiatan yang sudah
dilaksanakan antara lain:
1. Pemasangan sertifikat SSL untuk domain cirebonkab.go.id pada
tanggal 21 Januari 2023; dan
2. Pemasangan perangkat Firewall di server farm Pusat Data
Diskominfo.

Tabel 17 Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE

Nama Kegiatan
ID Peningkatan Deskripsi Kegiatan
Keamanan SPBE Peningkatan Keamanan
SPBE — Instansi
(Dependency)
Pemasangan Instalasi dan konfigurasi
PKT-01 Infrastruktur perangkat firewall server Dinas Kominfo
dedicated Firewall untuk upaya Kabupaten Cirebon

pengamanan data pada
aplikasi kepegawaian
Pemasangan SSL di Instalasi secure socket

PKT-02 Domain utama dan layer (SSL) pada website Dinas Kominfo
sub domain official Kabupaten Kabupaten Cirebon
cirebonkab.go.id Cirebon

3.6.2.4 Kelaikan Keamanan

Kelaikan keamanan dilakukan melalui proses penilaian
kerentanan dan risiko keamanan terhadap aplikasi umum dan
Infrastruktur jaringan, pusat data, dan lainnya melalui penilaian

sertifikasi ISO 27001:2022 dan penilaian indeks KAMI.



ID
APLIKASI

APPU-001

APPU-002

APPU-003

APPU-004

APPU-005

APPU-006

APPU-007

APPU-008 Website PemKab

BAB IV
ARSITEKTUR TARGET

4.1. Arsitektur Aplikasi Usulan
4.1.1. Katalog Aplikasi Usulan
Katalog ini mempertimbangkan inisiatif aplikasi yang diusulkan oleh
masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon
untuk di masa mendatang. Inisiatif-inisiatif tersebut akan
berkembang dan bertambah seiring dengan kebutuhan bisnis proses

di masing-masing Perangkat daerah. Berikut merupakan pendetailan

inisiatif pengembangan aplikasi kedepannya di Pemerintah
Kabupaten Cirebon.
Tabel 18 Katalog Aplikasi Usulan
NAMA URAIAN BASIS UNIT RAA DATA DAN
APLIKASI APLIKASI APLIKASI OPERASIONAL LEVEL1 RAA LEVEL 2 INFORMASI
Sistem
Informg51 RAA.'O2.0.2 Data Geospasisal
terkait RAA.02 Aplikasi Pemerinntahan
Dashbord Web Aplikasi Fungsi Kabupaten
GeoDashbord Geospasial based Dinas Kominfo Khusus Tertentu Cirebon
Sistem
Informasi Data
terkait Pelayanan
Layanan Publik yang
Publik RAA.02 RAA.02.01 ada di
Pengembangan berbasis Aplikasi Aplikasi Misi Perangkat
SuperApps Digital Mobile Dinas Kominfo Khusus Tertentu Daerah
Sistem
informasi
Sistem terkait
Informasi dashboard RAA.02.02 Data
Analitik keamanan RAA.02 Aplikasi Keamanaan
Keamanan jaringan dan Web Aplikasi Fungsi jaringan dan
Sistem aplikasi based Dinas Kominfo Khusus Tertentu aplikasi
RAA.02.02
T —— RAA.02 Aplikasi Data Laporan
vkt Web Aplikasi Fungsi Kedaruratan
Sistem 112 kegawatdaruratan ~ based  Dinas Kominfo Khusus Tertentu warga
Sistem
Informasi Data
terkait RAA.02 RAA.02.01 Pelayanan
pelayanan Web Dinas Aplikasi Aplikasi Misi Kesehatan
Sistem EMR Puskesmas based Kesehatan Khusus Tertentu Masyarakat
RAA.02.02
Sistem RAA.02 Aplikasi Data video
Informasi Web Aplikasi Fungsi lokasi lalu
Sistem CCTV  terkait CCTV based Dinas Kominfo Khusus Tertentu lintas
Sistem Data
Informasi Masyarakat
Layanan miskin
Rujukan RAA 02 RAA.02.01 wilayah
Pengembangan Terpadu Web Aplikasi Aplikasi Misi Kabupaten
SiPepek Kemiskinan based Dinas Sosial Khusus Tertentu Cirebon
Pengembangan Sistem Web RAA.02 RAA.02.02 Data
Informasi based Dinas Kominfo Aplikasi Aplikasi Permintaan

LAYANAN

Layanan
Data
Geospasial

Layanan
Publik Data

Layanan
Keamanan
Sistem

Layanan
Laporan
Kedaruratan

Layanan
Kesehatan
Masyarakat

Layanan
Pantauan
Lalu Lintas

Layanan
Jaminan
Sosial

Layanan
Pengembang



ID URAIAN BASIS UNIT RAA DATA DAN
APLIKASI APLIKASI APLIKASI APLIKASI OPERASIONAL LEVEL1 RAA LEVEL 2 INFORMASI LAYANAN
dan Perangkat terkait Khusus Fungsi Pengembangan  dan Web
Daerah Informasi Tertentu Websites Perangkat
Kegiatan layanan Daerah
PEMKAB dan Perngakat
Daerah
Perangkat
Daerah
Sistem
Informasi Layanan
tentang Informasi
produk RAA 02 RAA.02.01 Data Produk Produk
unggulan Web Aplikasi Aplikasi Misi Unggulan Unggulan
APPU-009 SMART DESA Desa based Dinas Kominfo Khusus Tertentu Desa Desa
Sistem Layanan
Informasi Informasi
Layanan terkait RAA 02 RAA.02.01 Data data
Aplikasi kesehatan ibu Web Dinas Aplikasi Aplikasi Misi Kesehatan Ibu Kesehatan
APPU-010 Zibanting dan anak based Kesehatan Khusus Tertentu dan Anak  Ibu dan anak
Sistem Data Layanan
Informasi Pengeolaan Informasi
terkait RAA.02.02 Bank Sampah Data Bank
Sistem Pengelolaan RAA.02 Aplikasi wilayah Sampah di
Informasi Bank Sampah Web Aplikasi Fungsi Kabupaten kabupaten
APPU-011 Sampah rumah tangga  based DLH Khusus Tertentu Cirebon Cirebon
Layanan
Informasi
Sistem RAA.02.02 mengenai
Informasi RAA.02 Aplikasi Data Uji syarat Uji
Sistem terkait UJI Web Aplikasi Fungsi kendaraan Kendaraan
APPU-012 Informasi Uji Kir KIR based Dishub Khusus Tertentu Bermotor bermotor
Sistem
Pengembangan Informasi RAA.02.02
Sistem terkait RAA.02 Aplikasi Layanan
Informasi Hibah pendaftaran Web Aplikasi Fungsi Data Hibah Informasi
APPU-013 Bansos hibah Bansos  based Bag Kesra Khusus Tertentu bansos Bansos
Data informasi  Layanan
Layanan yang  Informasi
Sistem RAA 02 RAA.02.01 tersedia Di terkait
Informasi Web Aplikasi Aplikasi Misi arsitektur layanan
APPU-014 Sistem SPBE  terkait SPBE based Dinas Kominfo Khusus Tertentu SPBE SPBU
Data informasi  Layanan
Sistem Layanan yang Informasi
Informasi RAA 02 RAA.02.01 tersedia Di terkait
Sistem Smart  terkait Smart Web Aplikasi Aplikasi Misi arsitektur layanan
APPU-015 City City based Dinas Kominfo Khusus Tertentu SPBE SmartCity
Sistem Data layanan
Informasi RAA.02.02 tanya jawab Layanan
Pengembangan terkait RAA.02 Aplikasi seputar Tanya Jawab
Layanan pengaduan Web Aplikasi Fungsi layanan Pelayanan
APPU-016 Helpdek sistem based Dinas Kominfo Khusus Tertentu daerah daerah
Sistem
Informasi
terkait RAA.02.02
Dashboar RAA.02 Aplikasi Data Sektoral Layanan
Pengembangan executive Web Aplikasi Fungsi Perangkat Visualisasi
APPU-017 Side Dashboard terintegrasi based Dinas Kominfo Khusus Tertentu Daerah Data
Sistem
Informasi RAA 02 RAA.02.01 Layanan Data
Pengembangan Data Statistik Web Aplikasi Aplikasi Misi ~ Statistik dan Layanan
APPU-018  Open DATA geospasial based Dinas Kominfo Khusus Tertentu geospasiall  data sektoral
Pengembangan Sistem RAA.02.02
Sistem Informasi RAA.02 Aplikasi Data
Manajemen Manajemen Web Dinas Aplikasi Fungsi Ketersediaan Layanan
APPU-019 Obat Obat based Kesehatan Khusus Tertentu Obat Stock Obat
Sistem Sistem Web RAA.01 RAA.01.01 Informasi Layanan
APPU-020 Informasi Informasi based Dinas Kominfo Aplikasi Aplikasi Kegiatan Informasi

NAMA



ID
APLIKASI

APPU-021

APPU-022

APPU-023

APPU-024

APPU-025

APPU-026

APPU-027

APPU-028

APPU-029

APPU-030

APPU-031

APPU-032

APPU-033

NAMA URAIAN
APLIKASI APLIKASI
PODCAST PODCAST

Pemerintah Pemerintah
berbasis web
Sistem
Informasi

Sistem terkait

Dashboard Dashboard
Perizinan dan  Perizinan dan
investasi investasi

Sistem
informasi
Pengembangan terkait absensi
sistem MPRAS ASN
Sistem
Informasi
Pengembangan validasi data

Sistem balita stunting

informasi dan Pemetaan
Stunting Wilayah
Pengembangan
Sistem
informasi Sistem
Mitigasi Informasi
Bencana terkait
Terpadu Bencana Alam
Pengembangan Sistem
Sistem Informasi
Informasi Sibaja Barang dan
Cilok Jasa
Sistem
Informasi
terkait harga
kebutuhan
Pengembangan pokok dan
Aplikasi sistem
Kepokmas retribusi pasar
Sistem
Informasi
Pelaporan
Perjalanan
Slstem e-SIPPD Dinas
Sistem
informasi
Pengembangan terkait
aplikasi hiburan
pariwisata pariwisata
Sistem
Pengembangan Informasi
aplikasi terkait
kebudayaan kebudayaan
Aplikasi booking Sistem
sewa tempat Informasi
olahraga Sewa Tempat
Sistem
Informasi
Aplikasi terkat
Kepemudaaan kepemudaan
Sistem
Informasi
Aplikasi terkait
Perpustakaan Perpustakaan
Aplikasi Sistem
Kependudukan informasi

BASIS

UNIT

APLIKASI OPERASIONAL LEVEL1 RAA LEVEL 2 INFORMASI

Web
based

Mobile

Web
based

Mobile

Web
based

Web
based

Web
based

Web
based

Web
based

Web
based

Web
based

Web
based

Web
based

DPMPTSP

BKPSDM

Dinas
Kesehatan

BPBD

Bag Barang
dan Jasa

Dinas
Perdagangan
dan

Perindustrian

Dinas Kominfo

Dinas
Kebudayaan
Pariwisata

Dinas
Kebudayaan
Pariwisata

Dinas pemuda
dan olahraga

Dinas pemuda
dan olahraga

Disarpus

Disdukcapil

RAA DATA DAN
Umum Layanan Pemkab
Publik Cirebon
RAA.01.01
RAA.O1 Aplikasi
Aplikasi Layanan Data Perijinan
Umum Publik dan investasi
RAA.02.02
RAA.02 Aplikasi
Aplikasi Fungsi Data Absensi
Khusus Tertentu ASN
RAA 02 RAA.02.01
Aplikasi Aplikasi Misi Data Stunting
Khusus Tertentu Balita
RAA.02.02
RAA.02 Aplikasi
Aplikasi Fungsi Data Bencana
Khusus Tertentu daerah
RAA.02.02 Data
RAA.02 Aplikasi Pengadaan
Aplikasi Fungsi Barang dan
Khusus Tertentu jasa
RAA.02.02
RAA.02 Aplikasi
Aplikasi Fungsi Data harga
Khusus Tertentu sembako
RAA.02.02
RAA.02 Aplikasi Data
Aplikasi Fungsi Perjalanan
Khusus Tertentu Dinas
RAA.02.02
RAA.02 Aplikasi Data jumlah
Aplikasi Fungsi kegiatan
Khusus Tertentu Pariwisata
RAA.02.02
RAA.02 Aplikasi Data jumlah
Aplikasi Fungsi kegiatan
Khusus Tertentu Kebudayaan
RAA.02.02
RAA.02 Aplikasi Data
Aplikasi Fungsi Kunjungan
Khusus Tertentu Olahraga
RAA.02.02
RAA.02 Aplikasi Data Jumlah
Aplikasi Fungsi Kegiatan
Khusus Tertentu kepemudaan
RAA 02 RAA.02.01 Data Jumlah
Aplikasi Aplikasi Misi kunjungan
Khusus Tertentu Perpustakaan
RAA 02 RAA.02.01 Data ijin
Aplikasi Aplikasi Misi Kependudukan

LAYANAN

layarian
informasi
Perijinan

Layanan
Informasi
absensi

Layanan
Informasi
Stunting

Layanan
Informasi
Bencana

Layanan
Informasi
pengadaan
Barang dan
Jasa

Layanan
update hargs
Sembako

Layanan
Perjalanan
Dinas

Layanan
Informasi
Pariwisata

Layanan
Informasi
Kebudayaan
Layanan
Informasi
Tempat
Olahraga

Layanan
Informasi
Kepemudaar

Layanan
Informasi
perpustakaan
Layanan
Informasi



ID
APLIKASI

APPU-034

APPU-035

APPU-036

APPU-037

APPU-038

APPU-039

APPU-040

APPU-041

APPU-042

APPU-043

APPU-044

NAMA
APLIKASI

Aplikasi
kesehatan

Aplikasi Sistem

ajuan
Permohonan
Bantuan
Perumahan

Aplikasi Satu

Data Pendidikan

Aplikasi
Perbuhungan

Pengembangan
Siormas

Pengembangan
Sistem
informasi
Terpadu
Pelayanan

Kesehatan Jiwa

Pengembangan

Aplikasi Website

Komisi
Penaggulangan
Aids

Aplikasi
Evaluasi
Kelembagaan

e-POKIR

Aplikasi
Pendaftaran
Dokumen
Kependudukan

Pengembangan
Aplikasi
Perpustakaan

URAIAN
APLIKASI

terkait
Perijinan
Sistem
Informasi
terkait
kesehatan

Sistem
Informasi
Bantuan
Perumahan

Digunakan
untuk
mengetahui
Data Satuan
Pendidikan,
Guru,
Siswadan
Sarpras
Sekolah yang
ada di
Kabupaten
Cirebon

Sistem
Perlengkapan
Jalan
Kabupaten
Cirebon

Sistem
Informasi
Pendataan
Ormas

Sistem
Informasi
terkait
Pelayanan
Kesehatan
Jiwa

Sistem
Informasi
Layanan HIIV
dan AIDS

Sistem
Informasi
Evaluasi
Kelembagaan

Sistem
Informasi
Pokok Pikiran
DRPD
Aplikasi yang
digunakan
untuk
melakukan
pendaftaran
dokumen
kependudukan

Aplikasi untuk
survey
masyarakat
bidang
perpustakaan

BASIS

Web
based

Web
based

Web
based

Web
based

Web
based

Web
based

Web
based

Web
Based

Web
Based

Web
Based

Web

UNIT RAA
APLIKASI OPERASIONAL LEVEL1
Khusus
RAA 02
Dinas Aplikasi
Kesehatan Khusus
Dinas
Perumahan  RAA.02
dan Kawasan Aplikasi
Pertanahan  Khusus
RAA.02
Dinas Aplikasi
Pendidikan  Khusus
RAA 02
Dinas Aplikasi
Perhubungan Khusus
RAA.02
Badan Aplikasi
Kesbangpol Khusus
RAA.02
Dinas Aplikasi
Kesehatan Khusus
RAA.02
Dinas Aplikasi
Kesehatan = Khusus
RAA.02
Aplikasi
Bag Organisasi Khusus
Sekretariat
Dewan RAA.02
Perwakilan  Aplikasi
Rakyat Daerah Khusus
Dinas
Kependudukan
Dan RAA.02
Pencatatan  Aplikasi
Sipil Khusus
Dinas RAA.02
Kearsipan Dan Aplikasi
Perpustakaan Khusus

Based

DATA DAN

RAA LEVEL 2 INFORMASI

Tertentu

RAA.02.01
Aplikasi Misi
Tertentu

RAA.02.02
Aplikasi
Fungsi
Tertentu

RAA.02.02
Aplikasi
Fungsi
Tertentu

RAA.02.01
Aplikasi Misi
Tertentu
RAA.02.02
Aplikasi
Fungsi
Tertentu

RAA.02.02
Aplikasi
Fungsi
Tertentu

RAA.02.02
Aplikasi
Fungsi
Tertentu

RAA.02.01
Aplikasi Misi
Tertentu

RAA.02.02
Aplikasi
Fungsi
Tertentu

RAA.02.02
Aplikasi
Fungsi
Tertentu

RAA.02.02
Aplikasi
Fungsi
Tertentu

Data
kesehatan
masyarakat

Data Bantuan
Perumahan

Data Satu
Pendidikan

Data

LAYANAN
izin
penduduk

Layanan
Informasi
Kesehatan

Layanan

Informasi

Bantuan
Perumahan

Layanan
Informasi
Data Satu

Pendidikan

Layanan
Informasi

Perlengkapan = Perlengkapan

Jalan

Data Ormas

Data Jumlah
Pelayanan
Kesehatan

Jiwa

Data Jumlah
Layanan
HIV/AIDS

Data Jumlah
Evaluasi

jalan

Layanan
Informasi
Ormas

Layanan
Informasi
Pelayanan
Kesehatan
Jiwa

Layanan
Informasi
Pelayanan
HIV/AIDS

Layanan
Informasi
Jumlah
Evaluasi

Kelembagaan Kelembagaar

Data Jumlah
Pokok Pikiran
DRPD

Data Jumlah
Pendaftaran
Dokumen

Layanan
Informasi
Pokok
Pikiran
DRPD

Layanan
Informasi
Pendaftaran
Dokumen

Kependudukan Kependudukan

Data minat
baca

Layanan
Informasi
minat baca
Masyarakat



4.1.2 Analisis Diagram dan ApllGambar 32 Referensi Arsitektur
Aplikasi
Merujuk pada Grafik 3.1.2.1. menunjukkan referensi arsitektur

aplikasi usulan pada RAA Level 1 dan RAA Level 2. Dari grafik
tersebut dapat dilihat bahwa sesuai dengan Referensi Arsitektur Level
1 terdapat 18,6% (27 Aplikasi) merupakan RAA.01 Aplikasi Umum,
81,4% (119 Aplikasi) merupakan RAA.02 Aplikasi Khusus,
selanjutnya Referensi Arsitektur Level 2 Aplikasi usulan terbagi
menjadi 3 yaitu 7,6% (11 Aplikasi) merupakan RAA.01.01 Aplikasi
Layanan Publik 11% (16 Aplikasi) merupakan RAA.01.02 Aplikasi
Administrasi Pemerintahan, 15,9% (23 Aplikasi) merupakan
RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu, 65,5% (96 Aplikasi) merupakan
RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu. RAA Nasional Paling Banyak
pada RAA.02 Aplikasi khusus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
jenis aplikasi yang paling banyak diusulkan adalah aplikasi khusus
yang menunjang layanan terkait OPD pengusul aplikasi.

Basis Aplikas:

Gambar 33 Kondisi Teknologi Informasi

Berdasarkan Basis aplikasi yang digunakan dalam aplikasi usulan
95,8 % (138 Aplikasi) merupakan Web Based dan 4,2% (8 Aplikasi)
merupakan Mobile. Berdasarkan kondisi aplikasi yang diusulkan oleh
OPD mayoritas berbasis Website, karena mudah untuk di akses di
berbagai platform, selanjutnya perlu dipastikan jumlah web
programmer dapat mengakomodir pengembangan aplikasi usulan

tersebut.
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Gambar 34 Perangkat Daerah Pengelola Aplikasi Usulan

Merujuk Pada Grafik 3.1.2.3 dapat dilihat Perangkat Daerah yang
paling banyak dalam melakukan usulan yaitu Dinas Komunikasi dan
Informatika, Dinas Sosial, BKPSDM, Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BKAD hal ini perlu
dilakukan agar layanan di Perangkat Daerah tersebut bisa
terdigitalisasi.



4.1.3. Diagram Integrasi Antar Aplikasi

Integrasi aplikasi ini dimulai karena adanya kebutuhan pertukaran
data/informasi antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain.
Kebutuhan dari operasional pemerintahan mengharapkan data/informasi
yang dipunyai oleh sebuah aplikasi dari suatu Perangkat daerah harus
dikirimkan ke aplikasi lain yang dimiliki Perangkat daerah yang lain.
Kebutuhan pertukaran data/informasi dapat berlaku dalam skala lebih
luas, seperti integrasi antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan
instansi pusat untuk kepentingan pelaporan dan sebagainya. Berikut ini
digambarkan aplikasi yang sudah terintegrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon.

A Bidang Kepegawaian dan Kearsipan
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Gambar 35 Usulan Integrasi Antar Aplikasi pada Bidang Urusan
Kepegawaian dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Gambar tersebut menunjukkan diagram Integrasi antar aplikasi
Pemerintah Kabupaten Cirebon Dapat dilihat terdapat beberapa
aplikasi yang digunakan dalam layanan kepegawaian dan kearsipan
dimana terdapat beberapa aplikasi yaitu aplikasi SIMPEG terintegrasi
dengan SIKATON dan e-Kinerja berupa Data Kepegawaian, sekarang
SIMPEG akan diintegrasikan dengan Aplikasi Perencanaan.



B. Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Aset
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Gambar 36 Usulan Integrasi Antar Aplikasi pada Bidang
perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset

Gambar tersebut menunjukkan integrasi antar aplikasi di Pemerintah
Daerah  Kabupaten Cirebon pada layanan  perencanaan,
penganggaran, keuangan dan aset. Aplikasi tersebut adalah SIPD
Pusat, terintegrasi dengan e-Perencanaan, SIMONEK dan SIKATON.
SIKATON mengirimkan data aset ke e-Perencanaan, kemudian
SIMONEK terintegrasi dengan e-Perencanaan berupa capaian
realisasi anggaran, sedangkan realisasi pembayaran PBB dari
eLayanan PBB-P2 akan dikirimkan ke AKANG SURJA dan layanan
PBB akan mengirim data pajak daerah ke BANK.



C. Bidang Komunikasi dan Informatika
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Gambar 37 Integrasi SuperApps Antar Aplikasi

Gambar tersebut menunjukkan Integrasi antar aplikasi Kabupaten
Cirebon dengan Layanan bantun usaha masyarakat miskin. Layanan
ini terdapat beberapa aplikasi yang digunakan yaitu BAPENDA,
SIPENDIL SEWU, SP4N Lapor, Website CirebonKab, JDIH, dan
SuperAPP, kedepannya akan menjadi Portal untuk Aduan
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